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PENGANTAR 

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 
Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/ 1979 kegiatan­
nya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia. 
ProY,ek ini bertujuan: . 

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan 
budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan 
kebudayaan nasional". 

Adapun sasaran proyek ini ialah: 

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-
masihg daerah yakni: 

Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH · KEBANG­
KITAN NASIONAL, 
Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPA­
CARA PERKAWINAN DAERAH, 
Geografi Budaya Daerah, · dengan tema PEN GAR UH 
MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANG-
AN KEBUDAY AAN DAERAH, . 
Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MI­
TOLOGIS DAN LEGENDARIS, 
Ensiklopedi Musik/Tari Daerah. 

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu: 
Kegiatan di Pusat, meliputi: 

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta 
penyempumaan naskah. 

Kegiatan di Daerah meliputi: 
· Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima 

aspek seperti tersebut di atas. 
Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan 
tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/ 
1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini. 

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah 
ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, 
tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana­
sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan 
dapat disempumakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 
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Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari 
Perguruart Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di daerah, Pemerintah 
Daerah, Pusat Penelitian. Sejarah dan Budaya LEKNAS, UPI, 
dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibtiktikan dan diwujud­
kan dalam n~skah-naskah ini 

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KE­
BANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA 
ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima -kasih 
kepada: 

ii 

l. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang 
Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Depar­
temen P. dan ~- Propinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Pirnpinan Perguruan Tinggi di Kendari Propinsi Su­
lawesi ;renggara. 

3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. 

4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan 
Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi 
T~nggara. . { 

5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Da.er.ah 
Propinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari: 

l) B. Bhurhanuddin 
2) Syamsuddin, B.A. 
3) A. M ulku Zahari 
4) Ch. Pingak 

6. Tim penyempuma naskah di Pusat terdiri dari: 

Konsultan/ Anggota : I. Prof. Dr. Haryati 
Soebadio 

Ketua 
Sekretalis 

Anggota 

2. Abdurachman Surjo­
mihardjo 

~ 3. A.B. Lapian 

Sutrisno Kutoyo 
0

M. Soenjata Kartadarma­
dja 
l. Anhar Gonggong 
2. Mardanas Safwart 
3. Masjkuri 
4. Surachman 



7. 
8. 

5. Muchtaruddin Ibrahim 
6. Sri Sutjiatiningsih 
7. Frans Hitipeuw 

Editor S1:!J:risno Kutoyo 
Dan kepada semua pihak y~g telah memberikan 
bantuannya dalam penyusunan naskah ini. 

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya 
naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnyii terhadap bangsa 
dan negara kita. 
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Pemimpin Proyek Penelitian dan 
Pencatatan Kebudayaan Daerah, 

Bambang Suwondo 

NIP 130117589 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

"Sulawesi Tenggara" sebagai istilah geografis telah dikenal ,. 
sejak abad XIX. A. Ligtvoet dalam bukunya Beschrijving en Gesch 
iedents van Boeton (1877) menyebutkan jazirah Sulawesi Teng­
gara (Het Zuidoostelijk schiereiland van Celebes). Kemudian Paul 
dan Frits Sarasin menulis Reise von der Miengkoka Baai nach 
Kendari, Sudost Celebes pada 1903 dan Dr. Alb. C Kruyt menulis 
Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidoost Celebes) 
pada 1922. Istilah geografis Sulawesi Tenggara atau Jazirah Teng­
gara Sulawesi ini tidak meliputi pulau-pulau sekitarnya utamanya 
pulau-pulau besar di sebelah selatan, yaitu Buton, Muna dan Ka­
baena. 

Sulawesi Tenggara menjadi istilah politik (pemerintahan) 
sejak 1951 ketika Afdeeling Buton dan Laiwui dirubah menjadi 
Daerah Sulawesi Tenggara dengan ibu kota BauBau. Dalam penger­
tian pemerintahan Sulawesi Tenggara meliputi pulau-pulau di se­
kitarnya, sehingga geografis Sulawesi Tenggara dapat dibedakan 
antara daratan (Kabupaten Kendari dan Kolaka) dan kepulauan 
(Kabupaten Buton dan Muna). 

1. Kelompok Etnis dan Logat. 

Secara garis besar penduduk Sulawesi Tenggara dapat dibeda­
kan atas empat suku: 

a Suku Tolaki yang mendiami bagian daratan. 
b. Suku Muna yang mendiami pulau Muna dan sebagian pulau 

Bu ton. 
c. Suku Buton yang mendiami pulau Buton dan pulau-pulau di 

sekitarnya. 
d. Suku Moronene yang mendiami pulau Kabaena dan ujung 

barat daya daratan Sulawesi Tenggara. 

Tetapi jika diteliti lebih mendalam dari latar belakang budaya 
{dan bahasa) maka akan ditemukan jenis suku yang lebih banyak. 
Suku Buton sebenarnya terdiri dari banyak suku yang amat ber­
beda-beda jika ditinjau dari segi warisan budayanya apalagi jika 
ditilik dari segi bahasanya. Kesatuan mereka ke dalam suku Bu-

1 



ton adalah sebagai akibat dari kesatuap politik berabad-abad lama­
nya (Kesultanan Buton kemudian Kabupaten Buton). Suku Bu-· 
ton ini hanya akan kelihatan satu jika mereka berada di luar wi­
layah Sulawesi Tenggara. Dengan kata lain bahwa pada jaman 
lampau - jaman Kesultanan Buton - mereka merupakan "bangsa" 
Buton yang terdiri dari berbagai "suku" dan mempergunakan ba­
hasa yang berbeda-beda. Penentuan jenis suku ini aka,t lebih mu­
dah jika ditetapkan melalui penelitian kekerabatan. bahasa:i Ke­
lompok bahasa ini di Sulawesi Tenggara dapat:dibagi atas dua.jenis 
yaitu: Bahasa-bahasa daratan (Bungku Laki), dan Bahasa-bahasa 
kepulauan (Buton - Muna). ' · 

a. Bahasa-bahasa dariltan 

Bahasa-bahasa daratan yang seke]ompok dengan bahasa­
bahasa Mori dan Bungku di Sulawesi Tengah terdiri ~ari: 

1) Bahasa Tolaki a) Dialek Konawe 
b) Dialek Mekongga 
c) · Dialek Laiwui 

2) Bahasa Landewa/Mopute: a) Dialek Landewa 
b) Dialek Mopute 

3) Bahasa Moronene 
' 

4) Bahasa Wawonii/Kulisusu: a) Dialek Wawonii 
b) Dialek Kulisusu 

b. Bahasa·bahasa kepulauan 

Bahasa-bahasa kepulauan (Buton-Muna) tidaklah merupakan 
suatu kelompok bahasa menurut teori ilmu bahasa. Bahasa-bahasa 
kepulauan terdiri dari: 

1) Bahasa Muna 

a) Dialek ~una 
b) Dialek Pancana 
c) Dialek Siompu/Kadatua 
d) Dialek Katobengke 

2) Bahasa Cia • Cia . 
a) Dialek Kaesabu 
b) Dialek Mambulu/Laporo: 

(1) Sub dialek Mambulu/Sampolawa 
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(2) Sub dialek Laporo 

c) Dialek Wabula: 

; 

(1) Sub dialek Wabuia· 
q) Sub dialek Wali 
(3) Sub dialek Watuata 

, -

(4) Sub dialek Kondowa 
(5) Sub d\alek Takimpo 
(6). Sul? dialek Burangasi 
(7) Sub dialek Holimombo 

3) Bahasa Wolio (Buton). 

•I 

L • I 

Bahasa ini merupakan lingua fran9a Kesultanan Buton pada 
masa yang sil~, walaupun pemak~annya hanya sekitar kota 
Bau-Bau sekarang. Bahasa ini lebih dekat kekerabatannya dengan 
bahasa-bahasa Sulawesi Tengah (Kelompok Kaili - Pamona) dari ­
bahasa-bahasa sekitarnya. · 

4) Bahasa L~u 
5) Bahasa Kamaru 
6) Bahasa Wakatobi (p.p. Tukang Besi): 

a) Dialek Wanci 1, 

Lb) Dialek Kaledupa 
c) Dialek Tomia 
d) Dialek Binongko. 

Hampir seluruh pulau Buton mempergunakan bahasa Muna -
Cia-Cia karena wilayah bahasa Wolio_, Kamaru dan Lasalimu ter­
batas sekali seakart-akan ke tiganya ibarat tiga pulau kecil di te­
ngah laµt. Penelitian secara saksama amat diperlukan pada bahasa­
bahasa kepulauan ini karena kebanyakan penduduknya dapat 

I . · 

berbicara dalam beberapa bahasa dan dialek. 

2. Latar belakang sejarah pemerintahan. 

Kerajaan-kerajaan Sulawesi Tenggara menurut ungkapan 
tradisi setempat: diawali dengan tokoh legendaris yang luar biasa. 
Ada · kerajaan yang diawali dengan tokoh dari kahyangan dengan 
sebutan Sangia Ndudu (bhs. Tolaki; sangia = sang hiang, Ndudu = 
turun dari atas) atau To Manurung (orang mula yang diturunkan 
ke bumi). Sangia Ndudu ini dikenal di kerajaan-kerajaan Tolaki 
(Konawe cian Mekongga) dan Moronene. Dengan kata lain bahwa 
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kerajaan-kerajaan daratan.diawali dengan Sangia Ndudu. Kerajaan 
Konawe mengenal tiga Sangia Ndudu yang pertama To Lahianga, 
menyusul Wekoila dan yang terakhir Anawi Ngguluri. 
Kerajaan Mekongga diawali dengan Sangia Ndudu (To Manurung) 
La Rumpalangi yang turun dari kahyangan di atas selembar 

' sarung. 
Kerajaan-kerajaan yang muncul di kepulauan menurut tra­

disi masing-masing dia~ali dengan munculnya raja pertama me­
reka secara luar biasa dari dalam bambu. Kerajaan Buton dengan 
raja perempuan Wakaaka yang disebut pula Mobetena i Tombula 
(yang muncul dari dalam bambu tolang). Demikian pula kerajaan 
Muna diawali dengan Beteno ne Tombula. 
Di Tiworo muncul Mobetena .i Paria (Orang muncul dari bambu 
pering) sedangkan di Kabaena dikenal Tebota tu/a Nggadi (orang 
mun cul dari barn bu gading. · 
Juga di Kolaka Utara dikenal tokoh yang k~luai dari bambu yang 
disebut Bulo Manurung. 

Kedatangan orang Kahyangan dan orang-orang rumpun bam­
bu ke Sulawesi Tenggara yang tidak masuk akal ini seakan-akan 
pemah terjadi betul-betul karena adanya barang-barang pening­
galan mereka. Di antara peningggalan yang amat menarik adalah 
Soro Pinda peninggalan Anawi Ngguluri yang sekarang masih di­
simpan oleh Wesiyha di Wanggudu Kecamatan Asera (Kab. Ken­
dari) yang berupa kain batik dengan motif Lasem . . 
Penelitian yang saksama akan kain iru (sudah hampir hancur) akan 
membuka tabir mitologis yang mengelilingi Anawaingguluri 
(Putri Burung Nuri) sebagai Sangi Ndudu. . · ' 

Semua kerajaan tersebut di atas diperldrakan awal muncul­
nya dengan urutan silsilah tradision,al mereka m.as~g-masing r~tu 
kira-kira akhir abad ke 15 atau sesudah 1450, kecuali bararigkali 
kerajaan Konawe. ' 
Silsilah Konawe yang diungkapkan Sdr. Abd. Hamid Hasan tokoh 
sejarah dan budaya Tolaki dapat membawa kita ke awal kerajaan 
ini pada jaman To Lahianga (To Hianga) pada abad ke 9, dengan 
patokan dari Raja (Mokole) Melamba yang memerintah pada per­
tengahan abad XVI dan. adalah generasi ke 28 dari To Lahianga 
( ± 700 tahun). 

Pada waktu kemunculan Wekoila yang menurut tradisi ber­
samaan dengan Lar Rumpalangi di Mekongga, di Konawe , terdapat 
beberapa kerajaan yang masing-masing diperintah oleh seorang 
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Mokole: 
a. Mokole Padangguni 
b. Mokole Wawolesea 
c. Mokole Besilutu 

Wekoila muncul di Padangguni dan kawin dengan Raman­
dalangi anak To Tongano Wonua Mokole Padangguni. Tetapi ke· 
mudian Wekoila ini (seorang putri) diakui sebagai Mokole More i 
Konawe dengan menggabungk-an ketiga daerah tersebut di atas. 
Rupanya Wekoila adalah pendiri kerajaan Konawe. Dalam men­
j alankan pemerintahan ia dibantu oleh seorang yang Wati sebagai 
Perdana Menteri. 

Walaupun pemerintahan telah ada sejak To Lahianga, tetapi 
kerajaan Konawe barulah berdiri sejak Wekoila yang mempersatu­
kan tiga wilayah yang merupakan 'prlmus inter pares dari kerajaan 
Konawe itu. Wilayah kerajaan Konawe sejak Wekoila sampai pada 
akhir abad XVII meliputi hampir seluruh daratan jazirah Teng­
gara Sulawesi kecuali wilayah Mekongga di dekat Kolaka sekarang 
dan wilayah Moronene di ujung barat daya jazirah itu. Menjelang 
akhir abad ke 17 wilayah Mekongga berkembang dengan dimasuk­
kannya wilayah Konawe sebelah barat sungai Konaweha. Sejak itu 
wilayah Konawe yang kemudian disebut Laiwui sampai menjadi 
Kabupaten Kendari hampir tidak mengalami perubahan. 

La Rumpalangi dirajakan di Mekongga oleh tujuh orang 
Toonomotuo (orang tua = kepala kampung). Kerajaan Mekongga 
ini yang diawali tujuh kampung saja kemudian bertambah luas 
karena perkawinan antara Mokole Mekongga dengan seorang anak 
salah satu Kepala Wilayah kerajaan Konawe, yang menghadiah­
kan sebagian besar wilayahnya pada putrinya pennaisuri Mokole 
Mekongga. 

Kerajaan Mekongga ini kemudian menjadi wilayah kerajaan 
Luwu (Sulawesi Selatan). Kapan mula tergabungnya Mekongga 
ke dalam Kerajaan Luwu tidak dapat ditelusuri secara pasti. Ke­
rajaan Mekongga meliputi Kabupaten Kolaka sekarang minus 
bagian Kolaka Utara yang sejak lama menjadi bagian langsung 
kerajaan Luwu. 

Putri Wakaaka dirajakan oleh empat Bonto yang mengepalai 
empat kampung. Perluasan wilayah terjadi melalui perkawinan 
dan penggabungan sukarela dari beberapa daerah di seputar pusat 
kerajaan. Sejak Raja III kerajaan Buton telah menguasai Kabaena 
dan telah punya pengaruh atas Tiworo dan Moronene. Kerajaan 
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Buton merupakan pemegang hagemoni politik di Sulawesi Teng­
gara pada jaman Sultan Buton I (Raja VI) yang terkenal dengan 
nama Murhum yang memerintah ± 1541 - 1588. Dia adalah putra 
Raja Muna V (Sugi Manuru), tetapi dalam tubuhnya mengalir 
pula . darah Bu ton, Konawe/me~ongga, Tiworo dan juga Jl?.enjalin 
hubungan kekelqargaan dengan Mok.ole Moronene. Dia yang per­
tama kali mem.bentuk jalinan kesatuan Sulawesi Tenggara. 
Dia menjelajahi ;;eluruh Sulawesi Tenggara meqi~awa perdamaian 
ke dalam dan mengusir penyerang dari luar (Tobelo-Tem~te). 
Pada waktu Murhum (Lakilap,onto di Muna, Halu Oleo di Tolaki/ 
Moronene) memenntah di Buton, dl Bu ton, di Konawe :meme­
rintah Melamba, saudaranya, La Posasu di.Muna juga saudaranya, 
di. Morenene (Poleang) memerintah Elu Utentoluwu iparnya, di 
Tiworo memerintah 'kerabat dekatnya demikian pula Mokole 
Mekongga .masih · punya hubungan kekerabatan dengannya. 
Kesultanan Buton merupakan kerajaan Sulawesi Tenggara yang 
terbesar dan dapat memeiihara diri dalam persinggungan politik 
antara Ternate, Gowa dan VOC (Belanda). Di puncak kekuasaan­
nya kesultanan Bu ton meliputi seluruh Ka,bupaten Bu ton . dan 
Muna sekarang di,tambah pulau Wawonif (Kabupaten Kendari). 

Sejak awal abad ke 20 ini Belanda secara langsung mengatur 
pemerhttahan. di Sulawesi T~nggara. Wilayah kerajaan yang tra­
disional diubah menjad; Distrik dan Onderdistrik. Kemudian ter­
bentuklah afdeling Buton en l:aiwui yang meliputi kesultanan 
Buton (termasuk MUI)a) dan kerajaan Liwui (pengganti Konawe). 
Onderafdeling Kolaka (bekas Mekongga) tennasuk dalam Afdeling 
Lu)VU yang meliputi Kerajaan Luwu '(Sulawesi. Selatan). Pembagi­
an wilayah tetap pada jaman Jepan,g~ kecuali perubahan nama 
kesatuan wilayah. Pada zaman NIT Onderaf deling Kol aka di­
gabungkan ke dalam Af deling Bu ton dan Laiwui tetapi Kolaka 

I 
Utara masuk wilayah Onderafdeling Malfil (Afdelmg Lt..wu). 
Pada jam an itu dibentuk pu_la Gabungal} '/Pemerintah Hadat se 
Sulawesi Selatan (te~asuk Tenggara) qeng~n piinpinan Hadat 
Tinggi yang terdiri dari 5 orang dengan· '-K'.etua Andi Pabenteng 
Raja Bone pada waktu itu. Gabungan ini merupakan federasi 
Swapraja se Sulawesi Selatan (termasuk Tenggara) terdiri dari 
Swapraja asli .dan Neo Swapraja. Di Sulawesi Tenggara anggotanya 
2 Swapraja a~i (Buton dan Laiwui) dan 2 Neo Sv{apraja (Mu~a 
dan Mekongga) yang sebelumnya dianggap bagian dari Swapraja 
Buton dan Luwu. ,, 
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Sesudah pengakuan kedaulatan yang disusul dengan pembu­
baran NIT (17 Agustus 1950) dan penghapusan Pemerintahan 
Sulaw'esi Selatan (Hadat Tihggi) dibentuklah tujuh dae~ di 
Sulawesi Selatan (dan Tenggara) ~ang wilayahnya ·sama dengan 
ketujuh Afdeli.Ilg: Afdelirig Buton dan· Laiwui menjadi Daerah 
Sulawesi Tehkara y~ng 'wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling 
Bu ton, Muna, Kendari, ·dan Kolaka (minus Kolaka· Utara). 

· Pada 1960 i (PP Nomor 29 Tahun 1959) Daerah Sulawesi 
Tenggara dipecah menjadi empat kabupaten ·yaitu Kabupaten Ken­
dari, Kolaka (plu~ Koiaka Utara), Buton, dan· Muna: Pada waktu 
itu Sulawesi terbagi atas dua propinsi yaitu Sulawesi Utara dan 
Tengah ·dan Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra). 
Empat tahun kemudian (1964) masing-masing propinsi ini di­
pecah lagi menjadi dua propinsi antaranya Propinsi Sulawesi 

I I' 
Tenggara. 

. ') 

B. TUJUAN PENELITIAN 

I. Penelitian Sejarah Daerah khususnya yang menyangkut 
jaman Keb~ngkitan Nasional di daerah merupakan bagian dari 
usah~ realisasi pola kebijaksanaan kebudayaan yaitu meningkat­
kan usaha pembinaan dan peineliharaan kebudayaan, untuk mem­
p'erkuat kepribadian~ bangga, kebanggaa'n nasional termasuk meng­
gall dan memupuk kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang 
mempetkaya d,an memberi ' corak kepada 'Kebudayaan Nasional, 
membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan ~jatah 
yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta ke­
manfaatan Nasional untuk diwariskan kepada generasi muda 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan, 
men6atat, ' meneliti 'dan mengolah sum ber-sum ber ~sejarah Daerah 
yang mempunyai hubungan, kaitan dan peranan dalam Jaman 
Kebangkitan Nasional di Daerah · Sulawesi Tenggara (1900-1942) 
yang kemudian dapatlah disusun Sejarah Kebangkitan Nasional 
di Sulawesi Tenggara yang merupakan pencerminan konsep-kon­
sep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan 
Kebudayaan 'Nasional sehingga dapat melengkapi dan menun­
jan~ Sejarah Nasional. 

". 
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C. rMASAlAH i ' 

. . ' J ' 
1. Jaman Kebangkitan Nasional merupak!lfl sebagian dflrl 

proses pergerakan dan perju~ga~ b~gsa Ipdp:qesia Y,jlng mem­
punyai nilai kesejarahan yang peqtiqg, kar~p' cia~-d~sar dari ke­
negaraan ,dan. Kebudayaan Indon~sia 1terc~r,Jllin pa4a )aman itu. 

2. Proses ,pergerakan dan perjuangan . J(~~erdekaan Nasio­
nal , itu . sendiri . terjadi di seluruh Indonesia, tennasuk di daerah­
daerah dengan berbagai corak ragamnya. Karena itu perlu diada-

1 ' kan penelitiap . dan pencatatan s~rta. penu~n ~entang Sejarah 
Kebangkitan .. Nasional di daerah-daerah secara lebih luas menda­
lam dan terperuici untuk lebih mendapatk~n pengertian yang men-
dalam mel}.genai jaman itu. . 

I J J C 

3. Negara ~esatuan R.epublik Indonesia sebagai Negara Ke-
pulauan dengan sendirinya mempunyai ke-bhinekaan ·budaya, 
demikian juga mengenai proses pergerakan dan perjuangan kemer­
dekaan di daerah. Dan ke-bhinekaan kegiatan perjuangan itulah 
nantinya akan terjangkau ke Tunggal-Ikaannya. 

4. Jaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di. Sulawesi 
Tenggara 'mempunyai corak tersendiri dibanc1ptgkan dengan dae­
rah-daerah lain, khususnya di Jawa karena di dalam jaman itu ter­
cakup 1secara serempak: periode Hindia-Belanda,_ periode Politik 
Etis, dan periode muncuJnya organisasi-organisasi sosial-politik, 
di mana, di daerah lain (khususnya 'di Ja~a seb~gai cennin peri~ 
de.sasi Sejarah Nasional) ~etiga periode tersebut ilinbul denganja­
rak yang relatif panjang. 

. .-; . 

D. RUANG LINGKUP 
I 

1. Penulisan tematis Sejarah Kebangkitan1 Nasional di "Su-
lawesi Tenggara ini akan meliputi segi-segi: 

•I ' • 

a. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan 
b. Kehidupan sosial ekonomi ·dan sosial budaya pendidikan 

dan agama 
c. Kehidupan organisasi sosial politik yang meliputi: kepe­

mudaan/kepanduan, 0rganisasi sosial, 1 organisasi politik. 

2. Data yang dicatat dan diteliti difokuskan pada materi 
yang diperoleh di daerah dengan kemungkinan pengkaitan dan 
pengem bangan secara regional dan nasional. 

8 



E. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENE-
' LITIAN 

1. Persiapan 

a. Pembagian tugas Tim 

Tim yang terdiri dari lima orang dikelompokkan kem­
bali ke dalam: 

1) Tim peneliti em pat orang untuk bertugas di masing-
masing Kabupaten (empat): 

B. Bhurhanuddin, Kabupaten Muna dan luar dae­
rah (Ujung Pandang) 
Syamsuddin, BA. Kabupaten Kendari 
A. Mulku Zahari Kabupaten Buton 
Ch. Pingak, Kabupaten Kolaka. 

2) Tim Pengolah Data: 
B. Bhurhanuddin 

1. - Haeba Syam~uddin, BA. 
- Syamsuddin, BA. 

3) Penyusun Naskah: 
- B. Bhurhanuddin 
- Haeba Syamsuddin, BA. 

b. Jadwal Kegiatan 

NO. Kegiatan Juli Agustu_s Sept Okt Nop Desa Jan Pebr 

I . Persiapan 
2: Penelitian 

- Lapangan) 
- Kepust. 

3. Peng. Data 
4. Peny. Naskah 
5. Serah Terima I 
6. Evaluasi (Jkt) 
7. Serah Terima II-

c. Seleksi dan penentuan lnforman 

Hal ilti dilakukan oleh masing-masing Tim Peneliti di tiap 
Kabupaten dengan batasan: 
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U_m~! di atas_ lima puluh tahun - ·' / 
Berpengalaman dalam Pemerintahan (B~lfil'\da atau 
Kerajaan) atau 
Bekas tokoh adat, atau 
Dianggap tahu tentang sesua,tu hal yai;ig sedan~ di­
teliti. 

J •• J t • ..,. 
2. Penelitian 

a. Sumber-sumber:' · 

I) Data Primer 

. 
- lnforman" -
- Dokuine'n_otentik/Pemerintah 

dan ~rgani~si. 
• I I . r. J 

2) Data Sekunder : . - Kepustakaa!l. 

b. Tehnik Penelitian ~ 
I) Penelitian Kepustakaan 

Kepustakaan di sini adalah tulisan-tulisan baik berupa buku 
yang telah diterbitkan dicetak/distensil maupun"naskah dari hasil 
penelitian dari badan-badan resmi atau naskah-'naskah perorangan 
yang telah diterbitkan. 

2) Penelitian lapanga11 , 
} 

- Penelitian atas dokumen-dokumen otentik dari kalangan 
Pemerintah dan Organisasi baik yang ada di Kantor Daerah (Bu­
pati/Gubernur ), dan organisasi sosial/politik maupun yang dimili­
ki secara perorangan oleh bekas tokoh 'pemerintahan/organisasi. 

- Wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. 
Hasil penelitian berupa laporan penelitian dari tiap peneliti dengan 
lampiran-lampiran: 

Wawancara (tertulis atau cassette) 
Poto copy 
Poto (hitam putih) 

3. Pengolahan Data 

Penelitian dilakukan dengan tidak memakai obyek sample 
dengan maksud untuk memperoleh materi sumber yang lengkap, 
dan menyeluruh dan mencakup ,seluruh wilayah Sulawesi Teng­
gara. Diharapkan dalam penelitian ini dapat d~umpulkan semua 
suml:ier Sejarah Kebangkitan'"Nasional Sulaw~si Tenggara. Lapor-
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an Penelitian (beserta larnpiran-larnpiran) dikumpul kemudian 
dikelompokkan ke dalarn jenis materi dan periode yang tergarnbar 
dalarn TOR dari F3KD Pusat (Jakarta). 

Pengelompokkan data ini kemudian dianalisa untuk menda­
patkan: 

a. garn baran riel 
b. jangkauan wilayah 
c. pem bobotan ditinjau 

Nasional. 

4. Penulisan Naskah 

'' 

dari lingkungan regional maupun 

Penulisan Naskah dilakukan oleh Ketua dengan bantuan se­
orang anggota, mengalarni proses sebagai berikut: 

a. Naskah awal 

Naskah awal ini adalah naskah yang ditulis berdasarkan peng­
olahan data yang kemudian disampaikan bab demi bab pada semua 
anggota peneliti untuk dikoreksi. Koreksi yang dimaksud berupa: 

a) penambahan, 
b) pengurangan, 
c) perubahan, 
d) pembetuian. 

tetapi tidak merupakan mutlak diterima, jadi sekedar menjadi 
bahan pertimbangan bagi Ketua Tim (Penyusun Naskah) yang juga 
memimpin pengolahan data. Dengan kata lain bahwa koreksi ini 
berfungsi sebagai tambahan keterangan data penelitian dan menjaga 
adanya kemungkinan analisa dalam pengolahan data. 

b. Naskah 

Seteiah masa koreksi dilalui maka naskah awal menjadi nas­
kah. Sekali Iagi naskah ini disampaikan pada semua anggota Tim 
Peneliti untuk mendapatkan saran-saran terakhir. 

c. Naskah Final (Baku) 

Naskah inilah yang disampaikan pada Ketua Proyek (Serah 
Terima I). 

f . HASIL AKHIR 

Naskah ini aslinya disusun oleh Tim daerah Sulawesi Tengga-
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ra dengan mendasarkan pada suatu, kerangka yang dibuat oleh Pro­
yek Penelitian dan Pencatatan Kebud&yaan Daerah Pusat. Kemu­
dian dalam suatu loka-karya naskah ini mengalami penyempurna­
an dan pada akhirnya dilakukan editing. Dalam. m~lakukan editing 
ini ada tiga hal yang diperhatikan yaitu: materi atau bahan, 
penyajian dan pendekatan, serta bahasa. Pada '.materi diadakan per­
baikan, sesuai dengan permasalahannya. Sedangka~ .Pada penyaji­
an dan pendekatan, s~lain diperpatikan segi sistematika, juga di­
usahakan agar asas-regiosentrisme sejauh mung~ didekati. Pada 
penulisan sejarah daerah sudah wajar ditempuh pendekatan se­
rupa itu. Mengenai kebahasaan, dilakukan perbaikan terutama pa­
da segi susunan kalimat dan ejaan. Pada akhirnya naskah ini seca­
ra keseluruhan sudah, sesuai dengan terms of reference yang di-

. 1J. J,.. 

maksud. Selanjutnya naskah ini dengan kelebihan dan kekurangan-
nya, hendaknya dilihat sebagai hasil usaha perihtisan . 

. I 

1 J, 

.,, 
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BAB II 

SULAWESI TENGGARA PADA AKHIR ABAD XIX 

A. PEMERINTAHAN 

I. KESULT ANAN BUTON 

1. Bentuk Pemerintahan 

Buton telah menerima agama Islam.pada 948 H (1541 M) 
dan sejak itu raja-rajanya bergelar Sultan. Pada awal abad XVII 
Sapati (Perdana Menteri) La Singga telah mengumandangkan 
Islam (aliran tasawuf disebut Martabat Tujuh) menjadi dasar ke­
perintahan dan pemerintahan kerajaan. Sejak itu pula kealiman da­
lam ilmu agama menjadi ukuran pengangkatan pejabat-pejabat ke­
rajaan dari Sultan sampai pejabat terendah. 

Kesultanan ·Buton ini mencapai puncak kebesarannya pada 
jaman Sultan Muh. Idrus yang memerintah pada 1824-1851 
D\la orang anak-anaknya berturut-turut memerintah sesudahnya 
yaitu Sultan . Muh. Isa (1851-1871) dan Sultan Muh. Shalihi 
(1871-1885). Mereka ini dari golongan bangsawan ( Kaumu) 
Kumbewaha. 

Dalam Kesultanan Buton ada tiga golongan bangsawan dan 
disebut Kamboru-mboru Talu Palena (.Kamboru-mboru = tiang, 
Talu = tiga, pale = batang, na = nya), yaitu Kumbewaha, Tana 
I landu, dan Tapi-Tapi Penetapan adanya tiga golongan ini bermu­
la pada awal abad XVII, yang juga diundangkan oleh Sapati La 
Singga. Cakal-bakal dari tiga golongan ini adalah tiga orang peja­
bat kefajaan tertinggi pada waktu itu yaitu: 

a. Sultan La Elangi ( 1597-163 I) sebagai golongan Tana I 
landu. 

b. Sapati (Perdana Menteri) La Singga sebagai golongan 
Tapi-tapi 

c. Kenepulu (semacam Menteri Kehakiman) La Bula sebagai 
golongan Kumbewaha. 

Mereka itu merupakan kerabat dekat. 
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Ketiga golongan bangsawan ini secara bergilir memerintah 
Kesultanan Buton. Tetapi pergiliran ini bukan berarti giliran yang 
tertib karena didasarkan atas pemilihan Dewan Kerajaan (Sio Lim­
bona) dan juga ada kekecualian yaitu yang disebut Anana Bangu­
le. Anana Bangule adalah putra Sultan yang lahir dalam masa jaba­
tannya, sehingga menurut adat dia mempunyai hak langsung un­
tuk menggantikan bapaknya tanpa melalui pemilihan. Sultan Muh. 
Isa adalah Anana Bangule sehingga ia langsung menggantikan ba­
paknya Sultan Nuh. Idrus. Saudaranya Sultan Shailihi (1871-
1885) menjadi Sultan karena hasil pemilihan. Sesudah Sultan Muh. 
Shailihi, memerintah Sultan .Muh. Umar (1885-1904) dari golong­
an Tanailandu yang disusul dengan Sultan Muh. Asyikin ( 1904-
1911) dari golongan Tapi-tapi dan sebelum Muh. Idrus memerin­
tah Sultan La Dani (1822-1824) juga dari golongan Tapi-tapi. 

Perkawinan an tar ·golongan bangsawan amat sering terjadi se­
hingga untuk menentukan jenis golongan dilihat dari aliran bapak. 
Dewan yang mempunyai wewenang mengangkat (dan mencatat 
malah menjatuhkan hukuman) Sultan (dan pejabat-pejabat keraja­
an Tertinggi) adalah Sio Lim bona(Sio = sembilan, Limbona = 
negeri) yaitu sembilan orang Bonto (Kepala "Negeri) dari sembilan 
limbo. Sembilan limbo ini merupakan wilayah inti Kesultanan 
yang terletak dalam ibukota kerajaan (keraton). Pada awal Kera­
j aan Buton hanya ada empat limbo (Pata Limbona) yang berkem­
bang menjadi sembilan limbo pada masa Pemerintahan Raja Bu­
ton III. (Sultan Bu ton I adalah Raja Buton VI). Kesem bilan Bon­
to dari Sio Lim bona adalah: 

a. Bontona Baluwu 
b. Bontona Peropa 

) Pata Limbona 
c. Bontona Gundu-Gundu 
d. Bontona Barangkatopa 
e. Bontona Gama 
f. Bontona Siompu 
g. Bontona Wandailolo 
h. Bontona Rakyah 
i. Bontona Melai. 

Dari antara sefnbilan Bonto ini dua di antaranya mempunyai 
kedudtikan khusus (nomor I dan 2) karena tanggung-jawabnya 
dalam memimpin pemilihan-pemilihan dan pelantikan-pelantikan 
Sultan serta pengawasan atas benda-benda upacara kerajaan. Em-
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pat Bonto (Pata Limbona) dianggap tua dalam kedudukan dan 
merupakan inti dari Sio Lim bona. 

Sio Limbona ini juga bertugas mengawasi jalannya peratur­
an (adat-istiadat) kepemerintahan dan mencatat silsilah ketiga 
golongan Kaumu malah meneliti gerak-gerik, .tingkah-laku para 
bangsawan khususnya dan rakyat pada umumnya. 

Anggota dari Sio Lim bona berasal dari kaum W alaka yaitu 
kaum yang berasal dari Mia Patamiana (Mia = orang) yaitu empat 
orang kepala kaum sebelum merayakan Raja Buton I. Dengan 
kata lain ,bahwa kaum bangsawan (Kaumu) bersumber dari Raja 
dan Kaum Walaka berasal dari pimpinan masyarakat pertama 
(Mia Patamiana) yang mula-mula mengangkat raja (prlmus inter 
paris). Namun dalam perjalanan sejarah kedua golongan ini men­
jalin kekerabatan yang erat melalui perkawinan yang tentunya 
mem bawa efek-efek. standar bagi keturunannya masing-masing. 
Larangan perkawinan antar kedua golongan ini dilakukan oleh 
Sultan Langkariri (1712-1750) dari golongan bangsawan Kumbe­
waha. Dalani kerajaan Buton ada tiga puluh orang Bonto dari 
kaum Walaka, termasuk Sio Limbona. Yang terpenting di antara­
nya sesudah Sio Lim bona adalah Bonto Gampikaro yang merupa­
kan pengawal pribadi (ajudan Sultan dan memegang protokol = 
istana kerajaan). Karena dia ini dari kaum Walaka maka sering ter­
jadi Bonto Gampiko merupakan informan dari Sio Limbona ten­
tang tindak-tanduk Sultan dan jalannya pemerintahan. 

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh: 

a. Sapati 
b. Kenepulu 
c. Lakina Surowolio 
d. Lakina Baadiya 
e. Kapitalau Matanayo 
f. Kapitalau Sukanayo 
g. Bonto Ogena Matanayo 
h. Bonto Ogena Sukanayo. 

Tugas utama dari Sapati adalah menjalankan pemerintahan 
dan undang-undang kerajaan, dengan kata lain bahwa Sapati ada­
lah semacam Perdana Menteri atau Mahapatih. Sapati juga menu­
ru t adat mempunyai kuasa atas wilayah Pulau Kabaena. 1) Kene-

1) Ugvoet, ~eschrl/ving en Geschiedenis van Boeton, halaman 18. 
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pulu merupakan pernbantu utama1Sapati dalam1menjalankan pe­
merintahan, utamanya hal-hal yang menyangkut rakyat banyak. 
Dia juga dikenal sebagai (Kepal~) Hukum.. 2) Lakina Surawolio 
daJi LakifllJ 'Baadiya yaitu Kepala dari kota Surawolio dan Baadiya 
yang merupakan· kota satelit dari Keraton (ibukota kerajaan). 
Kedua jabatan ini diadakan kemudian dengan tujuan pengamanan 
k,raton dari arah luar. Kedua Kapitalau mempunyai tugas untuk 
mengama:nkan kerajaan dari luar dan dari dalam. Kerajaan Bu~on 
adalah ·kerajaan kepulauan sehingga pengamanannya dilandaskan 
atas kekuatart di lautan. Kedua Kapitalau ini membagi tugas 
atas wilayah timur (MatafllJyo) dan wilayah barat (SukafllJyo). 
Bonto OgefllJ (Oge dariMaoge = besar) yang terdiri dari dua orang, 
masing-masing untuk wilayah Matanayo (Timur) dan Sukanayo 
(Barat) -mempunyai tugas-tugas utama untuk pengurusan pengha­
silan kerajaan (pajak) dan pembendaharaan kerajaan, M.ereka yang 
bertugas untuk mengamat-amati terlaksananya keadilan dalam 
pemerintahan yang dilaksanakan Sapati 

Kedua Bonto Ogena berasal dari Walaka, sedang pejabat ke­
rajaan lainnya ·dari Sultan sampai Kapitalau _dari golongan Kaumu 
(bangsawan) Bon to ·OgefllJ merupakan jabatan tertinggi bagi Wala­
ka, sehingga dianggap Raja Walaka dan karena .tugasnya yang lang­
sung berhubungan 'dengan rakyat banyak (papara) maka secara 
adat dia juga sebagai sultannya Papara. Sio Limbona dengan pim­
pinan Bonto Ogena bersama "Kabinet" dengan pimpinan Sapati 
merupakan Dewan Tertinggi · Kesultanan Buton (SarafllJ Wolto) 
yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Sapati. 

2 Wilayah dan Tata Keperintahan 

Menurut Ligtvoet wilayah Kesultanan Buton melinuti: 

a. Pulau Buton 
b. Pulau Muna 
c. Pulau Kabaena 
d. Pulau-pulau kecil sekitar Pulau Boton dan Pulau Muna. 
e. Pulau-pulau Tukang Besi 
f. Poleang dan Rumbia yang terletak di Jazirah Tenggara 

Pulau Sulaw_esi (ujung barat daya)3). 

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat Negeri 

2) Ibid, halaman 42. 
3) Ligtvoet, ibid, halaman 2, 2. 
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Asal ·tersusun dalam tata pemerintahan di mana tiap-tiap wilayah 
besar dan kecil menempatkan dirinya masing-masing sesuai dengan 
sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah bawahan Kesultan­
an Buton dapat dibedakan atas: 

a. Wilayah Inti 
b. Moronene 
c. Barata. 

a. Wilayah Inti terbagi lagi atas dua jenis, yaitu wilayah 
Bonto dan Wilayah Bobato. Wilayah Bonto yaitu wilayah-wilayah 
yang diperintah oleh kaum Walaka yang berjumlah tiga puluh 
Negeri yang disebut Kadie. Ketiga puluh Kadie ini berasal dari 
pengembangan wilayah Bonto yang empat (Mia Patamia) pada 
awal munculnya Kerajaan Buton. Wilayah Bobato yang berjumlah 
empat puluh Kadie adalah Pengembangan wilayah dari sembilan 
Negeri yang masing-masing mempunyai "rajanya" sendiri-sendiri, 
yang disebut Lakina, yang mula-mula menggabung ke dalam Ke­
rajaan Buton. Sembilan negeri ini secara kesatuan disebut Sio 
Lipuna (Lipu = wilayah). Wilayah Bobato yang terdiri dari empat 
puluh Kadie ini masing-masing dikepalai oleh seorang Lakina. 
Mereka ini adalah dari turunan Kaumu (bangsawan). Masing-ma­
sing Kadie di ·samping kepalanya (Bonto atau Lakina) mempu­
nyai Dewan Pemerintahan sendiri yang disebut Sara Kadie. Sara 
Kadie ini tidak sama susunannya untuk semua Kadie, tetapi ber­
variasi menurut adat dan tradisinya masing-masing. Secara keselu­
ruhan jenis jabatan Sara Kadie itu adalah: 

I) Bonto (bukan kepala Kadie Walaka) 
2) Pangalasa 
3) Kaosa 
4) Tunggu 
5) Parabela 
6) Anakamia 
7) Wati · 

Wilayah Kadie juga tidak seragam, ada yang terdiri dari satu 
kampung dan ada pula yang meliputi beberapa kampung. Sebagai 
contoh: 

a) Gundu-gundu, Kepala Negeri adalah Bonto. 

Sara Kadie: Wati (satu orang) 

17 



b) Mawasangka, Kepala Wilayah Lakina (Bobato) 
Sara Kadie :. 

1) Mawasangka a) Bonto (dua orang) 
b) Parabela-(empat orang) 
c) Wati (delapan orang). 

2) Longkamu a) Bonto ( satu orarig ) 
b) Parabela (empat orang) 
c) Wati (delapan orang) 

Yang menjalankan pemerintahan Kadie sebenarnya adalah 
Sara Kadi, karena Kepclla Kadie (Bonto atau Lakina) sebenarnya 
harus tinggal di Kraton (lbukota). Para Bonto (tiga puluh orang) 
mempunyai tugas-tuga.s khusus di pusat kerajaan sedangkan para 
Lakina (Bobato) mempunyai tugas dalam pertahanan dan keaman- · 
an kerajaan, baik dari luar maupun dari dalam. 

Daerah dari wilayah inti yang tujuh puluh Kadi ini meliputi 
Pulau Buton kecuali Kulisusu dan Pulau Muna bagian selatan. 

b. Daerah Moronene yang terdiri dari tiga wilayah yaitu 
Pulau Kabaena, Poleang, dan Rum bia merupakan daerah yang di­
perintah langsung secara adat (de ju.re) tetapi tidak langsung dalam 
keperintahan. Kabena secara tradisional (adat) merupakan wila­
yah dari Sapati. Keadaan ini bersumber dari pengangkatan Sapati 
yang pertama (Sapati Manjawari) yang menurut tradisi berasal dari 
Kabaena. Namun demikian di Kabaena ada Kepala Pemerintahan 
sendiri yang bergelar Mokole. Pada tahun 1867 atau 1868 Con­
troleur Selayar menerima sepucuk surat dari Kabaena (bukan dari 
Bupati) yang menginginkan penggabungan Kabaena ke Sela­
yar. 4) Demikian pula Poleang dan Rum bia masing-masing puny a 
Kepala Pemerintahan (Mokole), tetapi secara adat keduanya ma­
suk dalam wilayah Bonto yaitu Bontona Wandailolo dan Bontona 
Somba Marusu. 

c. Barata berarti cadik (perahu). Dengan demikian wilayah 
Barata adalah wilayah yang dianggap dan diharapkan untuk men­
jaga kestabilan kerajaan.· Dalam hal ini tennasuk pula pengertian 
menjaga keamanan dari luar. Dalam Kesultanan Buton ada empat 
wilayah yang berkedudukan sebagai Barata yaitu Muna, Tiworo, 
Kalingsusu, dan Kaledupa Muna dan Tiworo merupakan keraja-

4) Ligtvoet, ibid, halaman 104. 
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an-kerajaan yang bersamaan munculnya dengan Kerajaan Buton. 
Muna mempunyai wilayah di Pulau Muna bagian tengah sedang­
kan wilayah Tiworo meliputi bagian utara Pulau Muna dan pulau­
pulau di Selat Tiworo. Tidak lama setelah tim bulnya kerajaan-ke­
rajaan ini, ketiganya menjalin hubungan kekerabatan. 

Barata Kesultanan Buton yang empat ini masing-masing me­
ngatur dirinya dengan Dewan Legislatif dan Dewan Pemerintahan­
nya sendiri-sendiri. Pada pertengahan abad XIX semua Barata ke 
cuali Muna sudah merupakan wilayah yang menyatu dengan Bu­
ton. Muna dengan berpegang teguh pada tradisi hu bungannya de­
ngan Buton sebagai dua kerajaan bersaudara, selalu menolak ke­
dudukan dianggap Barata dari Buton. Perjanjian bersaudara ini 
bermula pada jaman diangkatnya Murhum yang sementara men­
jabat Raja Muna sebagai Raja (kemudian Sultan) Buton. Di Muna 
dia digantikan adiknya La Posasu (lihat silsilah di atas). Dan sejak 
itu pula Muna Selatan digabungkan ke dalam Kerajaan Buton. Se­
cara tradisional memang Buton tidak mencampuri pemerintahan 
Kerajaan Muda Sepanjang sejarahnya, Muna sering bertentangan 
dengan Buton yang selalu menempatkan Muna cli pihak yang me­
rugi. Dalam setiap kekalahan Muna menghadapi Buton, Buton 
selalu menempatkan pejabatnya sebagai pejabat Raja Muna. Te­
tapi sesudah keadaan aman dan dapat dikuasai, Sara Muna kem­
bali be bas memilih rajanya. 

Ketetapan Barata yang empat menurut tradisi Buton bermu­
la sejak Sultan Buton IV La Elangi (1597-1631). Perselisihan anta­
ra Buton dengan Muna bermula sejak 1664. Pada waktu itu yang 
menjadi raja Muna adalah Sangia Kaindea. Saat itu (1664) Sultan 
Ternate menyerahkan kembali Pantsiano (Muna) kepada Sultan 
Buton dengan tidak setahu Raja Gowa, sedangkan sebenarnya 
pulau itu adalah masuk daerah kekuasaan Gowa. 5) Rupanya sejak 
serangan Sultan Hasanuddin ke Buton (1655) Muna dan Tiworo 
telah dapat dikuasai oleh Gowa dan Raja Muna Sangia Kaindea 
menjadikan kesempatan ini untuk bebas dari pengaruh Ternate. 
Penyerahan ini ditentang oleh Raja Muna dan tidak mau meng­
akui kekuasaan Buton. Atas bantuan VOC dan Ternate Sangia Kai­
indea dapat ditangkap dan dibawa ke Ternate. Selama di Ternate 
jabatan Raja Muna dipegang oleh istrinya Wa Ode Wakelu anak da­
ri La Manempa Sapati Bu ton waktu itu. Sesudah peperangan Gowa 

5) Abdul Razak Gd. Patunru, Sejarah Gowa (1967), halaman 70/71. 

19 



Sangia Kaindea kembali ke Muna sebagai Raja Muna tetapi peme­
rintahan sebenarnya dijalankan oleh La Ode Idris seorang Kapita­
lau dari Buton. Pemerintahan La Ode Idris ini disebut Muna se­
bagai Sarano Kraindeadea. Cucu Sangia Kaindea Raja Mun.a La 
Ode Husai Ompu.to Sangia rpada masa pemerintahannya selalu ti­
dak mengakui kekuasaan.Buton atas, Mµna. Malah Belandp meng­
anggap Muna "Vrij en ;on van Boeton" pada 17 56. 6) 

Anak-anak La Ode Husain yang berturut-turut mengg&ntika~­
nya p~da akhir abad. XVIII dan awal abad XIX menunjukkan per­
kembangan-perkembangan. atas kuasa Bu ton. Malah sebelum 1799 
terjadi perang yang hebat di mana dikabarkan gugumya Raja Mu­
na dan banyaknya nkyat Muna yang korban. 7) ,Raj_a yang korban 
ini kemungkinan adcµah La Ode Harisi yang . di Muna digelar 
Omputo . nigege (Raja ·yang dihukum mati den~n jeratan benang 
di leher). 

Pada 1816 Muna bersama dengan Tiworo dengan bantuan 
Syarif Ali dari Sulawesi Sela tan kembali menentang Buton. Perang 
ini berlangsung sampai akhir 1823 dengan kekalahan Muna dan 
Tiworo .. Seorang Kapitalau dari Bu ton ditunjuk oleh Sultan Bu ton 
sebagai pejabat Raja Muna yaitu La Ode Ngkumabusi. 

Pada 1838 Sultan Buton Muh. Idrus mengadakan Undang­
Undang Barata yang baru yang turut pula ditandatangani Raja 
Muna La Ode Sumaili. Pengganti La Ode Sumaili adalah La Ode 
Bulai yang pada tahun 1861 berselisih dengan pembantunya 
Kapitalao Lohia ( Laode Ngkada): Dalam peristiwa ini Sultan Bu­
ton mengirim tentaranya. La Ode Bulai diasingkan di suatu tempat 
walaupun resminya masih Raja Muna dan_ La Ode Ng~ada me­
nyingkir ke Kendari. Sesudah La Ode Bulai meninggal La Ode 
Ngkada dipanggil kem ball oleh Sultan Bu ton ke Muna. Seterusnya· 
raja-raja Muna diangkat atas penunjukan atau persetujuan Sultan 
Bu ton. 

Jelaslah bahwa sepanjang abad XIX Muna adalah wilayah 
(Barata) dari Bu ton; . walaupun Muna berdaulat ke dalam. Orang 
Muna sampai jaman terakhir tidak mengakui negerinya · sebagai 
bawahan Buton. BaFata yang lain (Kalisusu, Tiworo, dan Kaledu­
pa) dalam perkem bangannya secara bertahap menjadi wilayah 
yang menyatu dengan Bu ton. Y artg tinggal pada mereka hanya ke-

6) Ligtvoet, op. cit, halaman 81. 
7) Ibid, halaman 87 
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dudukan khusus sebagai Barata. Pejabat-pejabatnya selalu diten­
tukan dari Kraton Buton, di mana bekas mengangkat rajanya sen­
diri. 

3. Hubungan dengan Belanda 

Perjanjian-perjanjian Buton dengan Belanda sejak jaman 
voe (1613) memuat hal-hal pokok sebagai berikut: 

a. bantuan pada Belanda jika diperlukan 
b. aturan pelayaran dan perdagangan 
c. persetujuan Belanda jika mengangkat raja baru 
d. kawan/lawan Belanda adalah kawan/lawan Buton 
e. larangan mengadakan hubungan dengan bangsa lain 
f. penebangan pala/cengkeh di wilayah Buton diganti rugi­

nya 

Pada 7 Agustus 1824 Buton menandatangani Perianiian Bu­
ngaya diperbaharui di mana diatur adanya persekutuan raja-raja 
Sulawesi (Selatan dan Tenggara). Perjanjian ini antara-lain ber­
bunyi:11) 

"Art. I. Er zal een altijd durende vrede, vriend en bondgenoot 
schap bestaan tusschen het Nederlansch Gouveme­
ment en de na te noemen vorsteil van Celebes. 

"Art. 2. Het Gouvernement is het eerste hoofd van het bond-
genootschapen schut-en schermheer ~an hetzelve. 

"Art. 3. Er zal volstrekt geene Superieuriteit tuschen de over-
ige bondgenooten bestaan, maar worqen dezelve alle 
verklaard te zijn vrije en onafhankelijke heeren, on­
der welke geen onderscheid bestaat dan dat van ou­
deren en jongeren broeder. 

Art. 4 .................................. . ....... . . . 

Art. 5. De vrienden van het Gouvernement :r.ullen de vrien­
den 'van de ·bondgenooten zijn, de vijanden van het 
Gouvernement ook de v~janden van dezelve. welke 
zij gehouden met volk en wapenen des gerequireerd 
tegen te gaan. 

6. . ... . ....................... . .......... . . . Art. 

Art. 7. Alle geschillen tusschen de bondgenooten zullen 
_____ m_oetem worden besloten in den raad der bondge-

8) Ligtvoet, ibid, halaman 90/91. 
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) . 

'" 

Art. 8. 

nooten, die te Oejoeng Pandang zal resideren. , . . 
Deze raad zaJ. · bestaan uit en gepresideerd worden 
door den Gouvernement, en uit de verschillende vors­
ten van bondgenootschap of zoodanige gecommit­
teerden, als led er. koning zal verkiezen tot d,e af doe­
ning vart het geschilte zonden. 

• ••••• l ••••••••• '• •••••••••••••• ' • •••••••• · •• 

Kerajaan Sulawesi Tenggara yang hanya menandatangani perjanji-
an ini hanyalah Buton. · 

Dala:m · perjanjian ini masih tampak adanya kedaulatan dari 
tiap-tiap anggota Persekutuan. Dengan kata lain bahwa kerajaah­
kerajaan Sulawesi adalah kerajaan-kerajaan merdeka rhanyalah ter­
ikat dalam suatu persekutuan, dengan pimpinan Persekutuan ada­
lah Gouve;nement Belanda (gubernur Cele bes). 

Keadaan ini bef4bah dengari kedatangan A· . . Ligtvoet (Secre­
taris voor de Jnlandsch zaken) di Bau-Bau pada bulan Agustus · 
1873 dan rrlembuat perjanjian bar~ denganBoeton. Perjanjian ini 
selengkapnya.?erbunyi sebagai berikut:, 9) 

' 
"Art. l. De · .Sultan en de rijksgrooten van Boeton verklaren 

voor zich, en hunne nakomelingen, dat het rijk van 
lfoeton een g~deelte uitmaakt van Nederlandsch - In­
die en gevolgelijk staat onder opperheerschappij van 

I , ' 
Nederland. · · 

Art. 2. De Sultan en de rijksgrooten van Boet~n verbinden 
zich tot net voortdurend onderhouden van vrede 'en 
vriendschap met het Nederlandsch - Indie Gouver­
nement, te zijn de vijanden van de vijanden van Ne­
derland en de vrienden van de vrienfren van Neder­
land, mitsgaders om op aanzoek van het N ederlandsch 
. - In die Gouv. de hulp te verletmen, welke in hun ver~ 
mogen is, met menschen, wapenen , en vaartuigen, 
tegen de vijanden van Ned.erland en aan de vrienden 
van Nederland. 

Art. 3. De Sultan en de rijksgrooten van Beeton vetbinden 
zich om geen brieven, geschenken, zendelingen of ge• 
zanten . te bestemmen naar de gezaghebbenden van 

9) Ligtvoet, ibid, halaman 105. 
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Art. 

Art. 

Art. .. 

Art. 

lL 

n 

eenige andere natie als de Ned~flanders, en evenzoo· 
geene brieven geschenken ~~n te nemen, noch zen~ 
delingen of gezanten te ontvangen van zoodanige ge~ 
zaghebbenden zonder voorkennis en toestemming van· 
het Gouv. van Ned. Indie 
De Sultan . en de rijksgrooten van Boeton verbinden 
zich. tevens niet te gedoogen, dat die be~temming, 

>. aanneming of ontvangstvan brieven, geschenken, zen­
delingen of gezanten door of namens hunne kinderen 
of aanverwanten plaats viden. 

4. De Sultan en de rijksgrooten van Boeton verbinden 
zich om naar hun 'vermogen mede te werken tot de 
daarstelling ten koste van het Ned. Inci. Gouv. van alle 
versterkingen, gebouwen en ma~zijnert, welke het 
Ned. Ind. Gouv, later noodig achten rhocht bmnen 
het land van Boeton op te richten. 

5. De Sultan en de rijksgrooten van Boeton verbinden 
iich om alden gr·ond binnen den om trek van een paal 
rondom elke verstreking dfo het Ned. Ind. Gouv. 
binnen het land van Buton opricht, in vollen eigen~ 
dom aan hetzelve af te zullen staan. 

Het Ned. Ind. Gouv. verbindt zich daarentegen oin, 
.indien tot dien afstand over bijzonder eigendom zou­
de moeten worden beSchikt, des~ege billijke vergoe-
ding te verleenen. · 

6. De Sultan en de rijksgrooten van Buton verbmden 
zich .geene v~rsterking en op te werp~n zonder voor­
kennis van het Ned'. Ind. Gouv.; en oin zelfs die vers­
terkingen, welke met die voorkennis rnochten op­
geworpen zijn op de eerste aanzegging te slechten. 

7. Wanneer het Ned. Ind. Gouv. mocht g~edvinden te­
gen deszelfs vijanden strijdmiddelen, zoowel in man­
schappen als in oorlogsbehoeften en geschu t het rijk 
van Boeten te doen doortrekken; of zendelingen naar 
die. vljanden af te vaardigen, verbinden zich de Sultan 
en de rijksgrooten · alle gevorderde hulp en bijstand te 

·' 

bieden, en door hunne onderdanen te doen bieden, 
zoowel ten aanzien van het leveren' van volk en vaar-
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Art. 

Art. 

". 

tuigen altot het geven van levensonderhoud, alles ten 
1 koste van het Ned. ,Jnd. Gouv.1 

· 8. De Sultan eri de njksgrooten van Boeton verbinden 
zich, het welzijn des volks te bevo'rderen, met recnt­
vaardigheid te' regeren, den landbouw, de nijverheid, 
den handel, de scheepvaart en alle wettige en nuttige 

. onde~emingen fe beschenrtan, geene verordeningen 
te maken, door welke die zouden belemmerd worden 
en niet willekeurig te beschikken over de personen en 
goederen van hunne onderdanen. 

9. De Sultan en de rljksgrooten van Boeton verbinden 
zich 'om het volksonderwijs, zoo daartoe gelegenheid 
bestaat, krachtdadig en naar hun 'beSie vermogen te 
ondersteunen en te bevorderen. 

Art. 10. De Sultan en de rijksgrooten van Boeton verbinden 

Art. 11. 

Art. 12. 

• fli 

.f 

Art. 13. 
! 

zich de koepok-inenting in J;loeton naar hun beste ver-
mogen te tievorderen. ' ' 

' . . 
De, ~llltan, en de rijksgrooten van Boeton verbinden 
zi9h den zeeroof met alle macht tege~ te gaan. 

De Sultan en de . rujksgrooten v.an . Boeton verbinden 
zich a'lle schepen en vaartuigen, wel,ke op de kusten 
van hun rijk in nood mochten vervallen, te verleenen 

' I I 

• bijstand, de schipbreukelingen te verzorgen, en zich 
.· .. I ' ( 

geene van .hunne toe te eigenen, <lat hunne onderges-
chikten zich die toe eigenen. 

De Sultan en de rijksgroo~en van .Boeton verbinden 
zi~h sc]J.epen of vaartuigen, welke uit zee

1 
aan de stran­

den . van· lp.iri rijk mochten aandrij~en of aangebracht 
~orden , en welker eigenaren zijn, te bergen of wel 
toen behoeve van de belanghebbeHden in het open­
baar te verkoopen, indien die niet kunnen bewaard 
word en. . 

J t1 ' ' 

Art. 14. Pe Sultan en de rijksgrooten van Boeton verbinden . \ .)r. .,. • ~ 

zich, yan het i;tranden of aanbrengen uit zee van 
schepen, vaartuigen of goederen ' onverwijld kennis 
I I ' -. ~ 

,, tegeven aan den gouverneur van Celebes en Onder-
,. I hqpri~ed,~n, • 

1 

Art. , 15~ ..,De Sultan en de rijksgrooten VaJl Boeton kunnen 
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(" 

Art. . 

Art. 

Art. 

Art. 

verderen hulp en bergloon; hetzelve wordt naarmate 
van de moeite door den Sultan en de "'rijksgrooten van 
Boeten bergroot; de Sultan geeft van deze begrooting 
kennis aan den gouverneur van Celebes en Onderhoo­
righeden. 

, 
De belanghebbenden, die zich met deze begrooting 
mochten bezwaard gevoelen, kunnen de beslissing in­
roepen van den gouverneur-generaal door tusschen­
komst van den goit'verneur van Celebes en Onder­
hoorigheden. 

16. De Sultan en de rijksgro9ten van Boeton verbinden 
zich in hun rijk niet te dulden menschenroof en den 
handel in menschen, noch den in en uitvoer van sla­

.J t 
ven. 

17. De Sultan en de rijksgrooten van Buton verbinden, 
zich de bevoegdheid, om onder den grorid te graven 
en uit dat graven vruchten te trekken, niet te zulden 
af staan aan person en, niet behorende tot hunne in­
heemsche onderdanen, dan na voorafgaand overleg en 
in overeenstemming dienaangaande m~t den gouver­
neur van Cele bes en Onderhoorigheden; opdat bedoel­
de ondernemingen van nijverheid geregeld worden in 
het meeste voordeel van het rijk van Boe ton, zonder dat 
het Ned. Ind. Gouv. zich in dat voordeel eenig 
aandeel verstaat voor te behouden. 

18. De Sultan en de rijksgrooten van Boeton verbinden 
zich geene gronaen te verhuren aan personen, niet 
behoorende to. hunne inheemsche onderdanen, dan 
met voorweten van het Ned. Ind. Gouv., opdat die 

· huur telkens, wanneer zulks het Gouv. vim Ned. Ind. 
mocht noodig voorkomen, geregeld wor'clen in over­
eenstemming met het Ned. Ind. Gouv., zonder eenig 
voorbehoud van wonst voor het Gouv., maar in het 
meeste belarig van Boeten. 

19. De Sultan en de nJksgrooten van Boeton verbinden 
zich om aan Europeanen andere Westersche of Oos­
tersche vreemdelingen geene gronden af te staan, en 
hunne toelating of vestiging buiten de havens van het 
rijk niet to vergunnen, zonder voorkennis en vooraf 
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verkregen toestemming van den gouvemeur van Cele­
bes en Onderhoorigheden. · 

,Handelaars echter kunnen in de havens 'van het rijk 
van Boeten worden toegelaten en aldaar verblijf hou­
den zonder die voorkennis en toestemming, zoolang 
zij de orde en rust niet vetstoren. 
Van hun gedurende meer dan drie maanden voor­
gast verblijf in die havens wordt Sultan en de rijks­
grooten van Boeten kennis gegeven aan de gouver­
neur van Cele bes en Onderhoorigheden. 

Art. 20. De Sultan en de rijksgrooten van Buton verbinden 
zich aan alien, die zich met vergunning van het Ned. 
lrltl. ·Gouv. binnen hun rijk bevinden; te verleenen 
bescherming van personen en goederen. 

Art. 21. Handelaren en vaartuigen van het rijk van Boeten moe-
ten voeren de Nederlandsche vlag, en genieten in den 
handel. op Java en alle andere landen onder het bes­
tuur · vari het Ned. Ind. Gouv. al de· regten, die aan 
onderdanen van het Ned. Ind. Gouv. zijn toegekent, 
mits voorzien zijnde voor Europeesch getuigde vaar­
tpigen van eenen zeebrief en voor inlandsch getuigde 
vaartuigen van eenen behoorlijken pas van het Ned. 
Ind. Gouv'. of van den Sultan van Boeton. 

Art. 22. De Sultan en de rijksgrooten van Boeten verbinden 
zich de Ned. Ind. muntspecien, zooals die door het 
Ned. Ind. Gouv. wordt'11 vastges'teld, steeds in het 
land v~ Boeten als gangbaar en wettig betaalmidel 
toe te l'lten. 

Art. 23. De Sultan en de rijksgrooten van Boeten verbinden 
zich ~e aankomst van schepen, die steenkolen voor 
het depot te Boetonaanbrengen en van s!oomschepen, 
die kolen ~enschen in te nemen, steeds op aanvraag 
van de gezaghebbers of commandanten dier schepen 
de tot het lossen · en Iaci'en benoodfgde koelies tegen 
billijke betalllig te leveren. 

Art. 24. De Sultan en de rijksgrooten van Buton verbinden 
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of deszelfs bezittingen daar buiten mochten verwij­
derd hebben, noch misdadigers of veroordeelden uit 
eenig persorien worden btj . ontdekking dan wel op 
aanvraag aan het Gouvemement uitgeleverd. 

' . 
Art. 25. Om alle twisten over het straffen van misdadigers 

voor te komen, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat el­
ke misdadiger ·wordt gestrafLvolgens de wetten van 
het landen op het land, waar hij zijne misdaad ge­
pleegd heef t. 

Europeanen en met hen gelijk gestelden, Oostersche 
vreemdelingen zoomede Inlanders, te huis behooren­
de in landen onder regtstreeksch gezag staande van 
het Gouv. van Ned. Indie, en voorts allen, die de 
Christelijke godsdienst belijden worden, wanneer zij 
binnen Boeton eenig misdrijf plegen, aan ·het Gouv 
uitgeleverd om naar deszelf s wetten te word en te­
rech tgesteld. 

Art. 26. Bij overleiden of aftreden van den Sultan behooren 
de rijksgrooten daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorig­
heden. 

De rijksgrooten geven als dan tevens kennis, wie vol­
gens de instellingen des la~de tot opvol_ger van den 
Sultan gekozen is. 

' . 
De gekozen vorst wordt door den Gouverneur van Ce­
le bes en Onderhoorigheden onder nadere goedkeu­
ring van hed Ned. Ind. Gouv. erkend, en is gehou­
den zich schriftelijk te verbinden tot de nakoming 
van de onderwerpelijk overeenkomst alvorens door 
het Ned. Ind. Gouv. te worden bevestigd. · 

Art. 27. Het. Nec;l. Ind. Gouv. verklaart zich met het invon-
ding bestuur van het rijk van Boeten niet te zullen be­
moeijen, zoolang deze overeenkomst door .tsoeton ge­
trouw en stiptelijk wordt nagekomen. 

Art. 28. Omtrent punten, bij dit kontrakt niet voorzien, en 
die nader blijken mochten in het belang van land en 
volk regeling te behouwen, wordt voorts overeenge­
komen, dat partijen zich deswege in de minne zullen 
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Art. 29. 

.) 

verstaan. 1 :J CJ 11 . ii· r. 

Oft kontrakt ~e~angt alle, VJ;Oegere overeenkomsten 
tusschen de voormalige Vereenigde Oost lndische 

' I 

Compagnie of door het Ned. Ind. Gouv. met het rijk 
van Boeton gesloten, voor zoover dezelve strijdig zijn 
met het dit kontrakt overeengekomene. ' 

l I f 1 

Dit kontrakt werd door den Gouverneur Generaal 
bekrachtigd." 

Pada tahun 1667 Bu ton telah1 menanda~angani perjanjian de­
ngan VOC di mana Buton diharuskan mene}?lµlg pohon cengkeh 
dan pala yang ada dalam kerajaannya dengan imbalan kerugian 
seratus ringgit setahun. Dalam perjanjian .1824 ganti rugi ini 
dinaikkan menjadi seratus dtia puluh ringgit atau Fl. tiga ratus 
(rupiah). Juga .ditetapkan bantuan Belanda kepada Buton berupa 
mesiu dan peluru. Bantuan kepada. Buton dari Belanda ditingkat­
kan lagi pada 1865. Di samping mesiu dan peluru sejak itu tiap ta­
hun Buton memperoleh bantuan Fl. seribu (rupiah). Bantuan me­
siu dan peluru dihapus pada 1868 karena Belanda menganggap per­
airan. Bu ton dan jalur Bu ton - M·akasar telah aman dari gangguan 
bajak laut. Penebangan pala dan cengkeh dihentikan pada 1867 

I 

dan uang ganti rugi sebanyak Fl. tiga ratus dijadikan hadiah tahun-
an bagi Sultan 13u ton dan pem besar kerajaannya. 

Untuk mengawasi pelaksanaan penebangan cengkeh dan pala 
(sejak 166 7) di Bu ton ditempatkan satu detasemen kecil tentara 
yang terdiri dari empat orang yang disebut "Kometer yang ka 
ampat" yang terdiri dari satu sersan, satu kopral, dan dua praju­
rit. Kemudian detasemen ini berubah fungsi (dan tidak lagi disebut 
Kometer yang 1keempat) menjadi pengawas gudang arang dan pe­
ngisian arang pada kapal-kapal perang dan kapal-kapal Belanda 
lainnya. 1°) Gudang arang dibangun di Bau~Bau pada 1858. 

Jika terjadi penggantian Sultan, maka Sultan Buton yang ba­
ru diwajibkap menandatangani perjanjian yang telah ditandatanga­
ni oleh Sultan-sultan sebelumnya. ,Penandatanganan ini sering 
dilakukan bukan oleh sultan sendiri tetapi oleh utusan-utusan­
nya di Fort Rotterdam di Ujung Pan dang. 

Buton telah mengawali jalinan hubungan dengan Belanda se­
jak 1613 dan dalam Perjanjian 1873. ditegaskan bahwa Buton ., . 
10) Ligtvoet, ibid, halaman 23. 
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"een gedeelte uttmaakt van1 Nederlandsch - , /ndie en gevolgelijk 
staal onder de -opperhee;schapptj van Nederland." Namun demi: 
kian tidaklah berarti bahwa Kerajaan Buton dalain kenya-ta~ya 
merupakan "jajahan"' Belanda sampai. ditandatangani Perjanji~. 
1906. Hubungan Buton dengan Belanda se®Ium 1906 adalah hu- : 
bungan dalam bondgenootschap-- bukan merupakan tanah jajahan, 
dari Nederlandsch -. Indie. 11) 

. , ' 

U.' KERAJAAN KONAWE- LAIWUI 
I " 

1. Bentuk Pemerin~ 

Kerajaan Konawe diawali , dengan inunculnya toJwh Sangiq. 
Ndudu (sangia = Dewa = Sang Hiang, Ndudu =. turun) y_ang bersa­
ma To Lahianga. 12) Entah1 berapa lama kemudian 1'erajaan ini ter­
bagi atas tiga kerajaan yang masing-masingnya dikepalai .oleh se­
orang Mokole '" (Raja). Kerajaan-kerajaan itu adalah: Padangguni, 
Wawolesea, dan Besilutu. 

Mokole Padang8t.mi yang bernama To Tongan<J 1Wo1114a (Lett. 
To= orang Tonggano = Tengahnya, ,Wenoa =_, Negeri;atau Keraja-; 
an) ·berusaha memp.ercsatukan ketiga kerajaan ini dengan ibukQta­
nya Unaaha (Una = padang, aha = luas}. Pada saat itulah muncul 
San"gia Ndudu kedua yang dimasyhurkan dengan , nama Wef«>ila. 
Wekoila kawin dengan putra To Tonggano Wonua yang bernaJ11a 
Ramandalangi. Wekoila diangkat menjadi·Mokole ,More i Konawe 

l 

yang berarti Mokole Putri yang agung di Kol).awe dengan p~nger-
tiari bahwa ketiga kerajaan itu bersa.tu menj~di Kerajaan ~onawe. 
Kenaikan takhta"Wekoila merupaka_n awal dari-.sejarah Kerajaan 
Konawe. Menurut B. Bhurhanuddin, Wekoila,ini turun ke Konawe 
pada,, kira-kira 1150 M. dan diduganya bez:asal d,ari Kediri. 13) . ") ... 
Tradisi setempat menyatakan sebagai kefl\?~J ~werlgflding dari 
Kerajaan Luwu. · 

Ben.tuk pemerintahan dari Kerajaan•Wekoila ini tidak diketa­
hui, kecuali berita tradisi tentang adanya Watt sebagai pembantu 
Mokole. Beberapa generasi kemudian muncul pula Sangia Ndudu 
ketiga yang digelar Anawai Ngguluri (Anawai = _putri, Kulurl = 
burung nuri). 

' ' 

11) Ligtvoet, ibid, halaman 22. • ; . - . 
12) Abdul Hamid Hasan. 
13) J 8.' Bhurhanuddin, Je/11k Sej11rah Tom11nu"'ng, 1977, halaman 140. • J 
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Setelah itu •datang lagi orang Iu·ar biasa (bukan sangia) yang 
bernahta Orlggabo yang kawin dengan Elu· (si Yatimpiatu) putri , 
Wokole' Konawe (Lakidende) yang saat itu telah meninggal. Saat 
itu Konawe bani -saja mengalami serangan wabah yang hebat ,yang 
hampir-hampir memusnahkcm pertduduk.Kerajaan Konawe, praktis · 
tidak punya pemerintahan lagi. Onggabo mengatur kembali ~ak­
yat Konawe yang selamat dan memulihkan· pemerintahan yang 
langsung dipimpinnya sebagai Mokole. Kerajaan Konawe dibagi_ 
atas beberapa Tobu yang dikepalai Puu Tobu (Mbutobu) dan di 
bawahnya memerintah par~iJ1oonh Motuo. r Seorang .Toono Motuo 
dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Pabitara (Peme­
gang adat), Tadu (urusan perang), Tam'/:zla/(t (panglinia' perang),' 
Posudo (bendahara), Tolea (duta adat khtlsusnya urusan perkawin­
ait), Mbuowai (urusan kesehatan· = dukun), Mlfuok@i (urusan ke­
percayaan);· · dan 1 Mbusehe ( urusan perdamaian). 1 Tiga, jabatan ter­
akhir baru diadakannya sedangkan yang lain • telah ada sebelum­
nya! Tidak diperoleh informasi tentang jabatan-jaba,t.an yang ada. 
sebagai pembantu Mokole dan Puu Tobu. , r, 

· Menjelang pertengahan abad XVI Kerajaan ·Konawe diperin­
tah oleh MbJcole' Melamba. Menurut tradisi, Melamba 1bersaudara 
dengan Halu,'Oleo yang 'kemudian menjadi Sultan Buton I dengan 
gelar Muthum. ;Pada jainan · Melamba Kerajaan Konawe imencapai 
wilayahnya yang terluasi yaitu· seluruh jazirah' tenggara Sula~esi 
minus Mekengga di dekat 'Kolaka sekar<ing. I I • " ' • 

) Pada kira ... kita pertenganan abad XVII di jaman pemei;intahan 
Tebawo (gelar sesudah wafatnya Sangia lnato) terjadi perubahan 
struktur penierintahan, Mulai saat itu dikenallah dalam kehidup­
an Kerajaan Kona"'°e adanya: Siwole Mbatohuu darn Pi.tu ,.[)ula 
Batu. Siwole 1Mbaritohu adalah empat wilayah iKonawe y,aitu: 

a. Tainb~ i lbsoano dleo, (gerbang timur) yaiiu R1anomee-
to dengan ~irtipinannya bergelkr Sapati. · ,, ' ' 1 

' . b. Jiapz,bo i. tepu/iano oleo, (ger,ban8i barat) sai~u Latoma 
,.c;Ien;an PUVP~nanl\ya Sabanqqra, , J 

c. Barata i hana .(sayap kanan) yaitu Tongauna yang dipim-
pin oleh Penggawa. ·, ' . 

d. Barata i moeri (sayap kiri) yaitu Asaki dengan kepala-
nya Inowa. . , • 

) '' 
Pengibaratan Kerajaan Konawe sebagai suatu Siwole yang 
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be~dut empat dapat dilihat adaiiya pembagian kerajaan ke dalarn 
empat.' wilayah keperintahan atau p~mberian ' semacam otononti 
kepada wilayah-wilaya'.11 tersebut .. Ditihjau. diui segi nama kesatu­
an wilayah Tambo dan. Barata yang be'rarti gerbang dan ·sayap, 
di dalamnya terkandung penge:i;'tian otonomitas dan unsur perta­
hanan dari kepeil~ingan perekonomian. Dalam kenyataan selanjut­
nya sesudah itu ·wilayah ini · menampakkan' otonomitas dalam 
mengatur diri malah mempunyai elite tersendiri dari pengangkat- ' 
an kepala pefuerintahan diatur seildiri pula. Jika dilihat dllfi sudu~ 
gelar pimpinannya maka ' dapat dipastikan bahwa jabatan ini 
sebelum penetapan Siwole Mbafohuu ,. adalah merupakan jabatan 
"~abinet" . Kerajaan Konawe. 

Jika 'Siwole Mbatohuu berdasarkan atas "wilayah" maka 
' I 

Pitu Dulabatu (tujuh piring batu) diberikan pada tujuh pejabat 
kerajaan jadi berdasarkan atas "fungsi". Dengan 'demikian Pitu 
Dulabatu merupakan "Kabinet" Ker'ajaan. Pitu Dula batu adalah: 

.. ,,, f'; t 

a. Sulemandara, Perdana Menteri dan Urusan Luar Negeri. 
, b. Ketubitara, Urusan Hukum/Peradilan 

c. 4.n~kia Mombohanuako, Urusan Rumah-Tangga istana. , ! 
d. Tusawuta, UruSfin Pertanian. ,, ., :. 
e. Tutuwi, Motaha, Panglima/Keamanan istana . 
.f. 1 Kapita Anamolepo, · Pimpinan Pemuda/Keamanan di darat 
g. Kapitalau, Ur,usan Keamanan cij l;iut. . ,. ... 

I · r 
Ketujuh pejabat ini ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu 

kerajaan. 4en~an maksud utama untuk pemehuhan kebutuhan 
hidupnya masi,ng-masing 14) dan dllihat pula 'dari urgensi tupsnya, 
umpamanya Kapitalau ditempatkan di Sampara di muara Sungai 
Konaweha. Kerajaan Konawe tidak mengehal pajak-pajak khusus 
yang terpusat untuk membelanjai ap.arat kerajaannya. Kemudian 
keli~atan bahwa Tujuh Dula Batu ini menjfid'i pengua'Sa di da~rah­
nya masing-masirig dan mempunyai otonomitas tersendiri. ·Namun 
demikian wilayah dari Empat Siwole Mbatohu merupakan wilayah 
terbesar dari Kerajaan Konawe. 

" r • • 
Di samping penetapcin Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu 

Tebawo . ~~netapkan pul~ 
1

adanya Inea Sinumo Wuta Mbtnotis"' 
yang merupakan tempat calon pertama pengganti Mokole. Wilayah 
Inea Sinumo ini merupakan wilayah khusus pula dan mengatur 

14) Keterangan Sclr. A. Hamid Hasan 
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diriny:~ sendiri Tetapi dalam kenyataaµ.Jcemudian tidak ada Mo­
kpl~ K9na"'.e yang diam bil dap sini1 walaupuri' telah dimin ta oleh 
Dewan Kerajaan. Di luar daerah-daerah ini ditetapkan 'pula se­
orang Mokole di. Ando~lo (kona~e; Selatan). Dewan Kerajaan 
Konawe te~diri d~; · en;i.p.at Si~ole M~~t<?~}1u;. f1}.juh ~i~ Dula; 
Batu; tiga puluh Puu Tobu; dan tiga ratus Toono Motuo. 15) 

Dewan ini jika b.ersidang (memilih Mokole ~£fi 'tafu-lafu) l:tipimpin· 
' I ..J f.J 'I 

oleh Solemandara. . · 
I l .J 1 '> ( < i r 

• Pembagian wilayah Konawe ke dalam Siwole Mbatohtiu dan 
,., " )('. 1 f f f 1 J 

ditempatkann~a ~flTa ~ Kabinet Kerajaan di )uir ibukota dengan 
wilayahnya m~-masing mengancam keutu)lan Kerajaan Kona­
we. Tiap-tiap ~wilayah memupuk dirlnya masing-masing dan . me­
lonparkan llubungan dengan Mokole cli Un.aaha. Setelah mening­
gal~ya Lakid~nde 11ada akhir abad XVIII Dewan Ker£jaan tidak 
dapat fa~ memilih seorang Mokole K~nawe. Sejak itu Kerajaan ' 

f L· I • !. t j I f • I , 

Kona,we 
1
dipiplpin oleh S~lemandara yang tentunya tigak punya 

cukup wibawa adat untuk menegakkan Kerajaan Konawe. 
Ranomeeto kelihatan menonjol ke depan ' apa- lagi wilayah­

nya merupakan wilayah yang ramai dikunjuhgi dari pedagang dari 
luar. Pada abad XIX Sainbara yang merupakan wifayah Kapitalau 
telah dapat disatukan ke dalam wilayah 'keperintahannya. Kema­
juan Ronomeete dipercepat pula dengan munculhya Arung Ba­
kung seoran'g bangsawan Bugis pada awal abad XIX 'dan .tinggal di 
tepi Kali Sampara (Konaweha). Beberapa tiihun kemudian dia be­
raJlg~at ~e Ti\\;',Of9 d~ perhasil .mel}guasai .kerajaan1 ~ melalui 
pekawin, an. Dari perkawinan ini lahir tiga orang_ ahaknya yaitu: 

' I 1 r ~ ._ f ( ) f 

a. L.~ Sambawa, b. PasiXfl Daeng Matene, dan Putir:i Daeng Lolo. 
La Sambawa Jq1wu{, dengcin Maho yang 'disebut oleh Ligt­

voet sebagai vorstin van · Laiwui 16) (Raja Puiri Laiwui). Rupa'iiya 
" t . I I I" . 4 

Maho adalah Sapati Ranpmeete yang oleh Belanda ( dan orang 
luar) dianggap seoagai Raja (Ratu) Laiwui. 'bi bilanga~ Tiworo dan 
M·una orang Konaw,e (To!atfi)' dikenal s~bagai·,'orang Latwui. P~tra 
La Sambawa dan' Miho'. ' La Maniu menggantiKan ibunya sebagii 
R~ja Lai~ (verst van L~hvuii La M!1~~ suei'ah ·~~~ti ~melepask~ 
dirinya dari ikatan Konawe yang sebeIJarnya telab. runtuh 'walau­
pun Saranani masih menjabat 'sebagai 

1

Sulemanddra 1 Konawe di 
Pondidaha. ,Seb,gai Raja Laiwui La, ~angu rpemb~n(uk Kabinet-
nya dengan jabatan-jabafan: ~ 

. ,,. ' ! ,. J 

16) Llgtvoet, halarnan 22 
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a. Sapati 
b. Kapita 
c. Penggawa. 

t r 

rl 

. II . b 

Untuk mengirnbangi La Mangu di Lepo-lepo (Ranomeete1 
Sulemandara 'memberi kuasa: pada Mokole An'doolo (Konawe Seia­
tan) yang wilayahnya berbatasan den~n Rano~eete, untuk' mene­
rima tipeti:upeti di wilayah bagian selatan. ta Mangu meninggal 
pada 1871 dan cligantikan oleh anaknya Sao-Sao. 

2. Wilayah dan tata Keperintahan 

Pada sekitar pertengahan ·abad XVI wilayah Konawe melipu­
ti seluruh jazirah tenggara Sulawesi minus wilayah Mekongga di 
sekitar Kolaka sekarang. Kemuclian Moronene· (Poleang dan Rum­
bia) menjadi wilayah Kerajaan Buton. Menjelang akhir abad XVII 
yaitu sesudah pem bentukan Siwo/e Mbatohu daerah sebelah ba­
rat Sungai Konaweha yang termasuk wilayah Sabandara di Latoma 
diserahkani pada Mekongga karena terjadinya hubungan keluarga 
(perkawinan) antara Putri Sabandara ·dengan Mokole Mekongga. 
Sejak itu wilayah Konawe m~liputi daerah yang hampir sama de­
ngan· Kabupaten Kendari. sekarang. Walaupun sejak akhir abad 
XVIII Mokole Konawe ·sudah tidak ada tetapi ke-satuan adat Ke­
rajaan Konawe. masi.h bercliri dalam diri tokoh seorang Sulemanda­
ra sampai meninggalnya Sulemandara terakhir pada 1904~. Menje­
lang pertengahan abad XIX Ranoineete telah menyatakan diii 
sebagai suatu kerajaan tersencliri dengan nama Laiwut. Wilayahnya 
meliputi 1 wilayah yang sekatang meliputj kecamatan-kecamatan: 

a. Ranomeete e. Mandoriga 
b. Lainea '1 t f. ' Kendari · ' I 

c. Meiamo g. Soropia .'.) I 

d. Poasia h. Wa-Wonii · > 1 

. i. Sampara 
' . 
(sekarang Kabupaten Kendari terdiri dari lima belas Kecamat: 
an). 

. . 
Wilayah Kerajaan Konawe pada pertengahan abad XVII (Sangia 
Inate) terbagi atas: 

a. em pat wilayah Siwole Mbatohuu 
b. tujuh wilayah Pitu Dula Batu 7 

c. satu wilayah Inea Sinumo 
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d. satu wilayah Andoolo (Konawe selatan). 

Tiap-tiap wilayah terbagi atas Tobu yang dikepcilai oleh 
Puu Tobu. Jumlah' Tobu seluruhnya adalah tiga puluh''Yang ma­
sing-ffi-ll$in8 la~ terbagi atas ,.wilayah yang dipiJ.npin, oleh Tona 
Motu.o. (lett. Or141g ~ua). Jumlah Toono Mutuo adalah tiga ratus 
or~g. 1'f> , :pari 'tiga ra'tus.Toono. MotUo, tiga orang di antaranya 

, •· irr tu , 1 mempunyai ked~dukan khusus karena gasnya yang langsung 
berhubungaA d~ngan pusat kerajaari. Merekayu ad~lah: .-\ 

a. Toono Motuo i Pehanggo, pemegang arsip Kerajaan 
b. Toono Motuo i Sangguna; persenjataap. 1 1 

,c. Toong ,,Motu,<J, i Ta~o/'ga, i:erl~ng_~apan 18~: 
Kemungkinan sekali bahwa Pehanggo, Sanggona dan J:awa­

nga adalah wilayah awal dari Kerajaan Konawe dengan mengingat 
bahwa jabatan Toono Motuo adalah jabatan' yang ter,tua dalam 
sistem ' kepeJTintallan Konawe, malah sebelum . adapya sist~m 

kerajaan (Mokolei) ~ , . r 

Sesudah. ' Kerajaan Konawe runtuh , dan tiap-tiap .wilayah 
mengatur dirinya masing~mas.ing maka ada beberap~ wilayah, y~g 
tergabung ke dalam wilayatt lain dan _ada pula yang menonjol. 
Ranomeete menonjol malah mendirikan kerajaan sendiri dengan 
cita-cita mempersatukan kem bali be~as Kerajaan Konawe ke da­
lam Kerajaan Laiwui. Wilayah Kapitalu berhasil dikuasainya·pada 
awal abad XIX,Mokole '~onawe sud.ah tidak ada sejak akhir abad 
XVIII tetapi Mokole Andoolo tetap bertahan dan pada, akhir 
abcrd XIX dise11ahi kekuasaan oleh Sulemandara· Saranani untuk. 
me-nerima upeti di wilayah, selatan atas nama Konawe. Tindakan 
ini tidak Jain daripada untuk mengimbangi Kerajaan Laiwui 
(Ranomeete) tetangga Andoolo. Yang berubah Sepanjang ,abad 
XIX adalah Siwole Mbatohu, Pitu Dula Batu dan Tobu, sedang­
kan Toono Motuo tetap septWti semula. 

Rintangan besar yang dihadapi Laiwui untuk memp~rsatu­
kan bekas Konawe adalah anggapan bangsawan Konawe bahwa 

1 • I• ' . '1 
LaiW\li adatah Kerajaan' yang cakal-bakalnya '"orang ' asing" (Bu-
gi~. ! 

I I fJ,f. b,!1. ! rl, 

1 7) Keterangan Sdr. A. Hamid Hasan; 
18) Keterangan Sdr. HusenA. Chalik. 
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'• 

3. Hubungan dengan Belanda ,. . ' 
Tidak ada berita baik dari surnber .tradisi rnaupun dari surnber . I 

lain yang d11pat ,J1lengungkapkan hub':mgan voe dengan 'Kerajaan 
Konawe. Bagi Voe rupanya Konawe dianggap tidak penting ka­
rena pusat ,kerajaannya terletak di pe~~.an. Tetapi ada berita 
tradisi yang rnenyata~~ . bahwa 

1
Konavve rnern berikan bantuan pa­

d a Aru Palaka dalarn Perang Gowa ( 166 7) dengan rnengirirnkan 
pasukan-pasukan di bawah kornando Kapitalau Sarnbara yang ber­
narna Haribau. Dari tradisi tidak diungkapkan pula latar~elakang 
pengirirnaJl bantuan, tersebut. -ApakaJ;i Aru Palaka rnengunjungi 
Sarnbara (Konawe) sesu.dah kernenan~ atas pasu.kan Gowa di , 
Buton (Januari 166,7)? Ataukah sesudah p~ngarnanan Tiworo 
(Maret 1967)? Yang jelas tradisi ini rnengatakan bahwa di Ujung 
PandaI}.g Hariba,u rnernberi kuasa atas .!Jontoala sehingga sekernba­
linya di ~onawe dia digelar pula sebagai Kapita Bondoala.(Bontoa-
la) 19) , ' ' · ~ ' 

Pada aw al a bad XIX (sebeJurn 1836) ~sisten Residen Vos­
maer berpangkalan. di Teluk K~ndari dalarn rangka pengarnanan 
atas gangguan-gangguan bajak:Iaut Tobelo. Paq~ waktu itu ,Konawe 
telah terpecah-belah dan Liwui sedang dalarn .pertumbuhan untuk 
rnen~Mikannya. Pad.a saat itu Laiwui (Ranorneete) diperintah 
olel;l Raja futri (Vorstin) Maho yang ka~ denga,11 La Sarnbawa 
(Raja) Lapadaku (gebied van Tiworo), ~nak Aru ~aktµlg. AnaJs. 
Maho, La Man~ naik takhta pada 1858. Pacja tahun itu juga dia 
rnenandatangani Perjanjian Panjang dengan Belanda ( 13 April)~ 
Di sarnping La Mango bertandatangan pula: 

a. Batuangan sebagai Sapati 'I 
b. Mataka, Ajun Kapita 
c. La Palewo sebagai Ponggawa. I f I lj 

Dari jepis jabatan pernbesar-pernbesar ini kelihatan bahwa La 
Mangu rnerupakan raja Kendari (Laiwui) yang_ telah lepas dari ke-

1 
satui111. Kona,we yang saat itu rnasih rnernpunyai Sulernandara 
(Perdana Menteri) di daerah pedalarnan (Pondidaha). 

Perjanjian Panjang yang ditandatangani La Mangu pada 13 
April , 1858 rnerupakan Perjanjian Panjang ( f.-tJng Contract~ yang 

19) Abdul Hamid Hasan. 
20) Dept van Binnenlandsch Bestuur, Mededeelingen van Bestuur zaken/Serie A 

Nornor 3, 1929, halaman: 646 (seterusnya disebut Mededeelingen Serie A nomor 
3). der Buiten gewe:rten. 
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pertama ditandatangani oleh raja Sula\Vtfsi Sela,~p dan Te~ggara. 
Bone menapdatanga~ · L~~ Contra~t I 3 April I 860 sedangkan 
Luwu pada' 16 SJptein ber 1861. · " 

Pada tahun ·I 811' La ·Ma~gu meninggal din 'digantikan oleh 
anaknya, Sao-Sao yang pada 'I 5;- Mei I 880 ' juga menandatangani 
perjanjian ( Ver~bnJ Pan Bevesitgtng) dengan Belancia. s·ao-Sao 
kemudian' menand~tangani Perjanjian .Panjang 21 Desember i 885. 
Pe~janj~n irii p'astil~h st:irarn~ de'hg;ln perjanjian 187'~ yartg ditan­
datangani SUI tan Sh'ailiJtl dari Butdn di mana isi pokoknya' adalah 
peng.ikuan kerajaa~ sebagai wilayah Hindl~~Belanda. . 
· ' Perjanjian~perjanj!an dengan' Belanda yan·g <lieuat ·oleh La 

Mangu dan ·Sa°"Sao · Hengaii B~landa h'anya 1 mengi.kat Laiwui 
(Rahomeeto-Kendari);, kafena wilayah' lain'"i'ari bekas Kortawe ti-
dak ffiengakui!mereklt itU sebagfil faja. I l I 

Sao-Sao-paha awal abad X~1berusaha nienghutiungi pemim­
pin-pemimpin bek'ds wilayah Konawe lainnya terutama ·Suleman­
dara Saranani di Pondidaha tetapi sampai sebegitu jauh ia tidak 
berhasil merrlp1frsat'ukaA bekas wilayatl Konawe menjadi 1Laiwui. 
Usaha 'Sao-Sao fni yang didukung Belanda, banyak meridapat ban­
tuan dan La Saama'iui H. Abdul Gani (Haji Taata) dengan menje-
lajah'i seluruh wilayah 1bekas Konawe. _; · 1 11 

> ,1_ ' 

Haji Taata'.-dalam usahanya memtiantu Sao-Sao mengadakan 
persetujuatf derigari Sulemandara dan Kepala-Kepala' Wilayilh 'bekas 
Keritjaan KdnJwe. 11) Usah~:.usaJta· tersebut bertujuan untuk mem-
pi;rsatukari wilayah b'ekas Konawe di bawah Sao-Sao. '"' J ., 

Jui h 'i1...i l 'J • 

Ill. KERAJAAN MEKONGGA 

1. Bentuk Pemerintahan 
· I , ~L J 

Raja Mekongga yang pertama adalah La Rupalangi, seorang 
manusia istimewli yang datang di Mekongga 'dengan cara istimewa 

,pula. TradiSi rm'enyeotltnya 'sebagai I Tomanunmg atau Sangia 
Ndudu: K~rena keluarbiasaannya dart jasanya dalam menyelamat­
kan rakyat dari gan:gguail Konggdaha (burung elang raksasa) yang 
makan manusia, maka ia dirajakah·oleh tujuh orang Toono Motuo 
yaitu tujuh Kepala dari tujuh karnpung yang menipakan wilayah 
awal Kerajaan Mekongga. Selanjutnya para Toon<;> Motuo 1ini ber-

21> Abdul ilari11a Hasan. 
u. t ~r" 1 f ' . , 
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tindak sebagai Dewan Kerajaan. Jabatan raja .yang turun-temu~ 
dari ayah ke anak merupakan simbol persatuan dari tujuh wilayah 
Toono Motuo tersebut. Tiap-tiap Toono Motuo mengatur wilayah­
nya sendiri-sendiri menurut sejarah dan tradisinya masing-masing. 
Mereka mempunyai dewan-dewan tersendiri yang mengatur ke­
perintahan wilayahnya masing-masing. Personalia dari Dewan atau 
Sara Toono Motuo ini terdiri atas: 

a. Toono Motuo sebagai Kepala Wilayah 
b. Pabitara, yang merupakan Puuno Sara (Pokok Sara = 

adat) yang menangani soal adat-istiadat (pemerintahan 
dalarri segala aspeknya). 

c. Posudo, menangani hal-hal yang menyangkut perlengkap-
an dan kebendaharaan. · 

d. Tamaasi/Tamalaki, bertanggungjawab atas keamanan dan 
pertahanan. 

1 

e. 0 Tadu, akhli ramal hari-hari baik/buruk bertalian de-
ngan m~lah keam'anan dan peperangan. 

f. Mbuokoi, dukun 
g. Mbuwai, menangani upacara-upacara adat. 
h. Mbu Sehe, menyelesaikan semua sengketa (upacara per­

damaian). 
i. Tusa Wu.ta, me'ngurus dan mengatur hal-hal yang men­

nyangkut pertanian. 
j. 'To/ea, menangani urusan-urusan perkawinan. 

·Keadaan ini berlangsung sampai sekitar . pertengahan abad 
XVII. 

Dalam hal perkembangan wilayah Kerajaan Mekongga ma­
ka struktur pemerintahan menga1ami perkembangan pula. Maka 
diadakanlah jabatan-jabatan Sara Wonua yaitu Dewan Kabinet Ke­
rajaa!l yang terdiri dari: 

a.. Kapita, berfungsi sebagai Menteri Keamanan dan seka­
ligus merupakan wakil raja. 

b. Sapati, yang menangani pemerintahan (dalam dan luar 
negeri) dan kesejahteraan. 

c. Pabitara, mengurus masalah adat-istiadat (hukum). 

Sara Owoseno Mekongga atau Dewan Agung Mekongga yang 
merupakan lembaga legislatif adalah gabungan dari Sara Wonua 
(Kabinet) qengan semua Kepala Wilayah bawahan. Raja Mekongga 
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tioak Iagi betgelar Mokole karena beberapa wilayah bawahan di 
luar wilayah awal tersebut di atas bergelar Mokole. Raja Mekongga 
sejak peitengahan abad XVII bergelar Bokeo yang berarti buaya. 

Tiap-tiap wilayah bawahan tetap mempunyai Sara (Dewan) 
nya masing-masing. 

2. Wilayah dan tata Pemerintahan 

Pada awal sejarahnya Kerajaan Mekongga hanya meliputi 
tujuh kampung di. sekitar Kolaka sekarang yang masing-masingnya 
dikepalai ol~h.. seorang Too,no Motuo. J;>erkem bangan wilayah Me­
kongga tidak berl:ingsung melalui peperangap ata~ d.iP.lomasi poli­
tik tetapi mela,lui perkawinan. Dalam perkawinan orang Tolaki 
dikenal adanya tiari yaitu pem berian (haqiah) kepada pengantin 
dari pihak orang tua, sebagai saluran pembagi,an warisan. 

Mokole Mekongga V Lamba-lambasa kawin dengan putri 
Mokole Toburi (Moronene) dan memperoleh tiari berupa wilayah 
di bagian selatan Mekongga. Anak Lamba-lamba~~ . Yaitu Lombo­
lombo (Makole VI) mengambil permaisuri dari Kqpa\Ve yaitu putri 
Sabandara Latoma. Akibat perkawinan ini adalah sebagian besar 

1 

wilayah Latgma (Tambo i tepuliano oleo dari Konawe) diserahkan 
kepada Mekongga sebagai tiari. Wilayah ini adalah wilayah yang 
sekarang meliputi Kolaka Utara sampai batas Sungai K,onaweha 
dan dua wilayah sebelah timur Kolaka yaitu,Mowewe dan Rate­
Rate. Pada sa~t itulah terbentuknya wilayah Mekongga yang seka­
rang terwujud sebagai wilayah Kabupaten Kolaka. Anak Lorn bo­
lom bo kemudian· kawin pula di Benua (Konawe) dan kembali 
memperoleh tiari. Lombo-lombo yang mula-mula bergelar Bokeo 
Mekongga dan mengadakan Sara Wonua (Kabinet •Kerajaan). 
Wilayah Mekongga·dibagi atas tujuh wilayah bawa~an: 

a. Wilayah Inti (tujuh Toono Motuo) yang diperintah lang­
sung. 

b. Enam wilayah yang masing-masingnya diperintah oleh 
seorang Mokole, sebagai Puu Tobu (Mbu Tobu). 

Lombo-lombo sebagai Bokeo I digantikan oleh anaknya, Teporam­
be sebagai Bokeo II yang seterusnya disusul oleh anaknya pula 
La Duma dengan ·gelar Sangia ni bandera sebagai Bokeo III. Pada 
jaman pemerintahan La Duma, Kerajaan Mekongga mengalami ja­
man keemasannya. 

Sesudah La rDuma rupanya pengaruh Kerajaan Luwu makin 
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orang Luwu banyak datang menetap. Secara bertahap kekuasaan 
Luwu atas Mekongga terwujud. Dengan kata lain bahwa Mekong­
ga mengakui kuasa politik Datu Luwu .. Tidak dapat ditelusuri 
bagaimana awal dari pengaruh Luwu atas Mekongga. Tradisi 
setempat mengungkapkan bahwa: 

a. Raja Mekongga I La Rumpalangi adalah kerabat Raja 
Luwu 

b. La Duma diislamkan oleh utusan Raja Luwu. 

c. La Duma mem berikan bantuan dalam perang Luwu 
menghadapi Soppeng dan berhasil merampas sebuah 
bendera yang berwarna merah putih. 

Dari tradisi Moronene 19> diungkapkan adanya orang Luwu 
membunuh Mokole Poleang (Raja Moronene)' di Pomalaa pada 
sekitar awal abad 16. Oleh Ligtvoet dikatakan bahwa batas ba­
rat dari Poleang dan Rumbia (Moronene) adalah gebied van 
Loewoe (1823). 20> Di barat Poleang dan Rumbia adalah Mekong­
ga. Dengan kata lain Mekongga adalah gebied van Loewoe 

Dalam kerajaan Luwu dikenal adanya jabatan /Wncara 
Ngapa yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah timur 
(teluk Bone) yang disebut Panni A/au (sayap timur) sebagai im­
bangan dari Sanggaria Bajo di sebelah barat (teluk Bone) sebagai 
Panni Orai (sayap barat). Menurut Ch. Pingak, Mincara Ngapa 
sebagai aparat Luwu di Mekongga diadakan sejak pemerintahan 
Mokole Lamba-Lambasa bapak dari Lombo-lombo pada kira-

' kira akhir abad XVI. Mincara Ngapa kemudian diubah dan di-
ganti menjadi Sulewatang pada masa La Du,ma (cucu Lombo­
lombo) pada kira-kira pertengahan abad XVII. 21> 

Datu Luwu Andi Kambo (wanita) yang diangkat jadi r_aja 
Luwu pada akhir abad ke 19 menjabat sebagaiMincara Ngapa, 22> 
yang membawahi wilayah Tana lau (Mekongga). Mungkin jabatan 
ini bagi beliau merupakan gelar kehonnatan sebagai putri mah­
kota. Yang jelas bahwa menjelang akhir abad ke 19 Mekongga 
termasuk dalam wilayah kerajaan Luwu dengan kekuasaan Bokeo-

19) Sdr. Rambe. 
20) Ligtvoet, hal. 2. 
21) Ch. Pingak, Mekongga (stensilan) hal 40, 42. 
22) Keterangan Opu To Sinilele aim. pada penulis (1963) di Palopo. 
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Mekongga secara riel terbatas pada wilayah inti (wilayah awal). 

3. Hubungan dengan Belanda 

Sampai pada 1906 tidak ada berita tentang hubungan lang­
sung antara Belanda dengan Mekongga. Hubungan Mekongga 
dengan Belanda, oleh Belanda dianggap tercakup dalam hubung­
annya dengan Luwu. Pada abad ke 19 Luwu dua kali menandata­
ngani Perjanjian Panjang dengan Belanda: 

a. 16 September 1861 oleh Raja Luwu Abd. Karier To­
barua 

b. 15 September 1887 oleh Datu Luwu Iskandar Opu 
Larompaong. 23> 

Perjanjian-perjanjian ini seirama dengan perjanjian Buton-Belanda 
1873, tetapi secara riil Belanda belum ·mencampuri pemerin­
tahan dalam kerajaan Luwu." Dapat dipastikan bahwa kekuasaan 
Belanda tidak mencapai Mekpngga ~ebelum 1906 karena Per­
janjian Pendek ditandatangani oleh Datu Luwu We Kambo Daeng 
Risompa pada 19 September 1905. 

B. SOSIAL BUDAY A 

l. Pendidikan 

Sampai pada akhir abad ke 19 kerajaan-kerajaan Sulawesi 
Tenggara merupakan kerajaan-kerajaan yang berdaulat penuh 
ke dalam. Perbatasan dari pihak Belanda hanya terbatas pada 
keharusan adanya persetujuan Belanda dalam pengangkatan 
raja baru jika terj.adi penggantian raja. Dengan demikian sampai 
pada awal abad ke 20 di Sulawesi Tenggara belum ada suatu se­
kolah formal yang didirikan oleh Pemerintah, baik oleh Belanda 
maupun oleh Kerajaan. Pendidikan masih berlangsung secara 
tradisional dengan pengembangan yang tiinbul di pusat-pusat 
kerajaan dengan meningkatkan keterampilan membaca dan me­
nulis. Di Bu ton sejak awal abad ke 18 telah ada . semacam per­
pustakaan yang berfun~i sebagai pusat pendidikan khususnya 
pendidikan agama. Di sana diajarkan ilmu-ilmu agama. Membaca 
dan menulis huruf Arab. baik Arab Al Qur'an maupun Arab 

23) Mededeelingen, Serie A No. 3 hal. 647 
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Melayu. Tulisan Melayu Arab dipakai untuk mtnulis bahasa 
Melayu dan bahasa Wolio (Buton). Pada jaman Sultan Muh. 
ldrus ( 1824 - 1.851) bahasa Arab merupakan bahasa pengan­
tar atau bahasa resmi khusus dalam lingkungan keraton Buton. 
Puncak dari hasil pendidikan ini kelihatan dalam diri Sultan 
Muh. Idrus sendiri dengan seorang pembantunya Kenepulu Bula 
yang dapat mengarang beberapa buku dalam bentuk puisi (kaban­
ti = sejenis pantun) yang bernapaskan keagamaan, kepatriotikan, 
politik dan filsafat. Malah Sultan Muh. ldrus dapat mengarang 
dalam bahasa Arab di samping bahasa Buton dan Melayu. Ke­
mampuan ini diperolehnya melalui pendidikan dalam keraton 
Buton. Pada saat itu dikenal seorang wanita yang bernama Wa 
Ode Samarati (Baluna Wasilomata) yang dapat disebut sebagai 
sasterawati karena kemampuannya menyusun karangan dengan 
judul Kanturuna Molingkana (Pelita = suluh bagi yang pergi) 
dalam bentuk puisi (kabanti) yang bernapaskan keagamaan. 24> 

Betita tradisi Konawe mengungkapkan bahwa Lakidente 
Mokole Konawe terakhir yang memerintah akhir abad ke 18 
sebelum diangkat jadi Mokole (Raja) Konawe dia belajar agama 
Islam di Wawonii kemudian Tinanggea (Kendari Selatan). lni 
menandakan bahwa kedua tempat dalam wilayah Konawe itu 
pada masa akhir abad ke 18 merupakan pusat-pusat pendidikan 
(pengajian) khususnya dalam bidang agama. 

Patut untuk diingat bahwa pendidikan pada masa-masa 
sebelum abad ke 20 ini menyangkut kebutuhan berbagai ilmu. 
Termasuk di dalamnya ilmu kemasyarakatan, filsafat, politik, 
hukum, ekonomi, bahasa dan lain-lain. Jadi bukan sekedar mem­
baca Al Qur'an (mengaji) dan sembahyang. 

2. Seni-Budaya 
Kehidupan seni budaya sampai pada akhir abad ke 19 dapat 

dikatakan merupaRan lanjutan dari kehidupan seni budaya pada 
masa-masa sebelumnya. Tarian-tarian rakyat yang diadakan pada 
berbagai peristiwa yang diadakan menurut tradisi masing-masing 
tetap berlangsung seperti masa sebelumnya. Jika ada perkem­
bangan terjadi bukanlah suatu kreasi tetapi adalah akibat dari 
perubahan situasi dan dari selera kelompok masyarakatnya. 
Penyebab utama dari perubahan situasi dan selera ini adalah 

2 4 ) A. M. Zahari 
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telah meratanya dan demikian mendalamnya pengetahuan akan 
agama Islam. 
Kesenian pada masa-masa itu bukan semata-mata sebagai hibur­
an tetapi yang pokok merupakan sarana ekspresi kelompok 
masyarakat dalam menghayati peristiwa tertentu yang diharuskan 
oleh tradisinya masing-masing. Penghayatan akan agama Islam 
yang membawa pengaruh besar akan kehidupan sosial tentunya 
membentuk pula akan situasi dan selera dalam menghayati seni 
budaya yang diwarisi secara tradisional. 

Namun demikian di Buton timbul suatu pengembangan 
pesat dalam bidang seni sastera, yaitu .munculnya sastra tulis. 
Seni sastra Kabanti (semacam pantun) yang sebelumnya digubah 
secara lisan menjelang pertengahan abad ke 19 telah digu bah 
secara tertulis. Sastra Buton yang terbesar adalah Sultan .Muh. 
Idrus ( 1824-1851) yang dapat menulis dalam tiga bahasa yaitu 
Wolio (Buton), Arab dan Melayu. Gubahan-gubahannya menjadi 
bahan bacaan dan pelajaran yang didendangkan di mana-mana 
dalam kerajaan Buton. Mungkin sejak jaman inilah dikenal alat 
musik baru di Buton (dan Muna) yaitu gambus. Kabanti dengan 
iringan gam bus tinggal merupakan alat hiburan sekaligus pen­
didikan. 

Untuk memperoleh sedikit gambaran tentang Kabanti gu­
bahan Muh. Idrus, di bawah ini diturunkan beberapa bait yang 
dikutip dari buku kepunyaan Sdr. A.M. Zahari: 
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1) Tazjikiri momanpodona oleh Sultan Muh. Idrus. 
" 
dunia sii mboreso. so.bantara 
lanciringana si - mbau peniuntoa 
dinua si - mboreso. mofana 
inda lagi iapaika antona 
arata - atawa oma - masia 
tea malingu nikmati inunca 

Artinya: 

dunia ini tempat tinggal sementara 
misalnya tempat perhentian sejenak 
dunia ini tempat tinggal tak kekal 
tidak kekal segala isinya 
harta benda maupun manusia 



2) 

dan segala nikmat di dalamnya. 

...... •, .................................... . 
0 nikununa lipu si - t!.f pata - ngu 
saro ingkita i lipu Wolio si -
ise ba - na ogau kao bitara 
maka si- mpo osaro tee tutura, 

Artinya: 

rukun negeri itu ada empat 
bagi kita di negeri Wolio (Bu ton) ini 
mula adalah politik (pemerintahan) lalu peradilan 
kemudian undang - undang dan peraturan. 

3. Dari Ajonga inda ma/usa (Pakaian yang tak pernah 
luntur) 
oleh Kenepulu Bula H. Abd. Rahman. 

maka o mia momatauna karona 
tee matau asa/a kamiana 
asada - da akskaro sara 
ahengga kea kapolina karona 
tuamosi - budina sabara mia 
malinguaka mancuana morikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artinya: 

(Tetapi) orang yang mengenal dirinya 
dan tahu asal - usulnya 
tetap berdiri dengan sara 
sesuai dengan kemampuan dirinya 
demikian itu budi mereka 
orang - orang tua yang terdahulu 

3. Ala.rn pikiran dan keoercayaan 

Agama Islam masuk ke Sulawesi Tenggara (mula-mula di 
Buton) sebelum 1550 dan sejak awal abad ke 17 lslam .merupa­
kan sendi kerajaan Buton. Sejak itu kehidupan sosial, politik 
dan budaya tersusun berlandaskan ajaran Islam. lbukota-ibukota 
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merupakan sentral pelajaran dan penyebaran Islam. Pada akhir 
abad ke 18 pulau Wawonii dan Tinanggea (Kendari Selatan) 
dan Patampanua (Kolaka Utara) merupakan pusat-pusat penga­
jian (pendidikan) agama Islam. 

Pemantapan Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan 
serta penyebarannya diawali dari istana, sebagaimana masuknya 
agama Islam juga diawali dari istana. Beberapa' raja dikenal se­
bagai penyebar dakwah Islamiyah dan mem bangun mesjid-mesjid 
dalam kerajaannya. Beberapa Sutan Buton setelah lepas dari 
jabatannya malah diangkat sebagai Lakina Agama (Lakina = 
raja). Kealiman dalam soal ilmu agama m~njadi syarat utama 
dalam pengangkatan · raja dan pejabat-pejabat kerajaan. Sultan 
Muh. Idrus (1824 - 1851) malah menyusun banyak buku dalam 
bentuk puisi (Kabanti) yang berisikan ajaran-ajaran agama yang 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. 
Raja Muna La Ode Saeto yang memerintah pada awal abad ke 
19 digelari Soramasigi karena jasanya dalam memperbaiki dan 
memperluas mesjid Kota Muna. Lakidente Mokole Konawe 
yang terakhir sebelum jadi raja memperdalam ilmu ke-lslaman­
nya pada guru-guru agama di Wawonii dan Tinanggea. Dari sini 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan sampai akhir 

I . 

abad ke 19 merupakan suatu kebutuhan m~syarakat yang uta-
ma. Kealiman dalam ilmu keagamaan dal~ segala aspek dan 
prospeknya menjadi idaman dari setiap .keluarga. Dengan kata 
lain bahwa pengetahuan dalam ilmu agama Islam menentukan 
status sosial (dan politik) dari setiap orang. 

Menjelang akhir abad ke 19 agama Islam dengan pusat 
pancaran dari istana telah dapat menjangkau sampai pelosok­
pelosok Sulawesi Tenggara dengan pengertian bahwa makin 
jauh dari pusat makin lemah pula daya pancarnya. 
Di samping istana telah muncul pula tempat-tempat lain yang 
merupakan pusat-pusat baru dalam proses Islamisasi. Perkem bang­
an pusat baru karena usaha · dari pendatang-pendatang dari luar 
khususnya dari Sulawesi Selatan yang beberapa diantaranya 
merupakan penganjur-pengajur Islam yang tangguh. 

Pulau Wawonii dan Tinanggea di selat Tiworo 5anyak ber­
singgungan dengan pendatang-pendatang dari luar karena letak­
nya di jalur pelayaran Sulawesi Selatan - Maluku (Ternate). 
Patampanua di Kolaka Utara banyak didatangi oleh penetap­
penetap dari Sulawesi Selatan utamanya dari kerajaan Luwu. 

44 



Di tiga tempat inilah pemuda-pemuda pedalaman Sulawesi 
Tenggara daratan berdatangan untuk belajar. 

Walaupun proses Islamisasi telah dapat menjangkau jauh 
ke pedalaman tetapi kehidupan tradisional di daerah tertentu 
masih tetap berlangsung sampai akhir abad ke 19. Keadaan ini 
terutama kelihatan pada daerah-daerah bawahan yang otonom 
di mana keluarga elitenya yaitu raja-raja setempat belum menja­
lankan syariat agama Islam. Dapat dikemukakan sebagai con­
toh adalah daerah Moronene (Poleang dan Rum bia). Kedua 
w'ilayah ini adalah wilayah Buton, tetapi masing-masingnya tetap 
mempunyai raja (Makole) yang berdaulat ke dalam 100% dengan 
kewajiban upeti tahunan pada Sulta~ Buton. Karena belum 
memeluk Islam maka seluruh rakyatnya tetap menganut keper­
cayaan nenek moyang mereka sebelumnya. 

Di pedalaman Konawe dan Mekongga banyak rakyat yang 
telah mengaku Islam tetapi tata cara kehidupannya masih belum 
berubah. Upacar~upacara tradisional masih berlangsung sebagai­
mana biasa. Keadaan ini terjadi pula di pedalaman Muna, di 
mana kehidupan tradisional menurut kepercayaan nenek moyang 
mereka masih sebagaimana biasa. Di daerah-daerah demikian ini 
tanda ke lslaman hanya berupa pengakuan saja dengan meman­
tangkan babi dan perubahan-perubahan mantera-mantera animis 
menjadi mantera-mantera yang di dalamnya kelihat.an adanya 
pengaruh Islam. 

Namun demikian semua kerajaan-kerajaan Sulawesi Teng­
gara adalah kerajaan yang diperintah dengan landasan Islam 
sekurang-kurangnya Islam merupakan agama kerajaan dengan 
perwujudan maximal pada Buton yang dinyatakan sebagai suatu 
Sultanat atau Kesultanan. Dari kerajaan-kerajaan Sulawesi 
Tenggara hanya Buton yang rajanya bergelar Sultan di mana 
Muna; Konawe dan Mekongga tetap memakai gelar-gelar tradi­
sionalnya. 

C. KEHIDUPAN EKONOMl 

Secara geografis Sulawesi Tenggara dapat dibagi atas dua 
wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Keadaan 
geografis ini tentunya mewarnai pula hidup penduduk, sehingga 
'dalam ·garis besarnya dapat pula dibedakan dua pola hidup rakyat 
Sulawesi Tenggara pada masa itu. Daerah Sulawesi Tenggara 
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dihuni oleh orang Tolaki dan orang Moronene di ujung bagian 
barat daya (Poleang dan Rumbia), sedangkan kepulauan dihuni 
oleh beberapa suku. Yang terbesar adalah suku Muna dan se­
bagian pulau Buton, kemudian suku Buton yang sebenamya ter­
diri dari beberapa suku-suku termasuk penduduk Wakatobi (p.p. 
Tukang B.esi), sedangkan penduduk pulau Kabaena termasuk 
suku Moronene. 

Penduduk bagian daratan Sulawesi Tenggara penduduknya 
hidup dari pertanian, sedangkan daerah kepulauan penduduknya 
hidup dari bertani, nelayan dan berdagang. Makanan pokok 
orang Tolaki adalah beras dan sagu. Padi yang ditanam adalah 
padi ladang. Bersawah belum dikenal. Sejak awal tumbuhnya 
kerajaan Mekongga (sekitar akhir abad ke 15) menurut tradisi 
telah dikenal oleh orang Tolaki jenis padi yang disebut Pae .Me­
rare (padi cepat) yang dipanen setelah berumur I 00 hari. Orang 
Moronene termasuk penduduk pulau Kabaena hidup dengan ma­
kanan pokok beras. Cara menanam padi dari orang T olaki dan 
Moronene adalah perladangan berpindah-pindah. Luas dan subur­
nya tanah dengan penduduk yang jarang memungJqnkan sis­
tim pertanian yang demikian gampang ini dengan hasil tetap 
tanpa mengurangi kandungan tanah secara drastis. Bekas ladang 
dapat diperladangi kem bali sesudah 5 sampai 8 tahun. Perladangan 
dengan sistem demikian ini secara turun-temurun menimbulkan 
gerakan perpindahan penduduk. Pada saat-saat terakhir di mana 
sistem berpindah-pindah seakan-akan tidak mungkin lagi bertam­
bahnya penduduk berakibat tim bulnya daerah-daerah minus 
di pusat wilayah kediaman penduduk, yang sekarang ditandai 
dengan luasnya padang alang-alang, karena terlalu seringnya 
perladangan. Keuntungan bagi orang Tolaki kemudian karena 
adanya tumbuhan sagu yang juga merupakan makanan pokok 
di samping beras. Sampai sekarang ini beras ladang masih diha­
silkan oleh orang Tolaki dan disebut beras daerah yang nasiriya 
lembut dan berwama merah. 

Orang Muna dan Buton makanan pokoknya adalah ubi­
ubian dan jagun.g. Jenis ubi yang paling banyak ditanam adalah 
lame Butung 25>. yang ubinya tunggal dan besar yang oleh orang 
Buton disebut Uwi dan oleh orang Muna Mafu. (Makanan dalam 
bahasa Muna adalah Furna) Jenis ubi-ubian yang lain adalah 

25) Ligtvoet, hal. 4. 
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Ghofa (Muna) atau Opa (Buton). Tradisi Muna mengungkapkan 
bahwa jagung dikenal di sana sejak abad ke 16 melalui Ternate. 
Sejak itu jagung merupakan makanan pokok di samping ubi­
ubian yang menggantikan kedudukan Wute sau yang sebelumnya 
dikenal pula sebagai makanan pokok. Ubi kayu jenis beracun 
juga merupakan makanan pokok di Buton dan Muna. Ubi kayu 
(uwi kau bhs. Buton) yang beracun ini diolah sedemikian rupa 
(direndam/dicuci) sehingga dapat langsung dimasak (dikukus 
ump) ataukah dijemur untuk pengawetan menjadi ubi kayu kering 
yang disebut Kabu to. Jenis ubi kayu yang tidak beracun dikeniµ 
di Buton/Muna sesudah abad ke 20 (jaman Belanda) dan disebut 
uwi kau Ambo (ubi kayu Ambon) atau (ubi kayu) landibau. 
Landibau berasal dari bahasa Belanda Landbouw. Makanan­
makanan pokok beras, jagung, uwi (mafu) dan ubi kayu ber­
variasi tiap wilayah, jadi tidak meliputi seluruh kerajaan. Yang 
hampir merata dimakan oleh penduduk adalah jagung dan ubi 
kayu. Penghasilan wilayah mencerminkan pula jenis pajak (weti) 
yang .dipikulkan kepada wilayah tersebut. Ada pajak (weti) yang 
berupa jagung, kabuto (ubi kayu), lano, padi/beras, hasil laut 
dan lain-lain. Penghasilan spesifik wilayah, di samping ada pula 
yang berupa uang dalam kesatuan Boka. 1 Boka Buton =Fl. 1,20, 
sedangkan 1 Boka Muna = Fl. 1,40. 

Di sementara tempat di Buton dan Muna pada abad ke 
19 juga ditanam padi. Kebutuhan beras untuk kepulauan (Buton 
dan Muna) rupanya untuk golongan elite dan para pendatang 
yang menetap di sana didatangkan dari Makassar (beras putih) 26

) 

dan dari Kendari dari Moramo didatangkan beras merah (dalam 
bentuk gabah 27>. Beras dari Moronene (Poleang, Rumbia, Ka­
baena) dan Lasalimu tidak mencukupi kebutuhan. Sampai pada 
akhir abad ke 19 cara pertanian ( dan alat-alat yang dipergunakan) 
masih berlangsung secara tradisional dengan alat-alat yang seder­
hana. Peralatan besi telah dikenal penduduk sejak sebelum tum­
buhnya kerajaan-kerajaan setempat. Semua kelompok suku 
mengenal pandai besi. Pandai besi ini mem bu at senjata-senjata 
dan alat-alat pertanian. Pengolahan hasil pertanian juga masih 
tradisional untuk konsumsi sendiri, walaupun sistem gabah untuk 
tujuan ekspor telah dikenal di Konawe (Laiwui). Pengerjaan ga-

26) Ibid, hal 9. 
27) Ibid, hal 4. 
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bah yaitu merontokkan padi dari bulirnya' dikerjakan dengan 
cara moluloi yaitu menginjak-nginjak sambil dilumat dengan ke­
dua telapak kaki. Cara ini sebelumnya hanya untuk keperluan 
penyediaan bibit. 

Tanaman pangan yang lain adalah pisang, kelapa dan khu­
sus di Buton (p. Siompu, p. Kadatua) juga ditanam jeruk (/emo) 

. cina yang disebut makolona Patani (makolo = a5am (ras), Patani 
yaitu Patani di Malaysia) 28

). Di Muna banyak ditanam kopi 
yang hasilnya dapat diperdagangkan ke luar. Walaupun kelapa 
banyak ditanam oleh penduduk tetapi kopra tidak dihasilkan 
oleh Sulawesi Tenggara pada abad ke 19. Penanaman kelapa 
metupakan tanaman penduduk di kampung-kampung dan kebun­
kebun sebagai tanaman sambilan jadi tidak merupakan perke­
bunan-perkebunan khusus. Rupanya kopi demikian pula, tetapi 
cukup massal sehingga hasilnya dapat diperdagangkan ke luar. 

Pendudu~ pantai utamanya di pulau-pulau hidup pula se­
bagai nelayan. Kehidupan nelayan ini dikerjakan di samping me­
ngolah tanah untuk kebutuhan primemya. Nelayan di sini tidak 
saja menangkap ikan tetapi usahanya meliputi pengumpulan 
teripang, penangkapan penyu dan pencarian rumput laut (agar­
agar) malah penyelaman mutiara dan hasil-hasil laut lainnya. 
Sebagian penduduk kepulauan juga melakukan perdagangan. 
Pejabat-pejabat kerajaan Buton banyak yang mempunyai perahu­
perahu dagang yang dioperasikan untuk mengambil/membawa 
muatan dari dan ,ke Maluku. Pelayar-pelayar Buton ada yang 
berlayar sampai ke Singapura. Yang menonjol dalam pelayaran 
adalah orang Buton dari pulau-pulau Tukang Besi (Wakatobi). 
Perahu yang dipergunakan dalam pelayaran antar pulau adalah 
perahu jenis sope I lambo dengan tonage antara '3 sampai 5.ton. 
D'orongan utama dari penduduk pulau-pulau Wakatobi dalam 
pelayaran antar pulau ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok 
(makanan pokok) yang tidak dapat dihasilkan dari pulau-pulau 
mereka yang kecil dan berkarang itu. · Perahu-perahu mereka 
amat memegang peranan atas pengangkutan muatan antar pulau 
di Maluku dan banyak pula yang berlayar ke Jawa, sampai-sampai 
ke Singapura Kebutuhan pokok mereka terutama diambil dari 
Buton/Muna dan pantai selatan Konawe (Liwui) di selat Tiwcr 
ro. 

28) Ibid, hal. 
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Sampai pada akhir abad ke 19 Sulawesi Tenggara menge­
luarkan hasil-hasil: teripang, penyu, agar-agar, kopi, lilin (lebah), 
mutiara, kulit dan tanduk kerbau, ekor ikan (yu), kapas/kapok, 
karoro, bahan-bahan pewarna dari akar bingkuru atau bangkudu 
(merah) dan kulit pohon soga (hitam), dan balasarl (bahan ke­
menyan). 29> Barang-barang. yang didatangkan adalah: beras 
(khusus di Buton), candu, besi, barang pecah belah, dan kain­
kain dan benang. 

Jabatan Syahbandar (Sabandara) yang mengurus bea ma­
suk pelabuhan dan sebagai penghubung dari para pedagang dari 
luar, dikenal dalam Kesultanan Buton sejak jaman VOC. Jabatan 
ini dikenal pula pada kerajaan Konawe walaupun fungsinya sejak 
pertengahan abad ke 17 berubah menjadi Kepala Wilayah. Di 
Muna fungsi Syahbandar dilakukan oleh Kepala Ba.ratanya (Lo­
hia dan W asolangka). Salah satu sebab dari perselisihan Raja 
Muna dengan Lde Ngkada (Kapitalau Lohia) pada 1861 adalah 
masalah pembagian hasil bea pelabuhan Lohia. Pada abad ke 
f9 pelabuhan-pelabuhan Sulawesi Tenggara adalah Bau-Bau, 
Lohia, Wasolangka, Tiworo, Tinanggea, Moramo dan Kendari. 

Dalam perdagangan uang Belanda menjadi alat tukar uta­
ma. Buton mempunyai alat tukar khusus yang terbuat dari se­
penggal tenunan dan disebut kampua atau bid.a. Kampua ini 
diperbaharui tiap tahun yang hanya berlaku dalam kerajaan 
Buton dll!l rupanya menjadi alat tukar hanya bagi orang Buton 
tidak pada pedagang-pedagang dari luar. Empat puluh kampua 
bernilai 10 sen ( een nieuwe dubbe/tjes). Karena uang Belanda 
tidak merata dipunyai oleh penduduk maka alat tukar yang 
banyak dipakai di samping uang adalah garam dan gambir. Se­
puluh cupak (tempurung) garam atau 20 potong gambir bernilai 
sama dengan 10 sen ( een nieuwe dubbeltjes). 30> 

Di samping pembuatan alat-alat besi juga dibuat perahu­
perahu sendiri. Pulau Muna banyak menghasilkan kayu termasuk 
kayu jati yang rupanya pada waktu sampai akhir abad ke 19 
diperdagangkan ke luar tetapi dipergunakan sendiri untuk ke­
butuhan pembuatan perahu dan rumah. 

Kerajinan rumah adalah menenun kain sarung. Tenunan 
ini banyak dari kapas yang ditanam sendiri tetapi ada pula yang 

29) Ibid, hal. 5 dan 6. 

30) Ibid, hal. 10. 
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..----- - -

' ditenun dari benang dari luar. Sarung Buton dan Muna mem­
punyai ciri tersendiri. Tenunan Buton pada abad ke 19 (mungkin 
sebelumnya) selalu menjadi pelengkap sebagai pengiring dari 
semua surat-surat Sultan Buton kepada pembesar Belanda di 
Makassar atau pada kerajaan-kerajaan sahabat. Bertenun pada 
orang Tolaki tidak sepesat di" Buton. Orang Tolaki pada abad 
ke 19 masih mengolah kulit kayu sebagai pengganti kain. Kulit 
kayu ini diproses sedemikian rupa sehingga dikenal adanya Kina­
wo halus dan kasar. Proses ini termasuk pewarnaan. 

Perairan Sulawesi Tenggara sejak dikenalnya perdagangan 
rempah-rempah (sebelum VOC) merupakan jalur pelayaran yang 
ramai. Ada tiga jalur yang laziin dilalui yaitu: 

1. Jalur Makassar - (Selat) Tiworo - Wawonii - Bung­
ku (Tombuku) - Banggai - Ternate, dengan kemung­
kinan singgah Selayar, Sinjai, Kabaena, Poleang/Rumbia, 
Tinanggea, Moramq Kendari. 

2. Jalur Makassar - Bau-Bau - Lohia, (Muria) - Wanoii 
seterusnya Bungku, Banggai, Ternate. 

3. Jalur Makassar - Bau-Bau - Wakatobi (p.p. Tukang 
Besi) - Buru - Ambon - Banda. 

Jalur lain yang penting untuk sampai ke Bau-Bau dan se­
terusnya adalah Jawa - Flores - Bau-Bau dengan kemungkinan 
singgah di tempat-tempat sekitarnya. Pada jaman VOC kemudian 
Hindia Belanda jalur 2 dan 3 lebih banyak dipergunakan sedang­
kan pelayar-pelayar Bugis/Makassar lebih banyak menggunakan 
j alur 1 kadang-kadang jalur 3 . 

Sesudah kapal api dikenal dalam pelayaran di Indonesia, 
maka pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk mem­
bangun gudang arang batu di Sulawesi T~nggara untuk keper­
luan kapal-kapalnya. Ada dua tempat yang menjadi pertimbangan 
yaitu Kendari (Vosmaersbaai) dan Buton (Bau-Bau). 30 Akhir­
nya pilihan jatuh pada Bau-Bau. Pem bangunan gudang arang 
di Bau-Bau selesai pada 1858, yang khusus untuk kapal-kapal 
Pemerintah dan angkatan perang Hindia Belanda. Kemudian 
yaitu sejak bulan Pebruari 1877 kapal-kapal dari Nederlandsch 
/ndische Stoomvaartmaatschappij secara tetap sebulan sekali 

31) Ibid, hal. 100. 
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menghubungkan M~kassar dan Buton yang dengan sendirinya 
menjadikan Bau-Bau sebagai pintu utama Sulawesi Tenggara. 
Namun demikian pelayaran pantai dan antar pulau tetap ditangani 
pelayar-pelayar Buton dan juga Bugis. Pada saat itu orang-orang 
Bugis banyak menjadi penetap-penetap di Tiworo, Tinanggea, 
Kendari dan Patampanua (Kolaka Utara). Pendatang penetap 
ini rupanya tidak menjadi Kawula langsung dari pemerintah 
pemerintah tradisional setempat. Di Kendari (Vosmaersbaai) 
mereka mengangkat seorang pimpinan tersendiri yang menje­
lang akhir abad ke 19 dipegang oleh Daeng Pawata yaitu anak 
Daeng Sirua dengan Putiri Daeng Lo/o putri dari Arung Ba-

32> kung. 
Di Patampanua (Kolaka Utara) pendatang penetap Bugis 

Luwu malah dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Wilayah 
tradisional setempat. Kelompok pendatang - penetap ini meme­
gang peranan penting dalam perdagangan pantai dan antar pulau, 
di samping penduduk setempat yang sejak mula memegang peran­
an dalam kegiatan pelayaran. 

32) Ibid, hal . 22 (Silsilah Arung Balcung). 
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BAB Ill 

KEADAAN DI DAERAH SULAWESI 1'ENGGARA 
DARI TAHON.± 1900 - 19.28 

A. PENGARUH POLIDK KOLONIAL BELANDA DAN 
DESENTRALISASI DI SULAWESI TENGGARA · 

1. Masuknya Belanda 

Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda tidak langsung me­
masuki ·wilayah Sulawesi Tenggara sebelum tahun 1906. Per­
janjian-perjanjian panjang (Long Contract) sesudah perteRgah­
an abad ke 19· yang ditandatan.gani oleh Sultan Buton (meliputi 
Muna) pada 1873, Raja Laiwui (wilayahnya sebagian dari bekas 
Konawe) pada tahun 1858 dan 1885 dan Datu Luwu (yang 
dianggap membawahi Mekongga) pada tahun 1861 dan 1887, 
walaupun berisi pengakuan bahwa wilayah-wilayahnya meru­
pakan wilayah Hindia Belanda, tetapi nyatanya kerajaan-kera­
jaan itu masih berdaulat dalam mengurus pemerintahannya tan­
pa campur tangan dari Pemerintah Belanda. Perjanjian-perjanjian 
itu berfungsi sebagai ikatan bondgenootshap dengan Belanda 
sebagai saudara tua. 

Sultan Muh. Shailihi yang menandatangani Perjanjian Buton 
- Belanda pada tahun 1873 digantikan oleh Muh. Umar yang 
memerintah pada 1885 - 1904. Pada saat itu Belanda hendak 
memaksakan penempatan aparat Pemerintahannya di Buton 
tetapi ditolak dengan tegas oleh Sultan Muh. Umar. Malah be­
liau mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda 
dengan mendirikan pusat-pusat pertahanan (benteng) di beberapa 
tempat dalam kerajaannya. 

Sultan Muh. Umar meninggal pada 1904. Sebagaimana di­
tentukan dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya bahwa peng­
angkatan raja baru harus mendapat persetujuan dari Belanda, 
maka penggantian Sultan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 
Belanda. Calon utama pengganti Umar adalah La Ode Akhmat 
Maktubu anka Sultan Shailihi dari putri raja Muna Oa Ode Bulai 
(golongan Kumbewaha). namun yang terpilih adalah Muh Asyi­
kin dengan gelar Sultan Aidhil Rahim (golongan Tapi-tapi). 
Penetapan raja baru ini harus mendapat persetujuan dari Belan­
da. Dalam keadaan inilah maka pada 2 April 1906 Residen Brug-
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man datang di Buton dengan kapal de Ruyter. Setelah melalui 
proses perundingan_ anta~ pembesar-pembesar kerajaan Buton, 
La Ode Akhmad Maktubu dan La Ode Jjo Kapitalao Lohia di 
Muna yang , waktu itu merupakan orang kuat di Muna secara 
terpisah, maka Sultan Buton yang baru Muh. Asyikin (1906 -
19I'1) menandatangani Perjanjian Panjang dengan Brugman' 
dan menyetujui penempatan 1

' aparirt pemerintahan Belanda 
di Buton pada 8 April 1906. Akhmad Maktubu kemudian diang­
kat sebagili Raja Muna. Penandatanganan perjanjian 1906 i.tu· 
sebetulnya mendapat tantangan dari beberapa pejabat kerajaan 
Buton. · Muh. Asyikin sendiri segan mengakuinya tetapi atas 
dorongan beberapa pembesamya perjanjian itu jadi ditanda­
tanganinya. Beberapa saat kemudian Sultan baru ini mengingkari 
perjanjian tersebut sehingga pada 26 April kembali Brugman 
berada di B.au-Bau dengan kekuatan tentara. Sultan terpaksa 
tundu~. Dengan demikian maka sejak 1906 di Buton ditempat­
kan tentara dan apara~-aparat peme,rintahan Belanda yang mula­
mula dipimpin oleh Kapten J. van Hecht dan Munting Hapjuis. 
Van Hecht diganti oleh Kapten Walraven pada 1907. 

' Beberapa pembesar kerajaan yang tidak hadir dan tidak 
mau menandatangani perjanjian 1906 kemudian ditangkap dan 
diasingkanke Makassar:·Mereka itu adalah: 

a. Ani Abdullatif (Kenepulu) dengan , putra-putranya: 
Muh. Hamidi (Remudian jadi Sultan) dan Muh. Falihi 
(kemudian jadi Sultan terakhir). 

b. Muh. Zuhri (Lakina Surawolio), adik Ani Abdullatif 
' ' 

c. Abd. Hasan (Bonto Ogei;ia Matanayeo) dengan putra-
putranya: La Moke (kemudian Kepala Distrik), dan 
La ~idi (kemudian Bonto Ogena Sukanayeo). 

d. La Sahidu (Bonto Ogena Sukanayeo) dengan putra­
nya: La Taloi;nbo (B.onto Baluwu). 

Beberapa bulan kemudian n:iereka dikembalikan ke Buton (24 
Desember 1907). 

Untuk jelasnya di bawah ini dicantumkan Perjanjian 8 
April 1906 yang dikutip dari naskah A.M. Zahari yang diter­
jemahkannya dari teks Bahasa wolio (Buton) 1 

1) A.M. Zahari, Kumpulan Perjanjian K~rajaan Buton. (Naskah) 
,, I• 
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Pasal 'l. Sultan Buton dan orang-orang besarriya serta semua 
Ment'eri-menteri.hya berjanji akan patuh dan taat serta 
'setia kepada Raja BeHmda atau wakilnya;' · 

'\ '' •• 'I ' . ' ' J ' 
Pasal .: '.f. Kerajaan Buton beserta . semu~ pulau-;pµlaunya dan 

lautnya masu;k Qi, dalam wilayah kekuasaan Guvrr-
!lemen Belandai t> . 1 1 , 

Pasal 3'. 'Segala · sesuatunya sudah diputuskan · dan diserahka.n 
oleh Sultan Muh. Aidhil Rakhiyn bersama orang-orang 

r· besarnya serta Menteri-menterinya kepada Guver­
nemen. Belanda . di· mana Belanda telah menerima pe­
nyerahan Kerajaan Buton kepada Guvernemen Be­
landa. 

Pasal 4.' a) ' tidak dibenarkan Kerajaan Bu ton diberikan kepada 
bangsa lain kecuali Beland~, balk dilakukaii oleh 

I. J Sultan atau oleh orang seorang lainnya; 
. '·· ,•. \. ' 

b) tidak dibenarkan Sultan Bu ton a tau orang-orang 
besarnya mengirim surat kepada bangsa lain; 

I 

Pasal 5. a) mengangkat dan melepaskan pegawai dari jabatan 
Sultan maupun jabatan bawahan harus disam­
paikan kepada Guvernemen Belanda; 

I I 

Pasal 6. 

Pasal 7. 

b) t~"1~Wt penyimpanan alat kebesaran , kesultanan 
(parintana Qaluwu Perop~) , diten~ukan pada 
pejabat Sapati; 

'-' ' 

Sultan dan orang-orang besarnya serta menteri-menteri-
nya' wajib mentaati perintah Guvetnemen Belanda 
atau wakilnya; 

Pembesar Belanda di Makassar atau orang-orang besar­
nya dapat membuat sesuatu ketentuan ·~yang akan di­
perlakukan di dalam Kerajaan Buton; 

Pasal 8. Sultan Buton dan orang-orang besarnya berjanji: 
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' 
a) tidak akan m~ngadakan mµsya~arah dengan 

kerajaan lain yang · berada di bawah kt'.kuasaan 
Guvernem~n Belanda; 

b) Guvernemen Belanda ada sesuatu pekerjaan di 
dalam Kerajaan Buton seperti. membuat benteng 
pertahanan dan lain-lain tidak dapat dirombak 



kecuali Guvernemen Belanda sendiri yang mela­
kukannya atau atas perintah Guvernemen Be­
landa; 

Pasal 9. Sultan Buton dan orang-orang besarnya akan menyiar-
. kan kepada rakyat supaya memakai bendera Belanda 

di laut maupun di darat tidak boleh sekali-kali me­
makai bendera yang lain kecuali Sultan Buton dapat 
memakai bendera kerajaannya tetapi harus bersama 
dengan bendera Belanda; 

Pasal l 0. Guvernemen Belanda atau wakilnya dapat menjual 
atau membeli sesuatu yang menguntungkan apabila 

« meminta bantuan karena menemui kesukaran di dalam 
pekerjaannya itu wajib diberikan dan dipenuhi; 

Pasal 11. a) apabila Guvernemen Belanda membuat benteng 
di dalam Kerajaan Buton, dapat pula menempat­
kan pada benteng itu orang-orang Belanda se­
bagai penjaganya dan atau di mana saja tempat 
dibangunnya benteng; 

Pasal 

P n•f 

b) apabila di dalam benteng itu dibangun dengan 
rumahnya maka wajib diberi bantuan tenaga kerja 
yang mereka itu diberi upah oleh Guvernemen 
Belanda; 

c) apabila sebab akibat daripada pembuatan ben­
teng itu tidak mendatangkan keuntungan bagi 
Guvernemen Belanda maka segala kerugian men­
jadi tanggung jawab Guvernemen Belanda sen­
diri; 

12~ Sultan Buton dan orang-orang besarnya berjanji: 

a) bila Guvernemen Belanda mendapat suatu keun­
tun~a~ atas usaha pekerjaannya di dalam kera­
jaan Buton maka Sultan dan anggota-anggota­
nya akan mendapat pernbagian berupa pembe­
rian dari Guvernemen Belanda; 

b) Sultan Buton dan orang-orang besarnya tidak 
dibenarkan untuk membuat sesuatu di dalam 
kerajaannya kecuali ada izin dan setahu Guver­
nemen Belanda di Makassar atau wakilnya; 

I 
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I ~) 

d) 
. - I 

Sultan Buton dan . orang-orang besamya wajib 
memberikan pas perahu atau pas jalan kepada 
setiap nakhoda yang berlayar; 

• • • T I ... 

demikicµt, pula tertJadap kapal apabila meminta 
swat pas wajib diberikan; 

Pasal 13. a) ·• Sultan Buton dan orang•orang besarnya tidak 
dibenarkan untuk memberikan keleluasaan ke­
pada bangsa lain untuk berdiam di i dalam kera­
jaannya, .kecuali d.engjlll , izin Guvememen Be-

I 1 
landa; --

b) . bangsa lain , apabila datang berdagang di Buton 
diperkenankan tetapi kalau sudah sampai tiga 

, . b_ulan lamanya tinggal di pelabuhan Buton maka 
wajib diberitahu~an hal itu kepada Guvememen 
Belanda; . 

Pasal 14. Guvememen Belanda memberikan ·kekuasaan kepada 
mereka yang mencari ·benda peninggalan benda pur­
bakala _ di dalam tanah ( = kalamuia, bahasa Wolio) 
di dalam kerajaan Btiton dan bila Guvememen men-

.• , d<!pat benda yang demi]Qan maka .Guvememen Belanda 
akan mengadakan permuf akatan dengan Sultan dan 
orang-orang besar kerajaan untuk · mendapatkan per-

1' mufakatan dan persesuaian tentang pembagian keun­
l' tungan :menurut nil~ dari benda yang didapat; 

I 

Pasal 15. Sultan Buton dan orang-or~ng besar kerajaannya akan 
menetap}(an bea serta bagian dari tanah yang mengan­
dung sesuatu yang menguntungkan permufakatan 
atau persesuaian yang tidak mendatangkan kerugian 
bagi orang banyak; 

Pasal 16. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya ti-' . . . 
dak dil;>enarkan untuk: menghitung-hitung bea seperti 
yang sudah-sudah dan mencari tahu dan menyelidiki 
pekerjaan yang dilakukan oleh Guvememen Belanda 
di 'dalam kerajaan Buton; 

Pasal 17. Guvememen Belanda berkuasa · untuk menetapkan 
bea barang masuk ke luar dan apa yang ditetapkan 
w~jfb dip~tuhi dan dilaksanakan: 
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Pasal 18. Guvememen Belanda menghitung segaJa orang yang 
masuk pekerjaan masing-masing bangsa seperti yang 
temyata pada pasal 19 yang berikut ini; 

Pasal 19. Yang dimaksud rakyat Guvememen Belanda yang 
akan melakukan pekerjaan di Buton yang disebutkan 
bangsa Eropa atau yang sesamanya bukan orang di 
tanah Makassar, harus memenuhi segala ketentuan 
dan segala perintah Guvememen Belanda dan mereka 
itu masuk dan tunduk di bawah hukum kekuasaan 
Guvememen Belanda; 

Pasal 20. Semua orang penduduk asli yang bekerja bila ada 
pekerjaan karena membuat kesalahan dijatuhi hukum­
an oleh Guvememen Belanda sendiri dengan tidak me­
mandang tinggi rendahnya kedudukan orang itu; 

Pasal 21. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya bila 
ada rakyatnya yang mendapat kesalahan wajib me­
meriksa perkaranya untuk kemudian diadili menu­
rut berat ringan perkara itu; 

Pasal 22. a) Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaan­
nya mematuhi dan mentaati ketentuan di dalam 
kontrak perjanjian ini karena kerajaannya telah 
diserahkan dan diperintah oleh Guvememen 
Belanda; 

b) kepada orang-orang Cina yang tinggal di Bu ton 
telah menjadi besar karena Guvememen Belanda 
yang karena itu pula apabila mereka meminta 
bantuan perlu diberikan seperti juga membantu 
Guvernemen Belanda; 

Pasal 23. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya wajib 
menghukum orang yang bekerja malas atau bekerja 
sedikit, tetapi orang Guvernemen Belanda tidak bo­
leh; 

Pasal 24. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya wa­
jib memelihara kebaikan jalan-jalan yang dibuat oleh 
Guvernemen Belanda baik jalan besar atau kecil bila 
ada terdapat orang yang merusakkannya, maka rak­
yat Buton dinyatakan bersalah di muka Guvememen 
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Belanda; 
.(j ! 

Pasal 25. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya tidak 
dibenarkan untuk menjual atau membeli budak atau 

~ menangkap dan menjualnya kepada orang , lain dan 
supaya ketentuan ini disebar luaskan kepada rakyat; 

Pasal 26. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya mene-
. fapkan baik di laut maupun di darat atau di kali untuk 
menumpaskan perampok-perampok di mana saja di­
ketahui adanya di dalam Kerajaan Buton wajib di­
cari dan ditangkapnya; 

Pasal 27. Sultan Buton dan orang-orang besar kerjaannya wajib 
memberikan bantuan kepada kapal dan perahu yang 
mendapat kecelakaan di dalam wilayah perairan ke­
rajaannya terhadap orang-orai:ig dan barang-barang 
dari yang bersangkutan dan wajib dijamin keselamatan­
nya; 

Pasal 28. Segala sesuatu seperti pembelian atau penjualan sen­
jata tidak diperkenankan lagi oleh Guvernemen Belanda 
baik di darat maupun di laut; 

Pasal 29. Sultan Buton dan orang-orang besar kerajaannya sudah 
mengakui dan telah disampaikan oleh Guvernemen 
Belanda bahwa segala perjanjian yang Jama yang sudah 
sudah yang dibicarakan dahulu bila tidak sama dengan 
perjanjian ini dinyatakan batal dan perjanjian ini sudclh 
dimufakati dan masing-masing mengangkat sumpah 
di muka Residen Brugman. 

La Ode Asyikin digantikan oleh Muh. Husain sebagai Sultan 
Buton dan. dia ini menandatangani Korte verklaring pada 30 
Agustus 1912. Korte verklaring berisikan pengakuan seorang 
raja bahwa . negerinya adalah bagian dari Hindia Belanda dan 
sebagai jajahan Raja Be.landa dan Gubernur Hindia Belanda. 

, "uit wiens handen ik het bestuur over het 
landschap aanvaard" 2> 

La Ode Akhmad Maktubu yang sebenarnya calon kuat 

2) Mededeelingen, Serie A No. 3, hal 531. ' ' 
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untuk jabatan Sultan Buton diangkat sebagai raja Muna setelah 
orang kuat Muna La Ode Ijo menyetujui dalam pertemuan de­
ngan ·Residen Brugman di Bau-Bau. 
Sebenarnya pada saat itu para bangsawan Muna tidak menye­
tujui kedatangan Belanda di sana. Pengambilan La Ode Ijo (cucu 
La Ode Ngkada, Kantolalo) dari Lohia ke Bau-Bau berhasil dengan 
tipu muslihat Belanda. 
Memang saat itu kedudukan Raja Muna sedang low.ong sejak 
wafatnya Raja Muna La Ode Kaili ( 1872 - 1899). Dewan Ke­
rajaan tidak berhasil memiijh seorang raja baru karena para bang­
sawan yang masing-masingnya mempunyai pengikut dan senjata 
termasuk meriam-meriam sating bersaingan, sampai kadang-kadang 
hampir meletuskan pertempuran terbuka. Keadaan ini dipergu­
nakan baik-baik oleh Belanda. 

Di sini kelihatan taktik licik dari Belanda. La Ode Akhmad 
Maktubu yang merupakan calon kuat untuk jabatan Sultan Bu­
ton ditempatkan di Muna di mana dia secara pribadi tidak punya 
pengaruh kuat, sedangkan jika jadi Sultan Buton malah dapat 
merepotkan Belanda. Sistim elite Buton juga diperalat Belanda 
yaitu sistim tiga aliran bangsawan ( Kamboru-mboru ta lu palena) 
di mana La Ode Akhmad Maktubu dari aliran Kumbewaha sedang 
La Ode Asyikin dari Tapi-tapi. Kedudukan Asyikin terancam 
jika tidak menandatangani perjanjiart dengan Belan~a dan pasti 
golongan lain akan muncul sebagai Sultan. La Ode Akhma~ 
datang di Muna bersama kesatuan tentara Belanda yang dipim­
pin oleh Let. Inf. Paliack - 1907. 

Beberapa bangsawan Muna merencanakan untuk mengadakan 
perlawanan, malah juga La Ode Ijo (Kapitalao Lohia). Kawan­
kawan La Ode Ijo dalam merencanakan perlawanan itu adalah: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Laode Dundu (Aro Kasaka) 
Laode Abd. Rasul (Aro Mantobua) 
Laode Agu (Kino Tobea) 
Laode Tumada (Aro Labora) 
Laode Muhama (Kapitalao Marobea) 
Kapitalao Laimpi 3 > 

Atas nasehat Bonto Bolano (Perdana Menteri) La Nii tentang 

3) Muna. 
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sia-sianya perlawanan yang direncanakan itu di samping taktik 
Beland.a yang berhasil · memecahkan kelomp6k ·bangsawan ini 
dengan ' berhasilnya membujuk La Ode Ijo, pel'lawanan mereka 
gagal sama sekali. Muna tidak pernah -menandatangani suatu 
perjanjian·' dengan· 'Belanda. Perjanjian Asyikin - Brugman ( 1906) 
juga meliputi Muna, karena bagi Belanda Muna adalah :wilayah 
Buton. Dengan kata lain bahwa raja Muna bebas mengunfs negeri­
nya adalah tunduk pada Sultan Buton. Perjanjian-perjanjian 
dengan Buton·juga mengikat Muna. 

Ranomeeto sejak awal abad ke 19 telah menyatakan diri 
sebagai suafu ·kerajaan yang berdaulat dengan ·nama Liwui dan 
mengadakan hubungan luar antaranya dengan Belanda (Lang 
Contract 1858) . . Pada J 6 .A:pril 1906 Sao-Sao Raja Laiwui ( 1871 -
1928) menandatangani Lang Contract yang juga pemah dilaku­
kannya pada 1885. 

Sejak · itu maka •di Kendari ditempatkanlah seorang Gezag­
hebber. Namun demikian kekuasaan Belanda belum dapat 
mencapai daerah;.daerah di luar kektia8aan Sao-Sao (Raja Lawui). 
Pemimpin-pemitnpin wilayah bekas Konawe di· luar Ranomeeto 
(Lawui) tetap tidak mengakui Sao-Sao sebagai raja mereka yang 
menentang kedatangan Belanda ke wilayahnya. Mereka menya­
dari bahwa kedatangan Belanda merupakan ancaman fatal bagi 
pengaruh politik mereka dan akan merusak tata kehidupan tra­
disional mereka secara turun-temurun. Di setiap tempat yang 
didatangi Belanda pastilah terjadi perlawanan-perlawanan se­
ngit: 
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a. Di Unaaha, (bekas ibu kota Konawe) Watukila (Peng­
gawa Tongauna), Sumuale Sulewata Wcnyotobi), Wulu­
moQito (Puutobu Tuoi) mengorganisasi kekuatan 
rakyat untuk menghadapi Belanda. 

b. Lapotendo menghadang ekspedisi Controleur Bekker 
pada 1907 tetapi gagal yang kemudian menyerang 
ekspedisi Kapten Helleks di Palarahi (Wawotobi) pada 
1908. 

c. Ekspedisi Controleur van Eys dan Kapten Helleks 
diserang oleh Lapadi di Windo 1908. Perlawanan La­
padi berlangsung sampai 1910. Ia ditangkap di Nga­
paman<lati, tetapi dapat meloloskan diri dari tahanan. 
Dalam pasukan Lapadi dikenal seorang wanita yang 



. ·-:;,,· 

berani yaitu Aliyna. 

d. Di Tongauna seorang wanita bernama Weribundu 
dengan . teman-temannya (pria), mempersiapkan pula 
perlawanan. 

e. Matasala membunuh pionir Belanda (Han Po Seng) 
· Lahalutu (Pudai) dan di Bai to Polonui memimpin 
perlawanan. 

f. Pertempuran-pertempuran terjadi di Bunggu Osu, 
Wawotobi dan Tongauna pada 1910. Lamboasa gugur 
di Bunggu Osu dan mayatnya . ditanam terbalik oleh 
Belanda di Ngapa Walanda (Palarahi) yang merupa­
kan basis Belanda di pedalaman. . 

g. Perlawanan di pusat bekas kerajaan Konawe (Tongau­
na, Unaaha, Wawotobi, Puday) dapat dipatahkan 
pada 1912 dengan mengasingkan pimpinan-pimpinan 
perlawanan yang dapat ditangkap. Pembuangan ini 
dilaksanakan oleh Controleur de Treff ers. 
Mereka yang dibuang itu antara lain adalah: 

1. Watukila (Ponggawa Tongauna) ke Makassar. 
2. Sumualo (Sulewata Wawotobi) ke Makassar. ' 
3. Matasala (dan kawan-kawannya) ke Sawahlunto. 

h. Di Konawe Selatan juga terjadi perlawanan-perlawan.an. 
Pemimpin-pemimpinnya adalah: Lamangga ( 1911 ), 
Abdullah ( 1914 - 1915). Beberapa di antara mereka 
dan anggota pasukannya dibuang ke Payakum huh 
dan Nusakambangan. 4 > 

"Penaklukan" (bekas) Konawe selesai seluruhnya pada 
1 916. Pada 1917 di Kendari diadakanlah pertemuan antara Be­
landa dan Sao-Sao bersama pembesar-pembesar kerajaannya 
dan beberapa bangsawan Konawe lainnya yang menghasilkan 
suatu perjanjian yang menjadikan bekas Konawe ( dengan nama 
Laiwui) merupakan bagian dari Hindia Belanda (Korte verklar­
ing 30 Agustus 1917). 

Setahun kemudian Sao-Sao dilantik sebagai raja Laiwui 

4) P erw . De p. P d an K Su ltra , Mon<;>grafi Daerah Sulawesi Tenggara 
1974-1975, haL 34, 35. 
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(meliputi seluruh bekas Konawe) dengan gelar Sangia Laiwui, 
walaupun 0eberapa bangsawan Konawe menolaknya, malah 
sampai timbul perlawanan~perlawanan antaranya oleh Uluwulu 
di Motaha. Dengan dukungan Belanda kekuasaan Sao-Sao atas 
beJcas Konawe menjadi mantap 

' • I ' l 

Datu Luwu · yang juga membawal:tl M~kongga ditaklukkan 
Belanda pada · 1905 dan terpaksa menandatangani perjanjian 
takluk pada Belanda (Korte verklaring, 19 September 1905). 
Mekongga didatangi Belanda pada·' 1906. Bokeo I Bio (Bokeo 
Bola) dengan seorang pembantunya Mambulo meninggalkan 
ibu kota ·kerajaan~ya dan mempersfapkan perlawanan di pe­
dalaman. Kemudian Nambulo dapat terbujuk oleh Belanda dan 
diangkat menjadi Mokole di Rate-Rate. · Seterusnya Latambaga 
kemenakan Bokeo · Bula diangkat oleh Belanda sebagai Bokeo 
(Raja) Mekongga: (1907). Perlawanan rakyat timbul di beberapa 
tempat dipimpin oleh Kapita Pombili. 

Di bagian utara (Patampanua) timbul perlawanan-perlawanan 
sengit terhadap Belanda yang dipimpin oleh H. Hasan dan Teja­
bi. Daerah perlawanan H. Hasan · meliputi Luwu, Wajo dan Me­
kongga. Pusat perlawanan mereka adalah , Lasusua, Wawo dan 
benteng gunung Tojabi (Kolaka Utara) . . Dalam suatu pertempuran 
di Wawo pasµkan H. Hasan dan Tojabi dapat menewaskan 200 
orang pasukan Belanda. 5) Di Lasusua dapat ditewaskan 14 
orang . Belanda. Pemimpiri.~pemimpin perlawanan yang lain di 
Konawe Utara adalah: To .(nd~ra, ia To/long dan La Kampacu. 
Pusat perlawanan mereka adalah benteng gunung To Jabi. H. 
Hasan dapat ditangkap Belanda dan meninggal dalam penjara 
Palopo pada 1914. To Jabi sampai kedatangan Jepang tidak 
pernah tertangkap oleh Belanda. Hal ini menggambarkan bahwa 
Kolaka Utara tidak pernah seluruhnya dikuasai oleh Belanda. 
Daerah Moronene (Poleang dan Rumbia) yang merupakan daerah 
pengaruh ke~ultanan Buton dimasuki Belanda pada 1910 (eks­
pedisi Kapten Qe Jong) .', Mokole Poleang bersama pengikut-pengi­
kutnya menentan~ kedatangan Bela~da di daerahnya. Dalam pe­
nyerangan ke Toburi (lbu kota Poleang) Belanda dapat dipu­
kul mundur. Kem"udian Belanda mengajak Mokole untuk be­
runding di suatu tempat di luar ibu kota. Dalam suatu jamuan 

5 ) Sanusi Og. Mattata Luwu dalam revolusi,hal. 86. 
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makan Mokole Polea (ng) Sangia Dowo diracun oleh Belanda 
dan menemui ajalnya. Walaupun Sangia Dow<> telah gugur peng­
ikur-pengikutnya tetap mengadakan perlawanan di bawah piJn­
pinan Mbohvgo sampai 1912 pada waktu ia: dan pengikut-peng­
ikutnya ditangkap oleh Belanda. Mbohogo· dibuang ke Nusa­
kambangan kemudian dihukum gantung. Temannya I Ule dihu­
kum gantung di Bau-Bau. 

2. Pemerintahan Belanda 

Setelah Belanda berhasil membuat raja-raja Sulawesi Teng-. ' 
gara tunduk kepadanya, maka Belanda berusaha mengaman-
kan seluruh wilayah golongan-golongan bangsawan atas kepala­
kepala wilayah setempat yang menunjukkan · sikap menentang. 
Di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam usaha pasifikasi, 
Belanda membangun bivak-bivak yang merupakan pangkalan­
pangkalan tentara Be!anda _dalam menumpas perlawanan-perla­
wanan yang mungkin tiJnbul. Sampai pada 1910 kerajaan Buton, 
Muna dan Mekongga telah dapat diamankan dan dikuasai sepe­
nuhnya, sedangkan Laiwui berlanjut sampai pada 1917. Hal ini 
disebabkan karena sebelumnya kerajaan ini terbagi atas wilayah­
wilayah bekas kerajaan Konawe yang masing-masingnya mengurus 
dirinya sendiri. Belanda memilih Ranomeeto (Laiwui) untuk 
memerintah seluruh bekas Konawe. 
Dengan kata lain bahwa Belanda memantapkan Laiwui atas 
seluruh .bekas . Konawe sebagai politik untuk berkuasa di wila­
yah itu. Dan melalui Raja (Sangia) Laiwui yang didukungnya 
Belanda mengatur kuasa pemerintahannya. Di tiap-tiap kerajaan 
ditempatkan pejabat-pejabat militer Belanda. Di Buton dan 
Laiwui ditempatkan seorang Kapten sedangkan Muna · dan Me­
kongga ditempatkan masing-masing seorang Letnan. Setelah 
Belanda merasa aman maka di tiap-tiap daerah ditempatkan 
pejabat-pejabat sipil (Controleur) walaupun kedudukan· pasukan 
tetap dipertahankan untuk menjaga timbulnya gangguan-gang­
guan keamanan. 

Setelah Belanda menguasai keadaan maka diambillah- lang-
lah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan senjata api yang dipunyai penduduk. 

b~ Larangan perdagangan budak. 

c. Pembuatan jalanan ke pedalaman dengan tujuan utama 
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memud~an patroli-patroli jika diperlµkan. Pem­
buatan jalan ini disertai dengan kewajiban rakyat 
untuk bekerja selama 42 _hari dalam setahun ( 1908). 

d. Pejabat-pejabat kerajaan digaji oleh Pemerintah (Be­
landa) yang disusul dengan pengurangan fungsionaris­
fungsionaris kerajaan. Jabatan-jabatan yang menyang­
kut pertahanan kerajaan dan ekonomi (umpamanya 
Kapitalao dan Sabandara di Buton) dihapuskan. 

e. Mendirikan "sekolah anak Bumi Putra" di Bau-Bau 
(Buton) 1908, di Raha (Muna) 1910, Kendari 1916 
di Kolaka baru pada '1918 dibuka Landschap school . 6} 

f. Pembagian wilayah kerajaan. 
Wilayah tradisional dari tiap-tiap kerajaan diberi bentuk 
baru atau di ubah sama sekali strukturnya maupun 
wilayahnya. Wilayah baru ini disebut distrik yang di­
kepalai oleh seorang Kepala Distrik sebagai pegawai 
yang digaji oleh pemerintah Belanda. Gaji tiap Kepala 
Distrik tidak sama tetapi bervariasi antara Rp. 30,­
sampai Rp. 60,- sesuai dengan luas wilayahnya dan , 
banyaknya penduduk (wajib pajak) yang diperintah-

. nya. 7) , 
Pembagian wilayah lengkapnya sebagai berikut: 

a. Kerajaan Buton (1913) 

1) Distrik J:i.woro 
2) Distrik Gµ 
3) Distrik Mawasangka 
4) Dis~rik Kalingsusu 
5) Distrik Kaledupa 
6) Distrik Binongko 
7) Distrik Kabaena 
8) Distrik Tomia 
9) Distrik Wanci 
10) Distrik Poleang 
11) Distrik Kapontori 
12) Distrik Rumbia 

6) Ch. Pingak, Dokurnenta Kolaka (1963), hal. 37. 

7) Mernori Kapten de Jong, 10 Mei 1916. 
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13) Distrik Pasarwajo 
14) Distrik lasalirnu 
15) Distrik Bolio (Wolio) 
16) Distrik Bungi ,J 

17) Distrik Wakarumba 
18) Distrik Batauga 
19) Distrik Sampolawa 

b. Kerajaan Muna (1913) 

1) Distrik Katobu 
2) Distrik Lawa 
3) Distrik Kabawo 
4) Distrik Tongkuno 

c. Kerajaan Laiwui( 1918) 

1) Distrik Ranomeeto dibagi atas 5 Onderdistrik: 

a) Konda 
b) Abell 
c) Kandari 
d) Sam para 
e) Wawonii 

2) Distrik Konawe dibagi atas 7 Onderdistrik: 

a) Pondidaha 
b) Wawotobi 
c) Tongauna 
d) Uepay 
e) Lam bu ya 
0 Abuki 
g) Latoma 

3) Distrik LaSolo, terdiri dari 4 Onderdistrik: 

a) Tino bu 
b) Wiwirano 
c) Laso lo 
d) As era 

4) Distrik Andoolo, terdiri dari 3 Onderdistrik: 

a) Palangga 
b) LaEya 
c) Kolono 
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d Mekongga ( 1907) ---- (Tahun 1933 = 3 Onderdistrik) 

1) Distrik Kolaka 1) Kolaka , 
2) Distrik Singgere 2) Solewatu 
3) Distrik Lapai 3) Patampanua 
4) Distrik Mambulu 
5) Distrik Tawanga r ~· . , 

6) Distrik Konaweha 
7) Distrik Kondoeha 

Tiap-tiap distrik (atau Onderdistrik) terbagi. atas kampung­
kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang 
sebelumnya tidak dikenal dalam jabatan-jabatan tradisional. 
Toono Motuo (Konawe, Mekongga) yang sebelumnya mempu­
nyai kedudukan khusus dalam pandangan tradisional sekarang 
diubah menjadi kepala kampung. Demikian pula Mieno/ Kamo­
kula/ Kino di Muna serta Bonto/Bobato (Lakina) di Buton. Ke­
dudukan tradisional mereka hilang sama sekali. Malah kemu­
dian pengangkatan Kepala Distrik dan Kepala Kampung tidak 
sesuai lagi. dengan tata cara tradisional dan . kurang memperhi­
tungkan elite tradisional setempat, walaup

1

un tidak dilupakan 
sama sekali dengan perhitungan-perhitungan tertentu utama­
nya dalam soal keamanan setempat. 

Dalam perubahan struktur pemerintahan yang dibuat Be­
landa sampai eselon terbawah ini nyata seK.ali tujuannya adalah 
untuk menghancurkan sama sekali (secara bertahap) sendiri­
sendiri dari masyarakat tradisional setempat yang telah berlang­
sung beberapa abad turun-temurun. Namun demikian elite ter­
atas dari kerajaan tetap dipeliharanya tetapi dengan tujuan m~m­
peralat. Belanda memerintah melalui raja (sisa tradisional) atas 
struktur baru yang tidak tradisional. Dengan sendirinya sendi­
sendi kekuasaan raja rapuh sekali dan kemudian nyata ballwa 
dia hanya merupakan simbol saja. Yang berkuasa sebenarnya 
adalah Belanda. 

Kerajaan Buton (dan Muna) dan Laiwui : dalam struktur 
Pemerintahan Belanda digabung menjadi Afdeling Buton dan 
Lawui dan dibagi atas 3 Onderafdeling yaitu Onderafdeling Buton, 
Ond~rafdeling Muna dan Onderafdeling Kendari (bukan Laiwui) 
Sebelumnya wilayah-wilayah ini tergabung dalam Afdeling Su­
lawesi Timur (Bestuurafdeling van Oost Celebes) yang wilayah­
nya meliputi pantai timur Sulawesi termasuk Luwuk - Banggai. 
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Sampai 1928 Laiwui masih di bawah pemerintahan militer 
Belanda. 8) Demikian pula Muna dan Kolaka. Dalam pemba­
gian Onderaf deling ini kelihatan ad an ya suatu keunikan yaitu 
Onderaf deling Muna wilayahnya lebih.Juas dari Kerajaan Muna. 
Kerajaan Muna terbagi atas 4 Distrik tetapi Onderaf deling Muna 
terdiri dari 7 Distrik yaitu Distrik Kerajaan Muna ditambah 
Tiworo, Wakarumba dan Kalingsusu dari Kerajaan Buton. Pada 
1906 pada tnula Belanda datang di Buton, disepakati pula tentang 
pengangkatan seorang raja Muna yaitu Laode Akhmad yang se­
belumnya juga merupakan calon kuat untuk jabatan Sultan 
Buton. Laode Akhmad meninggal pada 1914 dan digantikan oleh 
anaknya La, Ode Saftuddin sebagai raja Muna, yang kemudian 
pada 1918 diangkat pula sebagai Sultan Bu ton (jabatan rangkap) 
Dalam Pernyataan Pendek (Korte verklaring) yang ditandatangani 
oleh Sultan Buton Safiuddin pada 1922, kerajaan Muna tidak 
disebut walaupun ia merangkap sebagai raja Muna. Bagi Belanda 
kerajaan Muna adalah termasuk Zeljbestuur Buton. Sultan Safi­
uddin meninggal pada 1924 laode Rere diangkat sebagai raja 
Muna tetapi tidak menerima Muna sebagai wilayah kesultanan 
Buton sehingga ia dipecat dari jabatannya (1927). Sebagai gan­
tinya oleh Sultan Buton dan ~elanda diangkat seorang pegawai 
Belanda orang Manado sebagai pelaksana Raja Muna ( 1927 -
1929) yaitu Warouw. 

Kejadian di Mekongga (Kolaka) lebih unik lagi. 
Sebelum Belanda memerintah di sana Bokeo Mekongga meru­
pakan raja yang berkuasa dengan pembantu-pembantunya di­
dampingi Sulewatang Ngapa sebagai apar'at pemerintahan ke­
rajaan Luwu. Mekongga adalah wilayah pengaruh kerajaan Luwu 
(Sulawesi Selatan). Setelah Belanda membentuk Distrik peja­
bat kerajaan yang tidak dihapus hanyalah Bokeo (Raja) · dan 
Kapita tetapi keduanya dijadikan Kepala Distrik. Di pucuk pe­
merintahan adalah Kontrolur (Gezaghebber) dari Onderafdel­
ing Kolaka (termasuk Afdeling Luwu dan daerah takluknya) 
didampingi Sulewatang sebagai aparat kerajaan Luwu di sana. 
Sejak itu nama Mekongga hilang sebagai istilah politik (peme­
rintahan) dan digantikan oleh Kolaka. 

Dengan demikian maka dalam sistim pemerintahan Be-

8) Konggoasa. 
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landa hanya dikenal dua daerah Pemerintahan . .sendiri (Zelfbes­
tuur) ' di Sulawesi Tenggara yaitu Kesultanan Buton (temiasuk 
Muna) dan Kerajaan Laiwui sedangkan Mekongga (Kolaka) me­
rupakan bagian dari'Zelfbestuur Luwu '(Sulawesi Selatan) . 

. _, 

Belanda mulai inenjalankan pajak pada 1908 di Sulawesi 
Tenggara (Buton), setelah pencatatan jiwa diadakan sebelumnya 
dengan memberikan kartu penduduk (rumah tangga). Pajak 
ini berupa uang yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak tiap 
tahun dan besamya paling kurang fl. 2,- 9J Pajak ini disebut 
Sima Assappareng atuwang (bhs. Bugis) yaitu pajak diri atau 
pajak kepala .(sima ulu, bhs. Bugis). Jenis pajak in{ tidak dikenal 
dalam. pemerintahan tradisional (kerajaan). Pajak tradisional 
yang di • Buton dikenal sebagai weti merupakan pajak wilayah 
(bukan perorangan) yang umumnya terdiri dari hasil bumi (per­
tanian). Weti yang di Btiton malah tidak dikenal sem~camnya 
pada · kerajaan-kerajaan lain yang hanya mengenal r:mtaran-antaran 
yang teradat dan 'tidak periodik. 

Ditambah dengan kewajiban kerja (rodi} pajak ini amat 
berat dirasakan oleh · rakyat. Pajak yang minimum fl. 2.- itu 
amat menekan rakyat jika dibandingkan dengan harga dari 250 
biji jagung hanya fl. 0, IO (sepuluh sen). Untuk membayar pajak 
ini dibutuhkan sekitar 5.000 biji jagung kira-kira seper:tiga dari 
hasil kebun yang bersangkutan dalam setahun (2 X musim ta­
nam). l 0) Beratnya pajak ini memancing kemarahan rakyat 
sehingga dimana-mana timbul keresahan malah kekerasan dan 
pemberontakan. 

Pada 1914 Kepala Distrik Tiworo (Buton) Araaeta mati 
dibunuh rakyatnya karena dianggap amat kejam dalam pena­
gihan pajak. Demikian pula Kepala Distrik Pasarwajo (Buton) 
La Ode ·Sambira juga terbunuh karena pajak. Pemimpin dalam 
peristiwa La Ode Sambira ini adalah Mantalagi dengan peng­
ikut beberapa ratus banyaknya. Dalam peristiwa ini tertang­
kap sekitar 300 orang. Terkenal pula pemberontakan La Ode 
Boha di Waruruma (Buton) dengan -pengikut-pengikutnya. Peris-
tiwa ini terjadi sebelum pembunuhan Kepala Distrik Tiworo 

9) Muna (lnforrnasi dari Muna diterima oleh Peneliti melalui inforrnan kelompok). 

10) Muna. 
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dan Pasarwajo. La Ode Boha mempunyai banyak pengikut, yang 
terkenal di antaranya adalah La Ode Amane (Varona Lambelu), 
La Ode Sijaai dan Mazai. La Ode Sijaai gugur dalam perlawan­
nannya sedangkan La ·Ode Boha tertangkap dan dibuang ke 
Jawa. Di Kaledupa (p.p. Tukang Besi) seorang pegawai Belanda 
bernama Rumagi mati ditikam penduduk karena tindakan-tin­
dakannya ( 1914 ). 

Peristiwa-peristiwa di atas sebenarnya didasari atas ketidak­
senangan diperintah oleh kafir (Belanda) walau pun yang men­
jadi sebab khusus adalah beratnya pajak dan kejamnya para 
penagih pajak. Beberapa bangsawan malah pembesar kerajaan 
turut dibelakang peristiwa-peristiwa ini. Di Muna beberapa b~­
sawan menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak dan beru-
saha mengorganisir pemberontakan, di antaranya Laode Pagora 
dan Laode Pulu. Laode Pulu malah tertembak oleh Belanda. l l) 

Pelaksanaan pajak betul-betul dianggap oleh rakyat sebagai 
tindakan yang melampaui batas dari Belanda. Di Mekongga dan 
Liwui 

1

{f(olaka.....,.Kendari) banyak rakyat ·yang menyingkir ke 
gunung-gunung berladang di tempat-tempat terpencil karena 
kengeriannya atas pajak. Pajak 111emperbesar sikap antipati rak-
yat terhadap Belanda. . · . , ·, ·. . . '. . .' 

1 f-"' ht :' ' • I 

Sistim pemerintahan Belanda yang mengub'ah :.'stni~~~~ 
bawahan dari setiap kerajaan merupakan pukulan keras terliadap •. 
sen di kemasyarakatan tradisional. Distrik dan Kep~la Kampung · ' " · ·., · 
baik struktur maupun hubungan kerjanya amat berbeda Clari 
yang dikenal sebelumnya. Jabatan-:jabatan bawahan kerajaan 
(tradisional) mengenal elite masing-masing, di mana dalam sis­
tem Belanda, pejabat-pejabat ini diangkat oleh Belanda dan di­
beri gaji pula. Kadang-kadang pengangkatan Kepala Distrik tidak 
memenuhi selera .yat banyak , karena tidak sesuai dengan 
perasaan tradisionalnya khususnya dalam derajat elitenya. 

J abatan-jabatan kerajaan (pusat) yang mengenai masalah 
pertahanan/keamanan dan ekonomi dihapuskan karena· ked~a 
masalah ini ditangani langsung oleh Pemerintah Belanda ( Kapi­
talao dan Sabandara). 

Dengan pembentukan wilayah Distrik dan Kampung-~am­
pung banyak di antara bangsawan wilayah kehilangan fungsi 
dan pengaruhnya. Kepedihan mereka ini diperberat lagi karena 

11) Muna 
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mereka tanpa kecuali harus membayar pajak ·malah harus bekerja 
(rodi) yang sebelumnya merekalah yang menerima antaran dan 
menyuruh orang bekerja. Maka tidak heran jika beberapa cli 
antaranya berani secara terbuka menentang Belanda malah ada 
yang sampai menjadi korban atau dibuang. 

Penentangan terhadap Belanda secara terbuka padam betul 
menjelang 1920 yaitu sesudah 14 tahun dari penandatanganan 
Perjanjian 1906. Daerah yang clianggap pci.ling kacau adalah Lai­
wui (di luar wilayah Ranomeeto) dan Muna. Di Muna sejak ma­
suknya Belanda sampai 1926 ditempatkan pejabat-pejabat mili­
ter (Letnan lnfantri) sebagai pejabat pemerintahan. 
Lengkapnya sebagai berikut: 

I . Let. Int. Palack 1907 - 1909 
2. Let. Inf. Ball 1909 - 1911 
3. Let. Inf. Ross 1911 - 1913 
4. Let. Inf. van Belt 1913 - 1917 
5. Let. Inf. Gualing 1917 - 1919 
6. Let. Inf. Gertmas 1919 - 1923 
7. Let. Inf. Mars 1923 - 1925 
8. Let. Inf. van Gigen 1925 - 1926 
9. Adp. Contr. v. Vieser 1926 
I 0. Gezaghebber THP Gaans 1926 - 1927 
11. Let. Inf. v. Hansbergen 1927 
12. Contr. BB de Jong 1927 - 1928 
13. Gezaghebber Gitsels 1928 

Pada 1927 kembali ditempatkan seorang tentara (let. Inf.) 
karena raja Muna Laode Rere menentang pengaruh kuasa Buton 
atas Muna yang clianggap menentang Belanda. Kejadian ini ber­
akibat clipecatnya Laode Rere sebagai Raja Muna. La Ode Rere 
digantikan Warouw sebagai pelaksana Raja Muna (1928 - 1929). 
Pada saat ini kelihatan kekejaman-kekejaman Belanda di Muna.12) 
Kemudian La Ode Dika sebagai Lakina Wuna (1930). Setahun 
kemudian beliau mengikuti jejak Laode Rere dan dipecat. Saat 
itu ditempatkan lagi seorang letnan tentara di Muna, malah ber­
turut-turut 3 orang sampai 1933, karena kembali dianggap tidak 
aman (pemerintahan militer). Sejak Laode Dika raja Muna tidak 
diangkat lagi. Fungsinya dijalankan oleh seorang pelaksana sampai 

12) Muna 
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datangnya Jepang. 
Sikap perlawanan dan tidak suka akan Belanda ini bukan 

semata-mata karena pajak dan merusak struktU:r masyarakat tracli­
sional tetapi juga turut didasari atas perasaan keagamaan, di mana 
Belanda clianggap orang kafir (kafiri, kapere). Namun bagaimana 
pun kuatnya perasaan benci dan tak rela diperintah Belanda, tetapi 
kesanggupan untuk melawannya tidak ada. Hal ini sesudah 1920 
menimbulkan sikap frustasi dan apatis bagi rakyat. Masyarakat 
menerimanya sebagai suatu kenyataan yang kemuclian merosotkan 
sendi-sendi dan kaidah-kaidah masyarakat tradisional secara 
drastis. lJitambah dengan beban pajak yang makin berat menjacli­
kan kehidupan lahir batin semakin merosot. 

·Kemudian kesadaran akan kekurangan dari ini membangkit­
kan semangat lain yang merupakan benih masa depan yaitu 
kesadaran akan pentingnya penuntutan ilmu pengetahuan melalui 
sekolah, waiaupun sekolah ini pada mulanya dicurigai sebagai alat 
Belanda. Menjelang 1930 semangat bersekolah ini sudah meng­
gairahkan rakyat secara maksimal. Bibit-bibit elite baru mulai 
timbul di atas reruntuhan tradisional setelah sekitar 20_ tahun 
penjajahan Belanda. · 

3. Kehidupan sosial ekonomi 

Sejak 1906 Keperintahan kerajaan-kerajaan Sulawesi Teng­
gara mulai langsung dicampuri oleh Belanda. Pejabat-pejabat sipil 
dan militer Belanda mulai ditempatkan secara permanen. Selanjut­
nya daerah-daerah bawahan diatur kembali dan diubah menjadi 
Distrlk seterusnya Kampung yang tidak dikenal dalam pemerintah­
an kerajaan. Pejabat-pejabat kerajaan menjadi pegawai pemerintah 
(Belanda) dan diberikan gaji. Beberapajabatan kerajaan dihapuskan 
yaitu jabatan-jabatan yan2 mengurus pertahanan keamanan dan 
perekonomian. Pajak ditetapkan ditambah kewajiban bekerja 
beberapa hari lamanya untuk kebutuhan pemerintahan (pem­
buatan jalan dan lain-lain). Tindakan Belanda ini berakibat hilang­
nya kedudukan dan aspirasi masyarakat tradisional. Beberapa 
bangsawan daerah bawahan yang wilayahnya dirombak ke dalam 
Djstrik kehilangan kedudukannya sama sekali sehingga warisan 
kebesaran tradisionalnya berangsur-angsur hilang malah dia tidak 
terlepas dari kewajiban pajak, sama dengan rakyat biasa. Kalau 
sebelumnya menerima pajak (antaran) tradisional dan menyuruh 
kerja, maka sekarang mereka harus membayar ·pajak dan clisuruh 
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kerja. 
Tindakan Belanda lainnya adalah larangan rnerniliki senjata 

api padahal banyak bangsawan-bangsawan yang pemah rnerniliki­
nya terrnasuk rneriarn. Juga Belanda dengan keras rnelarang 
penjualan budak rnalah rnelarang rnernperkerjakan orang tanpa 
diberi · gaji, sedangkan budak dan pengabdian rnerupakan ciri 
khusus dalarn rnasyarakat tradisional. Bea rnasuk dan ke luar 
barang-barang dagangan langsung diurus dan diawasi oleh pernerin­
tah Belanda. 

Tindakan-tindakan Belanda ini yang arnat drastis dan tegas 
rnernpunyai pengaruh besar atas kehidupan rnasyarakat tradisional 
yang telah teradat dan diwarisi turun-ternurun. Tirnbul ras antipati 
dari rnasyarakat yang kadang-kadang rnenjurus pada terjadinya 
perlawanan terbuka yang dipertegas dengan anggapan bahwa 
Belanda adalah Kapere (kafir). Tetapi Belanda terlalu kuat dan 
modern untuk dilawan sehingga kehadiran rnaka sernua keinginan­
nya harus diterirna, walaupun dengan perasaan terpaKSa dan ter­
tekan. Hal ini rnenirnbulkan sikap frustasi dan apatis yang rneng­
hilangkan sernua arnbisi dan aspirasi rnasyarakat tradisional. 
Kebanggaan tradisional lenyap dan terciptalah rnasyarakat 
mbe-mbe toka (bahasa Tolaki = rnana-mana saja). 

Politik desentralisasi Belanda berhasil mencapai tujuannya 
yang tersirat di belakang yang tersurat yaitu melenyapkan 
struktur, ambisi dan aspirasi masyarakat tradisional, walaupun 
establishment kerajaan tetap dipertahankan untuk diperalat. 
Perorangan atau golongan yang dilihat rnenentang kekuasaan dan 
kebijaksanaan Belanda ditangkap dengan dalih pajak atau penjual­
an budak. 

Mata pencaharian penduduk harnpir-harnpir tidak mengalarni 
perubahan dan masa sebelumnya. Makanan pokok rakyat juga 
tidak mengaJami variasi menyolok yaitu beras dan sagu di daratan 
jazirah Sulawesi Tenggara sedangkan di kepulauan umumnya 
terdiri dari jagung, ubi kayu dan beras, kecuali Kabaena yang sejak 
lama merupakan penghasil beras. Suatu variasi adalah dikenalnya 
jenis ubi kayu yang langsung dapat dimakan tanpa diproses ter­
lebih dahulu yang dikenal sebagai uwikauambo (ub\ kayu ambon) 
atau landibau atau lambau yang berasal dari kata landbouw. 
Jenis ubi kayu yang dikenal sebelumnya adalah ubi kayu beracun 
yang tidak dapat langsung dirnasak tanpa melalui pengolahan 
tertentu lebih dahulu. 

Hasil-hasil utarna yang diekspor adalah kulit/tanduk kerbau, 
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mutiara (dan basil laut lainnya), kulit kayu bakau dan akar bang­
kudu. · Sis tern perdagangan makin lancar dengan dibukanya jalan 
darat dan makin ramainya hubungan laut. 

Dalam perdagangan, sistem barter masih sering dilakukan. 
Barang-barang yang menjadi penukar dari hasil-hasil rakyat Selain 
uang adalah kain-kain, garam dan Cllat-alat rumah tangga (utama­
nya alat dapur). Perdagangan ke luar banyak dilakukan oleh 
penduduk yang membawanya ke pelabuhan dari daerah-daerah 
atau langsung membawanya ke Surabaya. Pada sekitar 1920 basil 
kulit bakau dan bahan karoro (age/) dikeluarkan dari Poleang/ 
Runibia di samping beras dan kulit/tanduk kerbau. Lasalimu 
(di Buton tengah) banyak menghasilkan akar bangkudu. Pengum­
pulan bahan-bahan ini dilakukan dengan jalan ditukar dengan kain­
kain dan sebagainya, yang diberikan terlebih dahulu kepada para 
pengolah sesudah imbangan (harga) ditentukan. 13) 

Muna juga menghasilkan kayu jati, Menurut tradisi bibit kayu 
jati di Muna dibawa oleh paelangkuta dari Jawa. Orang Muna 
menyebut jati dengan Kulidawa. Pada 1911 Pemerintah Belanda 
mevganjurkan penanaman jati. Anjuran ini banyak dilaksanakan 
oleh La Araaeta Kepala Distrik Tiworo I di wilayahnya. Bibitnya 
di samping bibit yang telah ada di Muna juga didatangkan dari 
Jawa. Pada kira-kira 1925 dibukalah perkebunan jati (kultur). 
Di pulau Tobea (ujung utara pulau Muna) oleh NV Cultuur 
Maaschappij Claim Banda dibuka perkebunan kelapa dengan 
kontrak 75 tahun (16 - 9 - 1911 sampai dengan 16 - 9 - 1986) 
seluas 1.800 ha. Kemudian menyusul NV Cultuur Maatschappij 
Bungin Tumingan pada 1918' seluas 30 hajuga dengan kontrak 75 
tahun (17 - 16 - 1918 sampai dengan 17 -6 -1993). Di Tampu­
na Bale (pulau Buton) dibuka pula perkebunan kelapa oleh NV 
Cultuur Maatschappij Tompenan dengan kontrak 75 tahun yang 
terdiri dari 3 konsesi : 

Konsesi I 300 ha kontrak 26-6-1913 sampai dengan 
26-6-1988. 

Konsesi II 

Konsesi III 

700 ha kontrak 20-10-1915 sampai dengan 
20-10-1990. 
136 ha kontrak 29-12-1924 sampai dengan 
29-10-1999. 

Juga kepada rakyat dianjurkan untuk menanam kelapa. Pada 1925 

13) La Bau. 
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diadakan gerakan penaJJ.aman kapok secara masal di Muna, yang 
sebelumnya kapok telah merupakan hasil Muna yang diekspor. 
Tanaman kelapa perkebunan mulai mengeluarkan hasilnya pada 
1924. Pada saat itu hasil hutan berupa rotan mulai pula dikeluar­
kan terutama dari daratan jazirah Sulawesi Tenggara yang sebelum­
nya hanya menetap di Bau-Bau (Buton), dan Kendari. 

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIKATAKAN 
RELEVAN DENGAN ATAUPUN MERUPAKAN EMBRIO 
PROSES KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH 

Kegiatan masyarakat yang dapat dikatakan relevan dengan 
ataupun yang merupakan embrio proses jaman kebangkitan 
nasic:>nal di daerah tidak dapat ditelusuri jika yang dimaksud 
adalah yang semacamnya timbul di Jawa sampai 1928. Sampai 
menjelang 1920, malah kadang-kadang sesudahnya Belanda masih 
harus mengadakan gerakan-gerakan pasifikasi. Pemerintahan 
militer di Muna dan Laiwui mulai berakhir pada 1927. perlawanan 
atau katakanlah perjuangan yang dihadapi Belanda antara 1906 -
1928 adalah perlawanan mempertahankan diri secara tradisional 
yaitu menentang masuknY,a penjajah. Keadaan ini pula yang me­
wamai sikap Belanda walaupun zaman itu terkenal dengan adanya 
politik etis. Yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah politik kolot 
Belanda yaitu politik menguasai kalau perlu dengan kekuatan 
senjata. 

Pelaksanaan politik desentralisasi tidak menonjol etisnya . 
tetapi sebaliknya. Akibat bagi rakyat adalah hancumya secara 
hertahap tetapi pasti sendi-sendi masyarakat tradisional, beratnya 
beban kehidupan karena adanya pajak dan kerja wajib dan 
munculnya ikatan-ikatan peraturan baru yang tiqak dikenal 
sebelumnya yang tentunya mengekang kebebasan dalam usaha 
memenuhi kebutuhan hidup. Usaha pendidikan yang dijalankan 
Belanda (pemerintah) sesudah 1910 yang berupa pendirian 
sekolah-sekolah di beberapa tempat belum dapat menimbulkan 
suatu elite baru pada 1928 untuk mampu mengendali apalagi 
mendirikan usaha-usaha organisasi. Malah sekolah ini pada mula­
nya dicurigai karena memang sikap masyarakat pada saat itu 
belum merasakan kebutuhan akan pendidika~ modem. Pendidikan 
tradisional dertgan kaitan agama (pengajian dan lain-lain) lebih 
dirasakan kebutuhannya dari pendidikan sekolah yang diadakan 
Belanda. 
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Suatu berita dari Muna mengungkapkan adanya kegiatan atau 
Laode Mizani yang mendakwahkan pelaksanaan syariat Islam 
sampai ke pelosok-pelosok yang merupakan aliran Ahlusunnah­
waljamaah. Dia dibantu seorang asal Sulawesi Selatan (Bugisj 
yang bemama Manamang. Dalam dakwah-dakwahnya dia meramal­
kan akan perginya bangsa putih mata (Belanda) dan satu waktu 
negeri kita akan kita perintah sendiri. 14 ) Karena dakwah-dakwah­
nya ini Laode Mizani pemah ditangkap Belanda tetapi kemudian 
dilepaskan. 

Kegiatan Laode Mizani ini timbul sesudah 1920 (sebelum 
1928) di mana Belanda secara total telah dapat menguasai Sula­
wesi Tenggara. Dengan kata lain Laode Mizani tidak dapat mem- · 
bangkitkan sesuatu sikap positif dari masyarakatnya untuk 
mengemban fatwa dan dakwanya. Masa 1920 - 1930 di Sulawesi 
Tenggara adalah masa transisi di mana terjadi transformasi sosial 
yang menjurus kepada frustasi karena hancumya sendi-send1 
masyarakat tradisional dalam menuju suatu sistem masyarakat 
baru di atas reruntuhan itu. 

Sebaliknya gerakan Ahlusunnahwaljamaah dari Laode Mizani 
(Aro Kamboi) ini dapat dilihat sebagai suatu embrlo gerakan 
Kebangkitan Nasional pada saat itu dalam ukuran Sulawesi Teng­
gara. 

"Maka putih akan pergi dan satu saat negeri kita, kita 
perintah sehdiri" adalah kalimat perjuangan Kebangkitan Nasional 
dalam menuju Indonesia merdeka. 

C. INTERAKSI DI DAERAH 

1. Politik 

Sampai dengan 1928 tidak ada berita tentang adanya suatu 
partai politik di Sulawesi Tenggara. Gerakan Aro Kamboi (Laode 
Mizani) yaitU aliran Ahlusunnahwaljamaah di Muna mungkin 
dapat diduga sebagai akibat dari pengaruh PSSI tahun-tahun 
sebelumnya. Tidak jelas ap~ah Aro Kamboi pemah ke luar atau­
kah pengaruh datang dari luar Muna melalui orang-orang tertentu. 
Yangjelas bahwa seorang yang membantunya berasal dari Sulawesi 
Selatan (Bugis) yang bemama Manamang. Gerakan Aro Kamboi 
pada saat itu yang tersirat dalam kalimat. 

14) Muna. 
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"Belanda akan pergi dan suatu saat Negerf kita, kita akan 
perintah sendiri," sudah dapat dikatakan suatu gerakan politik 
yang sampai mengakibatkan Aro Kamboi pernah ditangkap 
Belanda. 

2. Agama 

Agama Islam memasuki Sulawesi Tenggara pada 948 H 
( 1541 M). Ulama yang mula-mula membawa Islam yaitu Syeh 
Abd. Wahid tiba di Buton bersama-sama dengan seorang yang 
dikenal sebagai Imam Pase (Imam Pasai?). Syeh Abd. Wahid ber­
hasil mengislamkan raja Buton ke VI yang kemudian menjadi 
Sultan Buton I dan dikenal dengan nama (Sultan) Murhum. 

Pada awal abad ke-17 di zaman pemerintahan Sultan Buton 
IV La Elangi (cucu Murhum) oleh Sapati La Singga diundangkan 
Martabat Tujuh dari aliran Tarekat Wujudiah (Wihdatul Wujud) 
sebagai dasar keperintahan dan pemerintahan Kesultanan Buton. 
Selanjutnya Martabat Tujuh menjadi dasar kehidupan sosial 
budaya dan politik. Derajat keliman dalam ilmu agama menentu­
kan atau menjadi dasar pertimban~n utama dalam pengangkatan 
pejabat-pejabat kerajaan. Tradisi Muna memberitakan tentang 
masuknya Islam yang juga dibawa oleh Syeh Abd. Wahid. Dari 
Konawe datang berita tentang kedatangan La Embo yang diutus 
oleh Murhum untuk memasukkan Islam tetapi rupanya gagal. 15 ) 

Bokeo (Raja) Mekongga La Duma memeluk agama Islam 
yang dibawa oleh utusan Raja Luwu pada pertengahan abad ke-17. 
Proses Islamisasi di Sulawesi Tenggara bermula dari istana raja-raja 
setempat, dan secara bertahap menerobos ke pelosok-pelosok. 
Proses ini diperlancar lagi dengan kedatangan orang-orang luar 
khususnya dari Sulawesi Selatan. Kolaka Utara banyak dimasuki 
oleh orang-orang Bugis utamanya mereka yang berasal dari Luwu. 
Tiworo dan pantai selatan Konawe banyak pula didatangi orang­
orang Bugis sedangkan pulau Wawonii yang terletak di jalur 
pelayaran menuju Ternate banyak disinggahi pelayar-pelayar 
terutama orang Makassar dan Bugis. Di luar ibu kota kerajaan, 
Kolaka Utara, Tinanggea (Konawe Selatan) dan Wawonii 'menjadi 
pusat-pusat penyebaran dan pemantapan Islam sejak akhir abad 
ke-18. 

Pada awal abad ke-20 Islam merupakan agama yang dianut 

15) Abd. Hamid Hasan. 
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oleh seluruh penduduk Sulawesi Tenggara kecuali Morpnene yang 
masih ' banyak yang bena-benar Khalaik. 16 ) Dapat dipahami 
bahwa derajat ke-Islaman di pelosok-pelosok terpencil tidak akan 
sama dengan pusat-pusat penyebaran. Hampir seluruh rakyat 
sampai ke pedalaman telah mengaku memeluk agama Islam, tetapi 
pratisasi dari syariat Islam masih amat kurang. Di Laiwui (Kendari) 
pemantapan Islam sampai ke pedalaman terjadi pada akhir abad 
ke-19 dan awal sekali abad ke-20, walaupun pada pertengahan 
abad ke-18 Mokole Konawe (Lakidende) terakhir telah menyata­
kan Konawe sebagai kerajaan Islam. 

Agama Kristen masuk ke Sulawesi Tenggara bersamaan 
dengan datangnya tentara dan pegawai pemerintah Belanda. Sekitar 
19f5/1916 di Bau-Bau, Raha, Kendari dan Kolaka telah terbentuk 
jemaat~emaat persiapan, yang timbul tenggelam bergantung 
kepada jumlah anggota (tentara dan pegawai) dan pimpinan. 17 ) 

Di Raha di samping adanya penganut Kristen Protestan ada pula 
penganut Kristen Roma Katolik. Pada 1912 Pastor P.l One/ 
telah mempermandikan tiga orang anak dari pegawai Belanda di 
Raha. Sampai 1928 berturut-turut telah bertugas di Raha (Muna) 
empat orang Pastor yaitu: 

a. P.I. Onel SJ 1910 - 1914 
b. P.A. Wintjes SJ 1914 - 1916 
c. P.I. Kremer SJ 1916 - 1922 
d. P.H. Kappel 1922 - 1928. 18 ) 

Sebegitu jauh agama Kristen Roma Katolik di Muna masih 
terbatas dalam kota Raha dan belum dapat tersebar di luar aparat 
pemerintahan kecuali jika terjadi perkawinan. 

Pada akhir 1915 Nederlandsche Zending Vereniging meng­
utus Hendrik van der Klift dari Jawa Barat ke Sulawesi Tenggara. 
Sesudah mengadakan penelitian ia memilih Kolaka sebagai tempat 
kedudukannya, sehingga hari Natal 1915 dirayakannya di Kolaka 
dengan penganut Protestan setempat (aparat pemerintah). Tahun 
191 7 van der Klift pindah ke Mowewe (masih termasuk Onder­
af deling Kolaka) dan di sanalah ia berhasil membaptis seorang 
penduduk untuk pertama kalinya setahun kemudian. 19 ) Dari 

16) Dr. M.C. Yongeling, Benth yang tumbuh 10, .Lembaga penelitian dan studi DGI, 
1972, hal. 6. 

17) Ibid, hal. 5. 

19) Ibid, hal. 5. 
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Mowewe agama Kristen Protestan berkembang sampai memasuki 
Onderafdeling Kenadari (Laiwui) dan Onderafdeling Buton (Moro­
nene). Pusat penyebaran Kristen selain Mowewe di Kolaka, juga 
Lambuya di Kendari dan Taubonto di Moronene (Buton). 

Nederlandsche Zending Vereniging satu~tunya organisasi 
gereja yang diluaskan menyebarkan agama Kristen di Sulawesi 
Tenggara yang wilayahnya terbatas pada daratan jazirah Sulawesi 
Tenggara. Gereja Kristen yang ada di tiap ibu kota Onderafdeling 
hanya dikhususkan bagi pegawai dan tentara dan tidak mempunyai 
fungsi penyebaran. Missi Katolik di Muna barulah pada 1930 men­
dapat izin penyebaran di luar kota Raha. 

Dapatlah dibayangkan beratnya tugas pendeta van der Klift 
untuk menyebarkan agama Kristen di daerah yang hampir seluruh 
penduduknya beragama Islam. Sesudah 3 tahun memulai usahanya 
barulah dia berhasil_ membaptis seorang pemuda di Mowewe. 
Usahanya berjalan secara damai di tengah-tengah penduduk yang 
sedikit banyaknya mencurigai usahanya. Penyebab utama dalam 
hal ini adalah anggapan bahwa agama Kristen itu adalah agama 
Belanda dan berbau kafir oleh k~rena mereka berpendapat bahwa 
orang kulit putih kafir (kapere ). 20 ) Memang pada saat itu 
kebencian pada Belanda masih mendalam pada sebagian pemuka­
pemuka agama Islam yang merasa tidak senang dengan kehadiran 
agama Kristen di daerahnya. Namun demikian sebegitu jauh tidak 
pemah terjadi insiden-insiden terbuka dan membahayakan, walau­
pun Palangga (Laiwui Selatan) yang penduduknya tidak suka 
menerima orang sarani harus ditinggalkan oleh Pendeta C. C Storm, 
yang dibukanya pada 1921, atas permintaan pemerintah. 21 ) 

Usahanya dilanjutkan di Moronene (Toubonto) yang penduduk­
nya masih banyak khalaik. Pendeta D. Kok berkedudukan di 
Sanggona (Kolaka) pada 1919 tetapi gagal dan digantikan oleh 
M.J. Gouweloos 1924. Sesudah 10 tahun di sana barulah dia ber­
hasil mengadakan pembaptisan. 

Pendeta-pendeta Zending yang dikirim ke Sulawesi Tenggara 
berasal dari Hervormde Kerk di Negeri Belanda yang kepercayaan­
nya tidak bersifat dogmatis atau fundamentalis, ortodoksinya 
tidak terlalu keras. 22 ) Hal ini besar pengaruhnya ditambah dengan 

20) Ibid, hal. 6. 

21) Ibid, hal. 6. 

22) Ibid, hal. 7. 
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sistem pendekatan yang menonjolkan usaha sosial tanpa pamrih 
dengan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Perkembangan 
agama Kristen di daratan Sulawesi Tenggara tidak memancing 
suatu ledakan emosi dari masyarakat Islam sekelilingnya malah 
tidak meretakkan hubungan kekerabatan dan tidak terlihat adanya 
suatu konfrontasi sosial. 

Agama Islam yang berkembang di daerah ini sejak pertengah­
an abad ke-16 telah berhasil menempah struktur sosial, budaya 
dan politik ke dalam bentuk yang dihayati sebagai kebudayaan 
yang telah terdapat. Namun demikian sisa-sisakebudayaan sebelum 
Islam masih dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Kecuali Buton 
yang menggelar rajanya sebagai Sultan daerah-daerah lain tetap 
memakai gelaran-gelaran sebagai Manreramantera dalam upacara­
upacara yang berasal dari pra Islam melalui modifikasi sana-sini 
tetap dilanjutkan. Banyak mantera-mantera pra Islam ini ditutup 
dengan Kun Payakun maka jadilah ia mantera dalam masyarakat 
Islam. Jabatan-jabatan adat dan pra Islam banyak yang diper­
tahankan termasuk jabatan-jabatan yang menyangkut kepercayaan 
dan upacara di samping adanya jabatan-jabatan imam, kadhi, dan 
lan-lain. Mbusehe yang memimpin upacara mosehe masih tetap 
diadakan walaupun mantera-manteranya telah dimodifikasi men­
jadi berwarna Islam . Upacara Mosehe adalah upacara korban yang 
dilaksanakan utamanya untuk mendamaikan suatu perselisihan. 

Di Buton dan Muna terutama di pedalaman upacara-upacara 
panen (bersyukur sesudah panen) masih dilaksanakan di tempat­
tempat. tertentu yang dianggap kramat tentunya dengan mantera­
mantera yang telah diwarnai baru karena pengaruh Islam. 

Para pendeta agama Kristen dalam menyebarkan agamanya 
terlebih dahulu mempelajari bahasa dan adat istiadat di tempatnya 
bertugas. Van der Klift menyusun buku bacaan untuk SD dalam 
bahasa Tolaki yang diberi judul Sura Pobasaa (buku bacaan). 
Kemudian diterbitkan pula buku Sala Salmaa (jalan keselamatan) 
dengan natsnats Alkitab dalam bahasa Tolaki dengan huruf Arab. 
23 ) Penginjil yang sama statusnya dengan guru jemaat diberi nama 
jabatan Ponggawa 24 ) suatu nama jabatan yang berasal dari jabatan 
tradisional kerajaan Konawe dan kemudian Laiwui. Juga ada usaha 
untuk menterjemahkan Injil ke dalam bahasa Tolaki. 

23) Ibid, hal . 5. 

24) Ibid. hal. 7. 
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Dari uraian m1 dapat dilihat bahwa baik Islam maupun 
Kristen memasuki Sulawesi Tenggara dengan menyerap aspek­
aspek budaya setempat atau dengan kata lain bahwa kedua agama 
ini mewamai kebudayaan asli masyarakat tentunya. Malah terakhir 
p·enganut Kristen yang berasal dari keluarga Islam sebelumnya, 
masih tetap mempertahankan sikap dan nilai sosial pra Kristen 
yang sedikit banyaknya amat dipengaruhi oleh sikap dan nilai 
sosial Islam sampai pada pantangan (larangan) yang bersumber dari 
Islam- masih ada yang dipantangkannya walaupun mereka telah 
memeluk agama Kristen. Yang · berpengaruh kuat dalam hal ini 
adalah hubungan kekerabatan yang tetap dipelihara walaupun 
dalam kenyataan mereka telah berbeda keyakinan. 

3. Pendidikan 

Pendidikan sebelum 1906 merupakan pendidikan tradisional 
yangjika dikelompokkan dapat dibagi atas dua wajah yaitu: 

a. pendidikan keterampilan di lapangan. 

b. pendidikan yang berlandasan ilmu agama yang diawali dengan 
pengajian al Quran, kemudian melebar ke ilmu kemasyarakat­
an, politik, ekonomi dan malah filsafat dan kadang-kadang 
disertai ilmu bela diri. 

Di Bilton terdapat suatu kekhususan d~ngan diajarkannya 
Bahasa Indonesia (baca Melayu) dengan·buku pegangan (pelajaran) 
yang disiapkan (tulisan Melayu Arab). Juga dipelajari bahasa dan 
tulisan Bugis/Makassar. Tentunya pelajar ini terbatas pada golo­
ngan/keluarga tertentu yang punya kedudukan dan ambisi dalam 
pemerintahan (politik) dan ekonomi. 

Sekolah yang pertama didirikan pemerintah Belanda ialah 
Sekolah Anak Bumi Putra di Bau:Bau pada 1908 (bulan Mei). 25 ) 

Menyusul Raha (Muna) pada 1910, Kendari 1916 dan di Kolaka 
Landschap school didirikan pada 1918. Pada 1925 di tiap Distrik 
telah terdapat satu sekolah (3 tahun) sedang di ibu kota Onder­
afdeling kelasnya sampai kelas 5 (5 tahun). Tidak ada di antara 
sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda (HIS). Pada 1918/ l 9 l 9 
Zending yang berpusat di Mowewe mulai mendirikan sekolah­
sekolah. Sekolah yang pertama didirikan adalah di Rate-Rate 

25) A.M. Zahari. 

26) Dr. Mr. fongeling, op cit, hal. 4. 
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(Kolaka) dan kemudian Mowewe (Kolaka) pada 1920. Sekolah 
Zending ini kemudian berkembang ke tempat-tempat fain di 
pedalaman seperti Sanggona (Kolaka), Lambuya (Kendari, Palarahi 
(Kendari), Taubonto (Buton) dan lain-lain. 

Usaha Zending dalam bidang pendidikan di pedalaman se­
benamya tidak terlalu disukai oleh Pemerintah Belanda karena 
dapat membawa semacam pengaruh kepada masyarakat sehingga 
ketentraman kurang terjamin. Zending dianggap sebagai onrust­
stoker (membikin gelisah, kacau). 26 ) Kurang terjaminnya keten­
traman ini mungkin disebabkan adanya ciri tidak menerima 
kegiatan Zending oleh masyarakat Islam apalagi Zendin di­
identikkan sebagai Belanda. Usaha Zending dianggap sebagai usaha 
Belanda. Usaha Zending di Palangga terpaksa dilarang oleh peme­
rintah Belanda karena timbulnya ketidaksukaan dari masyarakat 
setempat pada orang sarani. 

Mungkin pula ketidaksenangan Belanda akan usaha Zending 
membuka sekolah-sekolah di pedalaman dianggap sebagai me­
nanam bibit yang dapat berbahaya di kemudian hari dengan 
melihat usaha-usaha dari kaum pergerakan di Jawa pada waktu 
itu yang umumnya terdiri dari kaum te.rpelajar. Di Raha (Muna) 
oleh Yayasan Santo Paulus dibuka pula sekolah pada 1927. Dari 
golongan Islam sampai pada 1928 belurri ada usaha mendirikan 
sekolah karena pada saat itu belum ada organisasi Islam di Sula­
wesi Tenggara. 

4. Seni Budaya 

Kedatangan Belanda pada 1906 di Sulawesi Tenggara yang 
diikuti dengan peraturan pemerintahannya menggoncangkan 
sendi-sendi masyarakat tradisional yang terjadinya suatu proses 
tranformasi sosial yang drastis. Masa 1906 sampai sekitar 1918 
merupakan masa pasifikasi, karena kehadiran dan tata cara peme­
rintahan dan penguasaan Belanda mendapat reaksi yang kadang­
kadang cukup keras. Untungnya bagi Belanda, reaksi perlawanan­
perlawanan itu tidak terkoordinasi sehingga dengan mudah dapat 
dinetralisir. Masa itu adalah juga merupakan masa politik etis 
Belanda sehingga tindakan Belanda di Sulawesi Tenggara merupa­
kan tindakan dua muka yang sebetulnya berlawanan yaitu tindak­
an dua muka yang sebetulnya berlawanan yaitu tindakan kolonial 
dan tindakan etis. Pada zaman itu pemerintahan Belanda mendiri­
kan sekolah-sekolah (etis) dan menindas (kadang-kadang mengadu 
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domba) kelompok-kelompok yang menentang kehadirannya dan 
tindakan-tindakannya. 

Masa l 918 - · 1928 adalah masa di mana rakyat harus me­
nyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga terjadi s~atu proses 
transfonnasi sosial yaitu hilangnya sendi-sendi masyarakat tradi­
sional menuju masyarakat baru. Proses transformasi sosial ini tidak 
memungkinkan suatu perkembangan seni budaya malah yang 
terjadi adalah kebalikannya. Seni tradisional adalah seni yang 
hidup dalam kesatuan masy.arakat tradisional. Runtuhnya sendi­
sendi masyarakat tradisional juga mengakibatkan jatuhnya nilai­
nilai seni budaya tradisional. 

Masa ini tidak memungkinkan adanya kreasi-kreasi baru di 
bidang seni budaya. Ahli-ahli seni budaya tradisional pelan-pelan 
hilang fungsi •dan kedudukan sosialnya di mana ahli-ahli baru yang 
up to date belum dapat diterima begitu saja k~munculannya oleh 
masyarakatnya yang dapat dikatakan dalam stadium apatis. 

Di zaman inilah banyak materi-materi seni budaya Sulawesi 
Tenggara mulai ditinggalkan kemudian dilupakan sama sekali. 
Para ahli seni budaya kemudian hilang satu-satu ditelan masa, 
hampir tidak mempunyai pengganti yang dapat , disetarafkan 
dengan mereka pada · zamannya. Golongan muda yang muncul 
kemudian .hampir--hampir tidak memperhatikan warisan seni 
budayanya karena masyarakatnya telah berobah. 

5. Pers 

Di Sulawesi Tenggara tidak pemah diterbitkan suatu media 
pers. Tetapi menjelang 1928 (1925 - 1928) pers dari lain daerah 
satu dua telah dapat mencapai . Sulawesi Tenggara . walaupun 
pembacanya hanya terbatas pada aparat pemerintah (pegawai dan 
guru). 27) 

,h 

''· 

I• I .. ' 

27) La Er6. 
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BAB IV 
KEADAAN DI SULAWESI TENGGARA 

DARI TAHUN 1928 -1942 

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELAN­
DA. 

Kedatangan Belanda di Sulawesi Tenggara pada 1906 di­
susul dengan tindakan-tindakan drastis dalam mengatur peme­
rintahannya. Di Buton sistem pemerintahan kerajaan tetap di­
pertahankan di tingkat pusat dimana tingkat bawahan diben­
tuk kembali menjadi bagian-bagian yang disebut distrik. Jabat­
an-jabatan yang menyangkut kemiliteran kerajaan dihapuskan 
demikian pula jabatan-jabatan yang mengurusi ekonomi (khu­
susnya bea pelabuhan) dihapuskan karena keduanya langsung 
ditangani oleh Belanda. 

Muna dikokohkan Belanda sebagai wilayah bawahan Bu­
ton rajanya adalah raja bawahah dari Sultan Buton. Tindakan 
ini menjadikan Muna merupakan daerah yang kurang aman sam­
pai pada 1930. Di Kendari (Laiwui) Belanda menjadikan Raja 
Kendari (Laiwui) sebagai raja yang meliputi wilayahnya be­
kas kerajaan Konawe. Pengukuhan ini dimaksud untuk memu­
dahkan meJ?.guasai/memerintah rakyat bekas Konawe yang wi­
layah-wilayahnya pada saat itu mengurus dirinya masing-ma­
sing. Pasifikasi di Laiwui baru berakhir pada 191 7 dengan pe­
ngukuhan Sao-Sao sebagai Sangia Laiwui yang membawahi se­
luruh bekas Konawe. Bokeo di Mekongga tetap ada tetapi fung­
si politiknya dihilangkan yang digantikan oleh Sulewatang yai­
tu pembesar kerajaan Luwu. Bokeo hanya diberi jabatan seba­
gai Kepala Distrik di Kolaka. 

Dengan memperalat raja-raja setempat dan pembagian wila­
yah bawahan ke dalam struktur baru . yang tidak dikenal sebe­
lumnya, Belanda menjelang 1930 berhasil merombak sistem ma­
syarakat tradisional walaupun mendapat tantangan-tantangan 
sporadis yang dengan mudah dapat dipadamkan. Sisa-sisa sis­
tem masa lampau yang ada hanya terbatas pada lingkungan is­
tana kerajaan. 

Dalam struktur pemerintah.an Belanda Sulawesi Tengga-
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ra pada mulanya tergabung dalam Bestuur Afdeling Oost Cele­
bes (Sulawesi Timur) yang meliputi wilayah sampai dengan Lu­
wuk Banggai. Kemudian pada 1926/ 1927 dibentuklah Afde­
ling Boetoeng en Laiwoei yang ter-Oiri dari: 

I. Onder af deling Boetoeng (Bu ton) · · 

2. Onder afdeling Muna. 

3. Onder afdeling Kendari, yang meliputi dua Zeff bes­
tuur (Swapraja) yaitu Kesultanan Buton (termasuk 
Muna) dap kerajaan Laiwui. 

Onder afdeling Kolaka termasuk Afdeling Loewoe dan daerah 
takluknya. 

Pegawai-pegawai .kerajaan menjadi pegawai pemerintah. 
Pembentukan sistem pemerintahan Belanda dan pembukaan 
sekolah-sekolah ditambah dengan petugas-petugas keamanan 
(tentara, polisi dan jaksa) menambah banyaknya ·pegawai-pe­
gawai pemerintah. Pegawai-pegawai pemerintah ini kebanyak­
an didatangkan dari luar sementara bagian yang dapat diangkat 
di daerah adalah tamatan sekolah-sekolah (maksimum kelas V) 
setempat. Pengangkatan pegawai-pegawai setempat ini dapat 
diperkirakan jumlahnya mengingat pembukaan sekolah baru di­
laksanakan sekitar 1910. 

Golongan · pegawai termasuk pegawai-pegawai kerajaan 
(Zelfbestuur) menjadi elite masyarakat yang amat menonjol 
kira-kira 1930. Masyarakat yang baru saja kehilangan sendi-sen­
di tradisionalnya, pada sekitar 1930 mulai hidup kembali de­
ngan aspirasi dan prospek baru. Mereka menyadari bahwa as­
pirasi-aspirasi itu hanya dapat dicapai melalui pendidikan (se­
kolah). 
Dan sejak itu pula kelihatan adanya transformasi sosial menu­
ju ke masyarakat modem. 

Pegawai-pegawai yang didatangkan dari daerah lain (Jawa, 
Maluku, Nusa Tenggara, Manado, Bugis/Makassar) membawa 
pengaruh tersendiri yang mendorong kepenghayatan masyara­
kat modem. Melalui mereka pula ide-ide baru dalam politik, 
agama dan sosial budaya mulai dikenal dan mempengaruhi. 

Pembukaan jalan ke pelosok-pelosok, pelayaran yang ra­
mai dan tetap, membawa perkembangan di bidang ekonomi. 
Perdagangan hasil hutan dan hasil laut, pembukaan onderne­
ming, pembukaan tambang (aspal di Buton, .nikiel di 1 Pomalaa) 
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menjadikan Sulawesi Tenggara· lebih mantap dalam pengelola­
an dan pengusahaan bidang ekonomi. Orang-orang Cina mulai 
bersebar ke pedalaman sampai-sampai ada yang menetap disana. 
Kendari, Bau-Bau, Raha dan Kolaka berkembang menjadi pela­
buhan-pelabuhan yang ramai. Perdagangan antar pulau yani di­
lakukan oleh pelayar-pelayar setempat dan yang dari luar dae­
rah semakin ramai. Pada 1930 hampir tidak dikenal lagi sistem 
barter (tukar-menukar) dalam perdagangan. 
Peredaran uang telah dikenal sampai ke pelosok-pelosok. Pa­
da 1920 perdagangan dengan Moronene (hasil bumi/hutan ma­
sih clilakukan secara barter. O Pada sekitar 1924 pengusaha 
Jepang sudah ada yang menetap (S. Fujika) di Buton. 2> 

B. DEPRESI EKONOMI 1930) 

Pemerintahan sipil Belanda dimantapkan pada 1927 /1928, 
sesudah dirasakannya adanya kestabilan di Sulawesi Tenggara. 
Aspirasi-aspirasi masyanikat tradisional yang menentang Belan­
da telah punah sama sekali. Belanda telah berhasil melaksana­
kan transformasi sosial setelah masa pasifikasi clilaluinya ( 1906 -
1918) dalam jangka waktu relatif pendek ( 1919 - 1928). Ke­
amanan dan sikap masyarakat yang menunjang memungkin­
kan pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Sarana p~rhu­

bungan yang mantap, pembukaan ondernem~g yang telah mu­
lai berproduksi pada 1925, pengeluaran hasil- hasil hutan, peng­
olahan kayu, pembukaan tambang (nikel dan aspal) amat meng­
gairahkan Belanda dalam mengelola ekonomi Sulawesi Tengga-
ra. 

Dalam keadaan yang penuh harapan itu timbullah depre­
si ekonomi dunia yang gelombangnya juga mencapai Sulawesi 
Tenggara. Pada 1930 itu rakyat Sulawesi Tenggara sebagian­
nya saja lepas dari sistem barter. Dengan kata lain bahwa kebu­
dayaan uang baru merata sampai di pelosok-pelosok pada seki­
tar 1925, yaitu pada saat hasil hutan dan temak dapat dibeli 
sampai di pedalaman. Pengenalan akan kehidupan dengan sara­
na tukar yang berupa uang ini tentunya membawa pengaruh 
pula akan sikap hidup masyarakat. Jika sebelumnya kebutuh-

1) la Bau 
2). Menurut dokumen tanah (agraria) yang ada pada A Mulku Zahari 
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an langsung ditukarkan dengan kebutuhan orang lain tanpa ada­
nya penilaian dengan uang, maka pada saat itu uang mempu­
nyai arti yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan. 

Akibat dari depresi ekonomi setelah macetnya perdagang­
an, yang berarti rakyat tak dapat menjual hasil hutan, hasil bu­
mi dan ternakriya. Dengan kata lain pada saat itu rakyat amat 
sulit untuk memiliki uang. 
Kebuluhan pokok mungkin dapat dipenuhinya tetapi kebutuh­
an sekunder yang harus dibeli tak dapat diperolehnya karena 
tidak punya uang. Yang amat berat dirasakan oleh rakyat ada­
lah pembayaran pajak. Karena tidak sanggup membayar pajak 
dan takut pada tindakan pemerintah maka banyak rakyat yang 
meninggalkan kampungnya, mengungsi ke pedalaman dan ber­
ladang di gunung-gunung. 3> Pemerintah Belanda sendiri tidak 
mengambil tindakan-tindakan yang dapat dianggap memberat­
kan rakyat (umpamanya menaikkan pajak). Keadaan ekonomi­
lah yang membuat rakyat tidak dapat mencari uartg untuk mem­
bayar pajaknya. Pemerintah Belanda di Sulawesi Tenggara ti­
dak mengambil beleid yang drastis dan patut dicatat dalam bi­
dang ekonomi. Segalanya dalam bidang pemerintahan berjalan 
seperti biasa. Satu-satunya tindakan Belanda pada saat itu yang 
merupakan akibat depresi ekonomi adalah adanya beberapa 
orang yang ditangkap, malah ada yang sampai dibuang dengan 
dalih tidak mau membayar pajak. 
Mereka yang ditangkap dan dibuang adalah mereka yang diang­
gap mempelopori dan menghasut rakyat untuk tidak memba­
yar pajak. Di Muna timbul gerakan yang dipelopori oleh orang­
orang Muhammadiyah yang melontarkan ucapan-ucapan kode 
antara mereka: 

Loekata 

Kaneko 

= Lawan orang Eropa karena tidak adil dan 

= Kas Nederland Kosong.4> 

Akibatnya pada 1934 dua orang dari mereka ini ditang­
kap dengan dalih menghasut rakyat untuk tidak membayar pa­
jak. 5> Mereka yang ditangkap adalah La Kare dan Laode Bun­
tu. Keduanya dibuang ke Makassar. 

3) kertasnya terpotong 
4) Muna (La Kare) 
5~ L M Shailihi 
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La Kare dibuang selama 6¥2 tahun sedangkan Laode Buntu 5 
tahun. DiSlimping tindakan menghasut rakyat untuk tidak mem­
bayar pajak, mereka dituduh pula menghina seorang pastor yang 
bertugas di Lasehao {pedalaman Muna) disamping tentunya 
tuduhan-tuduhan dengan latar belakang politik. 

C. PENDIDIKAN 

Pada 1930 semua distrik dan Onderdistrik telah mempu­
nyai sekolah malah di beberapa kampung yang padat pendu­
duknya dibuka pula sekolah. 
Sekolah-sekolah ini kebanyakan berkelas 3 kecuali di Bau-Bau 
(Buton), Raha (Muna), Kendari dan Wawotobi (Kendari) dan 
Kolaka yang sampai kelas V. 
lending (NlV) di daratan jazirah Sulawesi Tenggara amat giat 
mendirikan sekolah-sekolah di pedalaman. Pada 1938 lending 
telah berhasil membuka 16 sekolah (SD) dan sebuah HIS di 
Kendari. Pada 1942 jumlah SD lending 27, satu HIS (Kendari) 
dan 3 sekolah lanjutan. 6) 

Missi Katolik di Muna pada 1932 membuka pula sekolah 
di pedalaman Muna disamping sekolah yang telah ada di Raha. 
Pada saat itu Muhammadiyah membuka pula 2 sekolah agama 
di Muna. (Raha dan Mabolu) yang masing-masing dipimpin 
oleh La Ati dan La Kare. 7> Di Kolaka Utara pada 1937 Pemu­
da Muslimin Indonesia berhasil pula menrurikan Sekolah Arab. 
Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Muna ditutup pada 1935 
karena gurunya La Kare ditangkap Belanda dan diasingkan ( 1934) 
bersama-sama dengan seorang tokoh Muhammadiyah lainnya 
(Laode Buntu). 

Sebagai ilustrasi dibawah ini diturunkan data sekolah da­
lam Onderafdeling Muna (7 distrik). 

Tahun: 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 
Negeri: l 1 4 11 11 13 21 
Swasta: 3 4 2 2 

lending membuka Normaal/eergang ( 1926 - 1934) di Mo­
wewe (Kolaka) sedangkan di Bau-Bau sekolah guru (CVO) di­
buka pada 1938 setelah L VO dihapuskan sebelumnya. Di Wa-

6) Dr. MC. l:mgeling, op. cit., hal. 7 
7) Muna 
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wotobi (Kendari) pada 1939 dibuka Sekolah Landbouw (Prak­
tek Umum). 8> CVO dan Landbouw School adalah sekolah ne-
geri (kepunyaan Pemerintah). · 

Zending mengirim beberapa pemuda Sulawesi Tenggara 
untuk melanjutkan pelajaran di Pandolo dan Tentena (Sulawe­
si Tengah) sedang Missi Katolik di Muna mengirim beberapa 
pemuda ke Manado dan Tomohon. 

Kekurangan guru Sekolah Desa (3 tahun) ditutupi dengan 
mengangkat mereka yang tamat kelas V sebagai guru. 

D. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN ORGANISASl/PAR­
TAI 

Menjelang tahun 1930 ada tiga situasi yang perlu dicatat 
di Sulawesi Tenggara: 

Pertama, Terjadinya mobilitas sosial sebagai akibat dari runtuh­
nya sendi-sendi masyarakat tradisional dan adanya 
sekolah-sekolah yang menjadi sumber kemajuan ke 
masyarakat modem. 
Mobilitas sosial ini ditunjang dengan tidak dikenal­
nya akan perbedaan dan perbedaan kesempatan un­
tuk memasuki sekolah. Di Sulawesi Tenggara tidak 
dikenal sekolah-sekolah yang khusus untuk golong­
an-golongan tertentu. 

Kedua, Munculnya elite baru dalam masyarakat yang terdiri 
dari golongan pegawai. Golongan ini berasal dari ber­
macam-macam suku bangsa (Jawa, Bugis/Makassar, 
Timor/Flores, Ambon, Manado/Sartgir, Sumatra/Me­
layu) disamping mereka yang berasal dari dalam dae­
rah. 

' Ketiga, Timbulnya pola pemikiran baru yang mempunyai 
pengaruh dalam menilai tata kehidupan (sosial) tata 
pemerintahan (politik) dan agama (khususnya Is­
lam). Keadaan ini dimatangkan oleh adanya hubung­
an dengan luar daerah baik melalui saluran peme­
rintahan maupun sosial budaya (perdagangan dan 
pers) maupun melalui agama. 

8) . La Doho. 
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Ketiga situasi di atas ini memungkinkan untuk timbul­
nya aspirasi-aspirasi yang dapat disalurkan melalui orgilnisasi. 
Maka sejak itu pula mulailah dikenal adanya beberapa organi­
sasi (sosial) dan partai (politik) sebagai hasil persebaran orga­
nisatoris atau idealis dari organisasi/partai yang ada di lndo-

. nesia pada waktu itu. 

1. Muharnrnadiyah 

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang merupakan 
gerakan yang membawa pembaharuan dalam Islam. Dalarn usa­
ha pembaharuan (modernisasi) ini Muhammadiyah dalarn usa­
ha-usahanya disamping dakwah lslarniyahnya (tabligh) juga 
mengusahakan pendidikan melalui sekolah-sekolah. 

Aliran Muhammadiyah dikenal di Sulawesi Tenggara me­
lalui pegawai-pegawai pemerintah dan guru-guru sekolah yang 
datang (ditugaskan oleh Pemerintah Belanda) dari luar dae­
rah. Gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara didorong 
oleh dua hal yaitu: 

a. Pemantapan dan pembaharuan Islam yang clirasakan 
kepentingannya terutama dari mereka yang datang 
dari luar (pegawai) yang telah melihat kemajuan Is­
lam dan aspirasinya di daerah lain terutarna di dae­
rah asalnya. 

b. Masuknya Zending dan Missi Katolik di Sulawesi Teng­
gara sampai ke daerah pedalaman, yang oleh bebe­
rapa tokoh Islam dianggap sebagai suatu tantangan. 

Gerakan Muhammadiyah ini merupakan usaha-usaha ter­
pisah dari masing-masing daerah (Onderaf deling). 

Di Kendari Muhammadiyah mulai dikenal pada 1929/ 
1930. 9> Penganjumya adalah seorang guru (asal Makassar) ber­
nama Akhmad Makkarausu Daeng Ngilau. Atas usahanya ma­
ka Muhammadiyah diterima oleh beberapa tokoh di Kendari, 
yang kemudian terwujud menjadi suatu organisasi yang man­
tap. Susunan Pengurusnya adalah sebagai berikut: 

Ketua Umum Akhmad Makkarausu Dg. Ngilau 
(guru). 

9). Bunggasi/M. Said. 
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Sekretaris I 
Sekretaris II 
Komisaris 

Adviseur 

Danu Hasan (Klerk Swapraja Laiwui) 
Muh. Kasim Maddualeng (Swasta) 
lwana (Kepala Distrik) 
H. Abd. Rachman Daud 
Andi Baso (Kepala Kendari) 
Abd. Chalik 
M. Idris Dg. Mancigi 
Sarbani (Landbouw opzichter). 

Pada 1934 A. Makkarausu dipindahkan oleh Pemerintah 
Belanda ke Makassar (Ujung Pandang) sehingga susunan pe­
ngurus Muhammadiyah Kendari berubah. Ketua dijabat oleh 
Danu Hasan, sedangkan Sekretaris hanya seorang yaitu Muh. 
Kasim Maddualeng dan yang lain tetap. 

Penerimaan anggota melalui seleksi yang teliti karena di­
khawatirkan adanya penyusupan yang mungkin membahaya­
kan. Namun demikian tabligh boleh dihadiri oleh siapa saja. 
Tabligh ini diadakan dua kali seminggu bertempat di kantor 
Muhammadiyah pada setiap malam Minggu dan malam Rabu. 
Isi pokok dari setiap tabligh adalah pemantapan ajaran Islam 
dan pengertian Kemerdekaan. Muh. Kasim Maddualeng seba­
gai pembicara utama Muhammadiyah Kendari dalam setiap tab­
lighnya menjadikan buku Pedoman Ringkas karangan Bung 
Kama sebagai pegangan utama. 
Isi pokok buku tersebut adalah: 

a. Kita harus cinta bangsa dan cinta tanah air melebi­
hi dari cinta kepada anak dan keluarga. 

b. Kita sebagai umat Islam tidak sah ke-Islaman kita 
jika tidak m.erdeka. 10> 

Pengurus Muhammadiyah Kendari berlangganan surat­
surat kabar antaranya Berdasar Islam bersendi kerakyatan yang 
dipimpin oleh M. !shag dan Firdaus. 

Ciri M uhammadiyah Kendari tercermin dalam kelengkap­
an-kelengkapannya berupa panji (bendera), dasi dan lenso (sa­
putangan) berwama merah dan hijau yang diatasnya tertulis 
duakalimat syahadat dan "Muhammadiyah" serta gambar mata­
hari. Lenso (saputangan) dilipat segitiga dan diselipkan di kan-

10). Muh Kasiin Maddualeng. 
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tong baju Uas) dimana tulisan dan lambang matahari tersem­
bul keluar. 

Karena tabligh-tablighnya yang radikal dan berbau poli­
tik Muhammaciiyah Kendari mengalami pengawasan ketat dari 
Belanda malah diberi ciri merah. Setiap tablighnya dihadiri oleh 
intelijen Belanda. Malah pengurus-pengurusnya diancam un­
tuk ditindak dan diberi peringatan keras. 

Gerakan Muhammadiyah di Bau-Bau mendapat tantang­
an keras dari pemuka-pemuka agama setempat yang menganut 
paham lama (Martabat Tujuh) yang sedikit banyaknya mempu­
nyai pengaruh kuat di pucuk pemerintahan kesultanan Buto;n. 
Muhammadiyah di Buton tidak dapat berkembang dengan luas 
karena adanya tantangan ini, sehingga pengikut-pengikutnya 
terbatas dari kaum pendatang dan beberapa orang Buton asli. 
Dalam gerakan Muhammadiyah di Buton disamping dakwah 
Islamiyah menonjol pula langkah-langkah modernisasi sosial­
nya, walaupun identitasnya sebagai suatu organisasi resmi ti­
dak dapat diwujutkan karena tidak memperoleh izin resmi dari 
Sultan Buton dengan alasan dapat menimbulkan ketegangan 
yang mungkin menjadi pertentangan terbuka dengan aliran ter­
dahulu yang telah berurat berAf<.ar 'dalam masyarakat Buton. 
Namun demikian idea modernis Muhammadiyah tetap meman­
cing pengikut-pengikut baru, sekurang-kurangnya ikut dihaya­
ti. 

Di Raha (Muna) pada sekitar 1929/ 1930 Bestuur Assis­
ten Ztzinuddin Daeng Manrapi secara diam-diam menganjurkan 
didirikannya organisasi Muhammadiyah. 11) Anjuran ini diteri­
ma oleh Abd. Kadtr yang menjabat Kepala Kehutanan pada 
waktu itu. Alasan khusus untuk mendirikan organisasi ini ia1ah 
diizinkannya Missi Katolik meluaskan ajaran-ajarannya mema­
suki wilayah pedalaman pulau Muna. Sebelumnya gereja di Ra­
ha hanya dibolehkan melayani pegawai Belanda yang beragama 
Katolik tanpa izin penyebaran. Pada 1930 Missi Katholik mem­
peroleh izin memasuki pulau Muna. Pada saat itu Sulawesi Teng­
gara diatur oleh Pemerintah Belanda dalam penyebaran agama 
Kristen (Protestan dan Katholik) sebagai berikut: 

11) 'Muna 
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a. Daratan jazirah Tenggara Sulawesi diperbolehkan 
untuk Zending (Protestan). 

b. . Pulau Muna boleh dimasuki Missi (Kath.olik). 

c. Pulau Buton terlarang untuk keduanya. 12) 

Organisasi Muhammadiyah segera berkembang sampai 
ke desa-desa dan mendapat sambutan yang hangat dari masya­
rakat. Hubungan dengan pusat (Yogyakarta) selalu ada dengan 
penghubung Said Jafar dan Mantigi dari Sulawesi Selatan. To­
koh-tokoh Muhammadiyah Muna pada waktu itu adalah: La 
Kare, 13) , La Mane, Bakarang, La Ode Buntu, dan La Ati. 
Di pedalaman (des~-desa) dikenal pula: La Kaniha (Bangkali), 
La ,Padoi (Batuputih), La Ode Zulfakar (Tewehu), dan La Ode 
Rauf (Masalihi). 

Satu hal yang nampak dalam perkembangan yang pesat 
d¢ Muhammadiyah di Muna adalah penerimaan kaum terpe­
lajar setempat atas gerakan ini. Abd. Kadir tidak lama setelah 
membentuk Muhammadiyah dipindahkan oleh Belanda dari 
Raha. Namun Muhammadiyah telah mendapat pengikut dari 
anak-anak daerah. 

Muhammadiyah berhasil mendirikan dua sekolah di Raha 
dengan pimpinan La Ati dan La Kare memimpin sekolah di 
Maboh.i. 
Dal.am , perkembangan Muhammadiyah berhasil pula memben­
tuk Kepanduan Hisbulwathan atas inisiatif Muh. Safei Kepa­
la Pertanian, yang menjadikan Muhammadiyah dua kutub or­
gani~asi: 

a. Muhammadiyah dipimpin oleh La Kare dan La Ode 
Buntu, dan 

b. Hisbul Wathan oleh La Mane, Bakkareng dan La Ati. 

Tokoh-tokoh Muhammadiyah Muna dengan cara-cara ra­
dikal dalam membawa misi dakwah dan modernisasi yang men­
dapat penilikan tajam dari Belanda. Usahanya di bidang pendi­
dikan diamati Belanda dengan kacamata wildescholen ordonnan­
tie. 
Begitu radikalnya mereka ini sehingga Belanda melihat organi-

12). L. M. Shalihi. 
13). Muna/La Kare . 
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sasi Muhammadiyah Muna sebagai organisasi non koperasi yang 
banyak mendiskreditkan Pemerintah (Belanda) pada rakyat. 
Hal ini nyata dalam semboyan kode LOE KAT A yang berarti 
Lawan Orang Eropa Karena Tidak Adil dan KANEKO dengan 
maksud KasNederland Kosong. 

Bagi Belanda Muhammadiyah Muna adalah organisasi po­
litik setempat. Kebetulan pada saat itu banyak rakyat yang ti­
dak sanggup membayar pajak akibat depresi ekonomi (Malese). 
La kare dan La Ode Buntu dituduh oleh Belanda menghasut rak­
yat untuk tidak membayar pajak. 14> Tuduhan lainnya adalah 
menghina Pas(or Speis yang pada saat itu mendirikan gereja 
dan sekolah di Lasehao (peqalaman Muna). lS) La Kare dan 
La Ode Buntu ditangkap Belanda, organisasinya dibubarkan 
dan sekolahnya ditutup. Mereka ditahan di Raha selama 2 bu­
lan kemudian diasingkan. La Kare diasingkan ke Makassar (6 
bulan) kemudian ke Selayar (2 tahun) dan akhimya ke Bulu­
kumba (4 tahun). La Kare dipenjara 6 tahun 6 bulan lamanya. 
La Ode Buntu dipenjara di Makassar selama 5 tahun. Sebelum­
nya Zainuddin Daeng Manrapi dan Abd. Kadir dilepas dari ja­
batannya masing-masing sebagai HBA dan Kepala Kehutanan 
di Muna. 

Orideraf de ling Kolaka sejak lama didatangi. penetap-pene­
tap dari Sulawesi Selatan. 
Perdagangan hasil hutan yang banyak didapatkan di daerah ini 
memungkinkan adanya hubungan-hubungan pelayaran dengan 
daerah-daerah lain utamanya Ujung Pandang dan Surabaya. 
Keadaan ini memungkinkan tumbuhnya pengaruh dari luar 
utamanya pengaruh Muhammadiyah dalam agama Islam yang 
saat sesudah 1930 amat populer di Sulawesi Selatan. 

Muhammadiyah berdiri di Kolaka atas usaha dari Mat Girl 
(asal Kalimantan) seorang guru dari sekolah Gouvememenf. 2 de 
klas Kolaka pada 1934 bersama-sama dengan H. Daeng Marak/ca 
Abd. Rahim dan M. Sanusi. Muhammadiyah Kolaka diikuti pu­
la dengan pandu Hisbul Wathan. Kegi.atan utamanya ialah dak­
wah Islamiyah dengan membawa pikiran-pikiran baru dan pe­
mantapan Islam sampai ke desa-desa dan perribinaan pemuda 

14). L. M. Shalihi. 
IS) . Muna 
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(kader). Dalam waktu singkat tanpa halangan ranting-ranting 
Muhammadiyah. telah terbentuk di beberapa tempat. Di Ko­
laka Utara (Wawo dan Tolala) dibentuk ranting-ranting dengan 
pelopor-pelopor M. Ali Kamri, M. Junus Majid dan Petta Rukka. 
Di wilayah Selatan Kolaka (Tangketada) dibentuk pula ranting 
Muhammadiyah (1939). 

Muhammadiyah Kolaka tidak menampakkan usaha-usa­
ha yang radikal yang dapat dinilai politis oleh Belanda sehing­
ga tidak memperoleh rintangan seperti di Muna. Usaha-usaha­
nya betul-betul terbatas pada dakwah Islamiyah tanpa menam­
pakkan radikalisme baik terhadap pemerintah maupun terha­
dap Zending yang berpusat di Mowewe yang masuk dalam wila­
yah onderafdeling Kolaka. Usah~ya yang menonjol adalah 
pembinaan pemuda (kader) dalam kepanduan Hisbul Wathan 
disamping misi modernisasinya. 

2. PSil . 

Kesadaran dan aspirasi politik muncul dari kalangan kaum 
terpelajar yang di Sulawesi Tenggara berpusat pada kalangan pe­
gawai pemerintah. Sesudah golongan pegawai terlihat pula ke­
sadaran/aspirasi politik pada golongan pedagang yang karena 
terjadinya interaksi ekonomi dalam versi modem beberapa di­
antaranya dapat dikategorikan sebag~ kaum terpelajar apalagi 
jika ditinjau dari segi pengaruh agama Islam. 

Kedua golongan ini (pegawai, pedagang) dapat mengikuti 
perkembangan di luar Sulawesi Tenggara sesuai dengan profe­
si masing-masing. Sulawesi Tenggara pada saat sebelum Pe­
rang Dunia II adalah daerah "baru" yang dianggap terpencil 
sekali dan merupakan "daerah pelosok" Indonesia yang men­
jadi sarang malaria terutama Kolaka dan Muna. Ke daerah ini­
lah pegawai-pegawai pemerintah Sulawesi Selatan yang diang­
gap Belanda berbahaya karena kesadaran dan aspirasi politik­
nya di "asingkan". Kesini pula beberapa orang swasta (peda­
gang) yang merasa dirinya terbatas gerakannya ditempatnya se­
mula bermukim dan merasa lepas dari kungkungan terhadap 
aspirasi dan idealismenya. Walau mereka berada di tempat 
yang terasing hubungan mereka keluar tidak dapat dibendung 
sama · sekali. Hubungan dengan luar Sulawesi Tenggara yang te­
tap menghidupkan aspirasi politik mereka adalah melalui surat­
surat kabar utamanya surat-surat kabar yang dikategorikan Be-
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landa sebagai surat kabar "merah". Di Kolaka pernah Contro­
leur Belanda mengumpulkan pegawai yang berlangganan surat 
kabar demikian dan diancam agar mereka berhenti berlanggan­
an surat kabar. 
Dikhawatirkan mereka dapat menghasut rakyat untuk bangkit 
melawan kekuasaan Belanda. Mereka ini kebanyakan dari PSII 
dan PNI yang walaupun organisasinya tidak terbentuk tetapi 
merupakan anggota-anggota/aktifis tersiar. 16) 

Namun demikian di desa Lasusua (Kolaka Utara) pada 
1935 terbentuk organisasi PM! (Pemuda Muslimin Indonesia) 
yaitu organisasi bawahan PSII. Organisasi ini dibentuk oleh 
seorang pensiunan polisi yaitu Abd. Rahim Daeng Nompo. 
PMI pada 193 7 membuka sebuah .Sekolah Da.sar Islam di Lasu­
sua dengan nama Sekolah Arab. Sekolah Arab kemudian dibu­
ka pula di Latou (Kolaka Utara). 

Sesudah 3 tahun Abd. Rahim Daeng Nompo membina ka­
der dalam PMI maka dibentuklah cabang PSII di Lasusua. Pem­
bentukan cabang PSII di desa Lasusua merupakan fasilitas is­
timewa dari Pengurus Pusat PSll dengan melihat aspirasi rak­
yat setempat. Sangaji yang merupakan tokoh PSll di pusat per­
nah berkunjung ke Lasusua langsung dari Makassar (Ujung 
Pandang) dengan diantar oleh H. Idrus, La Hia Daeng Gasing 
dan Suleman yaitu tokoh-tokoh PSII Sulawesi Selatan pada 
waktu itu. 
Sangaji 'dalam kesempatan ke Lasusua (Cabang PSII di Kolaka 
Utara) memberikan semangat juang pada anggota-anggota PSll 
untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka. 

Pada saat itu pula Pemerintah Belanda hampir menang­
kap pimpinan PSll cabang Lasusua dengan dalih bahwa di Ko­
laka sendiri sebagai ibukota Onderaf deling tidak berdiri par­
tai P.SII mengapa pula di desa PSII dibentuk. Kemudian HBA 
(Hulp Bestuur Assistent) Abd. Waris dikirim ke Lasusua untuk 
mengawasi dan meneliti PSII Cabang Lasusua. Tetapi ternya­
ta HBA Abd . Waris adalah seorang simpatisan (malah anggo­
ta) PSll. 

Pada 1939 beberapa anggota PSII di Lasusua membentuk 
PENY ADAR yang berdasar pada adanya perpecahan (perbeda-

16). Ch . Pingak . 
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an pendapat) di antara pimpinan organisasi pusat PSII. 
Walaupun kenyataannya terbentuk dua aliran (PSII dan Penya­
dar) namun tidak terlihat konfrontasi antara keduanya. Keada­
an ini (PSII dan Penyadar) berlangsung sampai Jepang mela­
rang semua organisasi politik. 

Tokoh-tokoh PSII (dan Penyadar) di Lasusua (Distrik Pa­
tampanua, Onderaf deling Kolaka, Af deling Loewoe en Onder­
hoorigheden) adalah: 

1 ). Abd. Rahim Daeng Norn po 
2). M. Junus Makkajareng 
3). Halide 
4 ). Usman (Usmana) 
5). Ibrahim Daeng Massiara 
6). M. Arsyad 
7). Yasir 
8). dan lain-lain. 

Distrik Patampanua mempunyai kedudukan tersendiri 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Teng­
gara pada waktu itu : 
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a. Secara struktur pemerintahan Onderafdeling Kola­
ka terpisah dari kesatuan Sulawesi Tenggara kare­
na termasuk dalam Afdeling Luwu dan daerah tak­
luknya dan Swapraja (Zel[bestuur) Luwu. Sedang­
kan wilayah Sulawesi Tenggara lainnya bersatu dalam 
Af deling Bu ton dan Laiwui yang meliputi Zel[bes­
tuur Bu ton dan Zel[bestuur Laiwui. 

b. Penduduk Distrik Patampanua (ibu kotanya Lasu­
sua) kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan (pemu­
kim baru) terutama orang Bugis dari Luwu dan Bo­
ne disamping penduduk asli. Golongan elite (peda­
gang dan pegawai) adalah golongan pemukim baru 
itu. 

c. Distrik Patampanua banyak menghasilkan kopra, 
rotan, damar dan ain-lain, yang langsung dipasarkan 
keluar oleh pedagang setempat. Hubungan dagang 
keluar ini (Sulawesi Selatan dan Jawa) membawa 
pengaruh potensial dalam kesadaran/aspirasi politik 
pada penduduk setempat. 



PSII secara organisatoris hanya terbentuk tingkat (cabang) 
di Lasusua. Di daerah lain dalarn Sulawesi Tenggara tidak ter­
bentuk walaupun di beberapa tempat terdapat simpatisan/ang­
gota tersiar. Di Kendari dan Muna aspirasi politik (golongan Is­
lam) disalurkan melalui Muharnmadiyah, walaupun organisasi 
ini bukan partai politik, sehingga kegiatan Muhammadiyah Ken­
dari dan Muna mendapatkan pengawasan ketat dari Belanda. 
Tabligh (rapat, dakwah) mereka setiap saat dihadiri/diawasi. 
Di Raha (Muna) malah dua orang tokoh muhammadiyah di­
tangkap dan diasingkan (La Kare 6V2 tahun, La Ode Buntu 5 
tahun). Penganjur dan pencetus Muharnmadiyah Muna Zainu­
ddin Daeng Manrapi (HBA) dan Abd. Kadir (Kepala Kehutanan) 
dilepas dari jabatannya, sedangkan Akhmad Makkarausu yang 
bekerja sebagai guru di Kendari dan merupakan penganjur dan 
pendiri Muhammadiyah Kendari dinyatakan sebagai p,ersona 
non grata oleh Raja Laiwui atas tekanan Belanda dan dipindah­
kan dari Kendari. Di Buton pendirian organisasi Muhammadi­
yah dilarang oleh Sultan Buton atas tekanan Belanda,' dimana 
A. Makkarausu sebagai salah seorang pengam bil inisiatif dan 
harus meninggalkan Buton (pindah ke Kendari). l 7) 

Kenyataan-kenyataan ini membuktikan bahwa Muhamma­
diyah pada kurun waktu 1929 - 193 7 di Sulawesi Tenggara mem­
punyai aspirasi dan orientasi politik yang identik dengan aspi­
rasi dan orientasi suatu partai .politik. 

3. Parindra 

Bau-Bau merupakan tempat kedudukan Asisten Residen 
Afdeling Buton dan Laiwui yang juga merupakan ibukota Ke­
sultanan Bufon. Keadaan ini sedikit banyaknya mempengaruhi 
kehidupan politik pemerintah Belanda dan juga mewarnai co­
rak aspirasi politik rakyat dalarn kaitannya dengan kebangkit­
an Nasional di daerah. Pandangan politik Belanda dan aspirasi 
rakyat merupakan dua sumbu yang berhadapan saling berlawan­
an arah. Di ibukota Bau-Bau sebagai pusat pemerintahan, po­
ros atau sumbu pandangan politik pemerintah Belanda akan 
lebih waspada dan keras karena keadaan ibukota akan langsung 
menghimbasi wilayah-wilayah bawahan. Penekanan Belanda pa-

17). La Ero. 
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da pimpinan Swapraja setempat (Sultan Buton) akan terasa 
lebih tegas dari wilayah-wilayah ·bawahan (onderafdeling). Ju­
ga di Bau-Bau lebih banyak golongan pegawai pemerintah di­
bandingkan di daerah-daerah lain dimana secara kenyataan ter­
lihat bahwa sumber kesadaran dan aspirasi politik Sulawesi Teng­
gara di sekitar dan sesudah 1930 berporos pada golongan pega­
wai pemerintah. Ada yang terang-terangan melibatkan diri da­
lam suatu organisasi ada pula yang bergerak di belakang layar 
sebagai penganjur dan pelopor. 

Di Bau-Bau sejak lama bermukim pendatang-pendatang 
dari Bugis Makassar dan mempunyai kedudukan tersendiri da­
lam kegiatan ekonomi dan agama. Mereka mempuilyai kepe­
mimpinan sendiri yang terpusat pada seorang Kapita. Corak 
keislaman mereka agak sedikit berbeda dengan aliran tasauf 
Islam yang telah tiga abad menjadi anutan rakyat dan landas­
an kepemerintahan Sultan Buton. Mereka mendirikan mesjid 
di Bau-Bau disamping mesjid tua yang ada dalam kraton Bu­
ton. Beberapa pelaksanaan syariat agama berbeda di antara ke­
dua mesjid itu. umpamanya sembahyang Idul Fitri di mesjid 
Kraton dilaksanakan pada waktu yang diperkirakan bersamaan 
dengan sembahyang led di Mekkah (kira-kira jam 12) sedang­
kan di mesjid Bau~Bau pada waktu pagi hari. Perbedaan ini le­
bih membekas setelah aliran Muhammadiyah di Bau-Bau men­
ielang 1930. Pada saat itu perbedaan kedua aliran agama yang 
masing-masing berpusat pada kedua mesjid tersebut diatas lebih 
menonjol. 

Dengan turun tangannya Sultan Buton demi menjaga ke­
amanan dan kestabilan masyarakat, Muhammadiyah dilarang 
didirikan di Bau-Bau. Pada saat itu pengikut-pengikut Muhamma­
diyah di Sulawesi Tenggara mempunyai aspirasi dan otientasi 
politik. 

Keadaan ini tersalur kemudian dengan didirikannya ca­
bang Parindra di Bau-Bau suatu organisasi politik yang meng­
anut sikap koperasi. Ke dalam organisasi ini tergabung aspira­
si dari kesadaran politik baik dari kalangan penduduk asli Bu­
ton maupun golongan yang berasal dari kalangan pendatang. 
Pimpinan-pimpinannya kebanyakan berasal dari pegawai peme­
rintah· Belanda maupun swapraja antaranya: 18) 

18). La Ero. 
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1 ). Laode Trom (Toromu) Klerk Swapraja 
2). Lampou (Polisi) 
3). Abd. Samad (Swasta) 
4). La Ode Muh. Rusli (guru) 
5). La Ode Abd. Majid (guru) 
6). La Ode Bosa. 

Gerakan politik dari Parindra tidak ada yang menonjol, 
kecuali membawa misi modernisasi kepada rakyat dan sosial 
kontrol tidak langsung pada pemerintah 19> Sedikit banyak­
nya pada saat itu di Bau-Bau telah timbul suatu kesadaran ber­
organisasi. Le Ode Manarfa dan La Ode Nafsahu berusaha men­
dirikan organisasi kepanduan NIP (Nederlandsch Indische Pad­
vinderij) tetapi tidak mernperoleh simpati banyak dari kalang­
an pemuda. Keduanya adalah anak Sultan Buton pada waktu 
itu (Sultan Buton terakhir La Ode Muh. Falihi). Dari kalang­
an guru-guru dengan koordinator Abd. Latif didirikan organi­
sasi YOB (Vo/ks Onderwijzer Bond) dan OSV (Onderwijzer 
Sport Vereniging). 

Buton sebagai wilayah kepulauan mempunyai sebagian 
penduduk yang berprofesi sebagai pedagang/pelayar. Perahu­
perahu layar mereka merupakan alat pengangkut perdagangan 
antara pulau yang cukup potensial di Indonesia bagian Timur. 
Sebelum 1938 merek ini tergabung dalam RUPELIN (Rukup 
Pelayaran Indonesia) yang berpusat di Surabaya dibawah pim­
pinan Najamuddin Daeng Malewa yang saat itu menjabat seba­
gai Kepala Duan.e. 20) 

Najamuddin Daeng Malewa adalah anak dari Abd. Rahim, Kapi­
ta (Bugis) di Bau-Bau. H. Abd. Rahim bersaudara dengan H.A. 
Karim, Imam masjid Bau-Bau yaitu bapak dari Komisaris Be­
sar Polisi M. Jasin. 

RUPELIN dianggap menyaingi kapal-kapal Belanda dalam 
lalu lintas perdagangan di Indonesia bagian Timur dalam hu­
bungan wilayah ini dengan Surabaya dan malah dengan Singa­
pura. 

Pada 1938 perahu-perau layar RUPELIN ditahan dan dila~ 

19). La Ode Maane Bolu, B.A. 
20). La Ero 
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rang berlayar dengan dalih menyelundupkan teh ke Singa­
pura. 20 Banyak perahu layar kepunyaan rakyat Buton dita­
han di pelabuhan Bau-Bau dan nakhoda-nakhodanya ditang­
kap. 

Suatu yang penting untuk diungkapkan adalah pada 1938 
pimpinan (Leider) CVO di Bau-Bau M. Harimpat (asal Mana­
do) mengajarkan lagu Indonesia Raya pada murid-muridnya 
dengan persyaratan tidak boleh dinyanyikan di luar sekolah. 22> 
Larangan ini dipegang teguh oleh para siswanya karena takut 

· ditangkap Belanda. 
Dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang berlandaskan ke­

sadaran politik dan berorganisasi di Bau-Bau sebegitu jauh ti­
dak ada penangkapan-penangkapan. Namun tindak tanduk 
dari mereka yang dianggap sadar politik selalu diikuti. 

Di kalangan terpelajar di Bau-Bau sebelum Perang Duni~ II 
banyak beredar surat-surat kabar yang terbit di Jakarta (Be­
tawi), Surabaya, Makassar, Medan dan Padang. 23> Hal demi­
kian ini merupakan tanda adanya kesadaran politik. 

E. KEADAAN DI SULAWESI TENGGARA MENJELANG 
KERUNTUHAN PEMERINT AH HIND IA BELANDA. 

1. Sikap Pemerintah Hindia BeJanda terhadap rakyat. 

Bartl saja Belanda berhasil secara keseluruhan mentrali­
sir gerakan-gerakan organisasi yang mempunyai aspirasi poli­
tik di Sulawesi tenggara ( 1938) meletuslah Perang Dunia II. 
Segera Negeri Belanda diduduki Jerman. Di Pasifik Jepang se­
bagai sekutu Jerman mengobarkan Perang Asia Timur Raya 
dan tentaranya dengan cepat sampai di pintu Indonesia. Da­
lam keadaan ini Belanda merasa ragu akan sikap rakyat yang 
baru saja berhasil dinetralisir aspirasi politiknya. Belanda ber­
kesimpulan bahwa pada dasarnya rakyat Sulawesi Tenggara ti­
dak menyukai kehadirannya. Penjajahan Belanda atas Sulawe­
si Tenggara yang praktis baru bermula pada 1906 dan menda­
pat tantangan-tantangan keras, baru saja dapat dirampungkan­
nya secara menyeluruh pada 1927 sehingga pemerintahan si-

21). La Ero. 
22). La Ode Maane Bolu B.A. siswa CVO pada waktu itu. 
23). La Ero 
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pil dapat dimantapkan pada 1928. Hasil pasifikasi ini 'kemu­
dian diganggu lagi gerakan-gerakan beberapa organisasi yang 
mempunyai aspirasi politik sejak 1930 yang memuncak pada 
1935 - 1938. . /' 

Kesadaran bahwa pada hakekatnya iakyat Sulawesi Teng­
gara termasuk di antaranya pegawai pemerlntah tidak menyu­
kai kehadirannya membuat Belanda mengambil 'sikap keras da~ 
lam pemerintahannya yarlg dibarengi kampartye kehebatan~ 
nya. Tindakan Belanda pada rakyat lebih legas cfan keras· sain~ 
bil mengedarkan selebaran-seleb~an yang ''di · antaranya berbu­
nyi~ "Hidup Marine Belanda", Belanda 'tak kenal m·enyerah, 
yarig tentunya dengan maksud supaya rakyat percaya pada k~~ 
kuatan militer ' Belanda dan rakya'.t tidak dimasuki propagan- .. 
dan milsuh (jepang). 24) j , 

Dalam menghadapi perang Pemerintah * Hindia Belanda 
membentuk kesatuan-kesatuan siaga yaitu: 

a. Stadswacht 25> pada Juli 1941 (Bau-Bau). 
"•)) 1; 

b. Penjaga Pantai 26> (Kendari) · ' 
c. Rode Kruis 27> pada Agustus 1941 (Kendari). .1. 

i _,i ~ -, ' I "' , 

Rode Kruis (Palang Merah) di Kendari beranggotakan 780 orang 
dengan pimpinannya Sai<Jo Johansyah. 'siadswacht dibentuk 
dengan inti imggota para pegawai p~merintah. . ' , . . ., . ,, 

Menjelang -kedatan~an Jepang orang-prang Beland.a dan ten- . 
tara KNIL ditarik dari Buton dan Muna ke, ~akassar, se~~g­
kan di Kendari masih ada beberapa orang Belanda .deng:m :;e-

- 'f' ~v 

pasuk<ln t.entara l(NIL. Adanya tentara KNIL dan beberapa 
orang Belanda (termasuk para pendeta) di }\endari 'mungkin de;. 
ngan pertimbangan bahwa dalam keadian, mendesak m~reka 

' J - ~ 

dapat mul\dur ke pedalaman dan seterusnya menyeberan~ ke 
Sulawesi Selatan. 

Sebelum kedatangan Jepang Beianaa me:pangkap tiga orang 
Jepang yang sejak lama bermukim di ~ulawesi Tenggara <Jail 
merampas semu~ miliknylJi. Ketiga orang J ypang iiu yang ielclh 
k!lwi11 d~ngan penduduk .setempat adalap : ~· Oda di Bau-Bau, 

24). Muna 
25). La Ode Maane Bolu B.A. 
26). Hama. 
27). Dalami 

. ,. 
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(Buton~, Nobuo , Osyidari di Raha (Muna), dan Maeda di Ken-
d 

. ' . , •. . an. -
I •«, I ' 

Pada waktu akan ditangkap N. Osyidari berpakaian leng-
kap (militer). Karena dia adalah perwira .lepang dan lebfu thig­
gi pai;igkatnya dari Kontrolur Muna di Raha, maka dia menye­
rakan diri dan'. diluc\lti oleh Asisten Residen dl Bau:Bau. Mung­
kip Maeda']uga seorilng pe,.twira J epang 28> , demikia1l'pµla 'K. Oda, 
tetapi sekurang-kurangnya mereka telah tahu akan .rericana Je-
pang.dan membantunya. 1 ' 

Menjelang kedatang;m Jepang , praktis Belanda tidak mem­
punyai kesiagaan militer malah ce~d~ru~g urituk meninggal-. 
kan dan mengosongkan Sulawesi Tenggara. Yang ditlnggalkan 
di Kend~ hanya sepas4kan KNIL dengan persenjataan rp.inim 
(tanpa senjata berat) walaupun Belanda menyadari arti strategis, 
Kendari ditinjau dari sudut taktis militer. ' r '· J 

, . • 1.l 

. , 'I 1-1 ~ , r ' . 1 

2. Keadaan masyarakat. 
• i 'J' -

a. Sosial Ekonomi. 
I , . •. 

Menjelang ,,P~rapg punia II kedudukan ·,femerintah Belan­
da telah mantap sekali di Sulawesi Tenggara. Aspfrasi tradisio­
nal yang pemah' menentang kehadira!n Belanda ' pada sekitar 
1906 felah lenyap sama sekali. Aspirasi kaufn pergerakan ·yang 
muncul pada sekitar 1930 telah dapat dinetralisir melalui an­
caman~ancamarij Clan tindakan-tindakan tegas, walaupun idealis­
menya tida.K da~af dipadainkan sama sekali inalah telah me-
wamai kehidupan masyarakat. '' .I -" 

Masyarakat tradisional baik sistem maupun· pola wawas­
annya dapat dikatakan telah lenyap sama · sekali. Yang tinggal 
hanyalah sisa-sisa f eodalisme yang dengan maksimal dipergu­
nakan oteli Belanda aalam melaks'anakan pemerintahannya. 
Sisa-sisa feodalisme yang terwujud di sekitar ·istana raja-raja 
setempat yang r juga terdap'at pada wilay'a.h-Wilayah bawahan 
metupakan alat Be1anda dalam menghadapi masalah-masalah 
yang bersumber dari ' sistem masyarakat tradisional yang tidak 
menerima Belanda dan kemudian untuk menghadapi kaum per­
gerakan. 

Transformasi sosial yang begitu laju dalam kurun waktu 

r. 
28). M. Said. " 
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kurang dari 40 tahun yang bermula pada perombakan lembaga 
pemerintah wilayah bawahan kerajaan-kerajaan dan sistem pem­
bayaran pajak per kapita amat dipengaruhi oleh dikenalnya 
pendidikan modern, perhubungan dan perdagangan yang ber­
tempo tinggi, munculnya golongan pegawai pemerintah yang 
bersamaan dengan pengenalan akan sistem organisasi (sosial 
maupun politik). Hal yang amat menentukan adalah adanya 
kecenderungan menuju modernisasi dari kaum pergerakan uta­
manya Muhammadiyah yang menerobos sampai ke desa-desa. 
Kedatangan Misi Katolik (Muna) dan Zending Protestan (Ko­
laka, Kendari, Moronene) yang dipimpin oleh pendeta/pastor 
Belanda turut membawa alam "modern" ke pedalaman Sula­
wesi Tenggara. 

Masyarakat tradisional yang homogen sebelum 1906 telah 
digantikan oleh masyarakat yang heterogen yang timbul di kota­
kota .karena timbulnya golongan pegawai (pamongpraja, guru, 
polisi dan lain-lam) yang multi suku. Golongan pegawai ini men­
jadi golongan elite baru menggantikan elite tradisional sebelum­
nya. Golongan elite dalam masyarakat merupakan swnber ge­
ritkan dan interaksi masyarakat yang amat mempengaruhi ke­
liidupan sosial budaya masyarakatnya. 

Dalam keadaan inilah terwujudnya kekuasaan Pemerin­
tah Belanda dan lancar dan aman menjelang Perang Dunia II. 
Keadaan ekonomi begitu meyakinkan setelah Depresi Ekono­
mi dapat dilalui. Hasil hutan laut dan pertanian dapat dipasar­
kan dengan baik karena lancarnya hubungan. Onderneming ke­
lapa di Buton Utara telah berproduksi sejak 1925, kayu jati di 
Muna telah diolah secara modern. Di Buton dibuka tambang 
aspal . sedangkan di Pomalaa (Kolaka) ada tam bang nekel. P.e­
merintah memberi bimbingan pertanian pada rakyat sehingga 
produksi dapat ditingkatkan. Orang Tolaki yang hidup berla­
dang dengan merombak hutan dibimbing untuk bersawah. 

Kemajuan di bidang ekonomi ini tidak dapat dinikmati 
oleh rakyat banyak secara maksimal dan langsung karena po­
tensi ekonomi mereka tidak punya. Kehidupan ekonomi dikua­
sai oleh orang Belanda dan Cina, sedangkan rakyat hanya me­
rupakan pengumpul atau peramu. Disamping Belanda dan Ci­
na (asing) perdagangan banyak pula terletak dalam tangan pen­
dataJ?.g (pemukim baru) dari Sulawesi Selatan (Bugis). Kecua­
li di Buton banyak juga penduduknya yang hidup dari perda-
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gangan dan pelayaran. Di Laiwui (Onderafdeling Kendari) orang­
orang Cina banyak yang bermukim sampai kepedalaman, se­
dangkan orang Bugis banyak yang menetap di Tiworo. Kenda­
ri Selatan, Poleang, (Moronene) dan Kolaka Utara. Kota Ken­
dari kemudian Bau-Bau sejak lama ditempati oleh orang-orang 
dari Sulawesi Selatan (Bugis). 

Dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya .kestabilan so­
sial mulai terganggu. Hal ini bersumber dari kalangan Pemerin­
tah Belanda sendiri yang rupanya karena pengalamannya da­
lam menghadapi aspirasi masyarakat tradisional (menentang 
kehadiran Belanda) dan kaum pergerakan masih tidak perca­
ya pada rakyat Sulawesi Tenggara sebagai kawulanya. Belan­
da ragu bahwa rakyat akan terkena propaganda Jepang sehing­
ga dapat membahayakan Belanda dari dalam. Apalagi saat itu 
telah · ada beberapa orang Jepang yang sejak lama menetap di 
Bau-Bau, Raha dan Kendari yang kemudian dinyatakan seba­
gai mata-mata J epang malah sebenarnya adalah perwira tenta­
ra J epang. Bertolak dari keraguan ini Beland a di beberapa tem­
pat bersikap lebih keras terhadap rakyat dan membuat . selebar­
an-selebaran yang menggambarkan kekuatannya. 29> 

Di sementara tempat (Muna) timbul golongan masyarakat 
yang mengharap supaya dengan segera Jepang datang dan me­
ngusir Belanda. 30> Harapan ini bukan dilandasi kesukaan· akan 
Jepang tetapi merigharapkan akan adanya suatu perubahan da­
lam pemerintahan sekurang-kurangnya untuk mengurangi pajak 
yang amat berat itu. Keadaan ini timbul karena pengalaman 
akan kejamnya Belanda sejak kedatangannya di Muna. Bebe.­
rapa bangsawan Muna yang menentang kehadiran Belanda dan 
pembayaran pajak menderita malah ada yang ditembak (terbu­
nuh) dan 'kemudian dua orang pemimpin Muhammadiyah Mu­
na dibuang oleh Belanda. Sampai runtuhnya Pemerintah Hin­
dia Belanda pajak di Muna dirasakan oleh rakyat amat berat. 
Pulau Muna adalah pulau yang tidak subur sehingga penghasil­
an rakyat amat rendah. 

Pada saat itu di Sulawesi Tenggara adalah daerah yang ba­
nyak mengeluarkan hasil, yaitu: 

29). Muna 
30). Muna 
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1). hasil hutan rotan, darnar, kayu. 

2). hasil laut rumput laut, Iola, ekor ikan yu, 
mutiara dan teripang. 

3). hasil pertanian kelapa (kopra), kapok, kopi, ter-
nak (kulit/tanduli kerbau). 

4). hasil tarnbang aspal dan nekel. 

Ditinjau dari segi hasil ini Sulawesi Tenggara adalah dae­
rah makmur. Tetapi rakyat pada umumnya hidup dengan ser­
ba keterbatasan sehingga banyak diantaranya yang tidak da­
pat membayar pajak. 

b. Pendidikan. 

Pada sekitar 1940 sekolah-sekolah telah dibuka sampai 
di pedalaman yaitu distrik/onderdistrik dan di beberapa desa. 
Sekolah-sekolah ini adalah Sekolah Rakyat (Volkschool) yang 
lama belajamya 3 tahun. VVS (Vervol~chool) yang berkelas 
2 sebagai sambungan dari VS hanya sebanyak 5 buah yaitu Bau­
Bau (Buton), Raha (Muna), Kolaka, Kendari dan Watotobi (Ken-
4ari). ' Sekolah lanjutan hanya 2 buah yaitu CVO (Sekolah Gu­
ru 2 tahun) di Bau-B.au dan Sekolah Lanilbouw (2 tahun) di 
Wawotobi (Kendari) 

lending juga banyak membuka sekolah-sekolah. di desa 
(Sekolah Rakyat 3 tahun) demikian pula Misi Katholik di Mu­
na. Pada 1940 di Onderafdeling Muna (7 Distrik) terdapat 12 
VS, ' 1 VVS dan 2 VS Misi. Di Kolaka yang terdiri dari 3 Dis­
trik terdapat 5 VS, 1 VVS dan 8 VS lending. Di Kendari ter­
dapat sebuah HIS kepunyaan lending disamping beberapa VS 
yang dibukanya di desa-desa dalam Onderafdeling Kendari. Da­
lam · .wilayilh Bu ton terdapat pula beberapa sekolah kepunyaan 
Zending di daerah Moronene. 

c. Ag am a 

Agama Islam mengalami gelombang kemajuan dalam su­
dut pemantapan ajarannya sejak akhir abad ke-19. Pemantap­
an ini terutarna terjadi di pedalaman daratan jazirah tenggara 
pulau Sulawesi (Kendari, Kolaka). Islam telah , menjadi anutan 
seluruh rakyat, tetapi pedalaman ajaran qan syariat belum ber­
wujud secara rampung. Kemajuan pemantapan Islam ini ter-
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jadi kareha pengaruh pendatang pemukim baru Sulawesi Selat-
an ·yang- dapa~ · mencapai daerah-daerah pedalaman, sebagian 
besar karena *tifitas perdagangannya .. 

Pada sekitar 1930 muncullah Muhammadiyah yang mem­
bawa modemlsme I~lam yang -hanya mendapat pengikut utama-

· nya para pemuda. Kepanduan Hisbulwathan, merupakan wa­
dah . yang amat banya.k · menarik kaum muda Islam. Era 1930 
sarppai datangnya J!!paqg a2!l1Jla Isam. di Sulawesi Tenggara me­
rupakan masa , pemantap_aIJ dan kebangkitan Islam setelah meng­
alami kemerosotan dalani arti pra.ktisasi dalam kehidupan so­
sial sebagai · akjbat ·keruntuhan sendi-sendi masyarakat triidisio­
nal seja.k · kedatangan Belanda (1906 ). Hal ini terjadi karena gam­
baran masyarakat tradisional pada waktu itu adalah masyara­
ka~ yang diwarnai malah berdasarkan Islam. Kerajaan Buton ada­
lah suatu Kesu~tanan berdasar ,Islam dimana Islam menjadi sen­
di politik, sosial dari budaya . . Setelah campur tangan Belanda 
praktisasi Islam 'dalam kehidupan politik, sosial dan budaya 
mengalam.i hantaman dan merosot praktisasinya sejalan dengan 
keruntuhan ·sedi-sendi masyarakat tradisionalnya. Tetapi di 
B.uton mod~inisasi Muhamrrtadiyah tidak mendapat sambut­
an baik dari kalangan masyarakat sehingga hanya terbatas pa­
da -golongan-golongail. tertentu di kota Bau-Bau. Malah Sultan 
Buton. atas tekanan Belanda melarang berdirinya Muhammadi­
yah secara.prganisatoris. 

Na~J:i;i d~~ik.ian sec~a keseluruhan modemisme Muha­
mmadiyah -~~pibawa'. angin baru dalam kehidupan masyarakat. 
Elite oesar adafah pengikut sekurang-kurangnya simpatisan da-
ri Muhaminadiyah. . . , 

Pemerinfah Belanda pada sekitar 1930 menetapkan wila­
yah kegiatan le11ding (Protestan) yang terbatas pada daratan 
jazirali Tenggara pulau Sulawesi, sedangkan Miai (Katholik) 
terbatas pada pulau Muna. lending dikenal sejak 1915 sedang­
kan Misi Katholik pada 1912. Namun sebelumnya agama Kris­
ten telah masuk ke Sulawesi Tenggara sejak masuknya Be­
landa yaitu melalui para pegawai di tiap ibukota Onderaf de ling. 
Gerakan · Misi dart lending dibarengi dengan pendidikan Misi 
sosial lainnya. Pada saat itu hampir seluruh penduduk Sulawe­
si Tenggara telah ·menganut agama Islam, walaupun kemantap­
an ajarannya dan syarlatnya belum dihayati di semeritara tem­
pat di pedalaman tertnasuk daerah Moronene. 
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· Zending kemudian berkembang sehingga • da·ratan jllzirah 
Tenggara pulau Sulawesi dibagi atai empat wilayah (ressort) 
pekabaran Injil yaitu; 

1 ). Mowewe (Kolaka) 
2). Sanggona (Kolaka) 
3). Lambuya (Kendari) 
4). Taubonto (Moronene -'Buton). 

' I 
) 

J.> q 
t 

Sampai pada pecahnya Perang Dunia II yajtu sesudah ham­
pir . 30 tahun khadiran Zending qan Misi, pimpinan gereja/re­
ssort masih tetap dalam tangan Pastor/Pendeta Belanda. Ke­
adaan ini hampir-~ampir saja beraki.bat .f~t~ atas kehidupan 

' agama Kristen (Katholik dan J.>rot~stan) c,li Sula~esi Tenggara 
pada waktu pendudukan Jepang. Jepang menganggap agama 
Kristen identik dengan Belanda sehingga am~i dikekang dan 
dicurigai malah dilarang mengadakan kebakti~. 30 

3; Sikap masyirakat terhadap P~rintah Belanda . 

Pada dasarnya rakyat mertolak kehadiran Belanda untuk 
memerintah secara lan~ung di Sulawesi Tenggara. Sebelum 
1906 Kerajaan Buton dan Laiwui telah beberapa kali menanda­
tangani perjanjian dengan Belanda, malah sejak zama:n VOC. 
Perjanjian pertama dengan Belanda ditandatangani · oleh Sultan 
Bu ton IV pada 1613. Perjanjian-perjanjian teisebut dianggap 
pada mulanya sebagai perjanjian persahabatan dan sating meno­
long. Kemudian pada zaman Hindia Belanda sesudah 1800 mak­
na perjanjian itu menempatkan Belanda sebagai saudara tua. 
Sesudah pertengahan abad ke-19 kerajaan Buton dan Laiwui 
juga Luwu yang membawahi Mekongga 1(Kolaka) merupakan 
wilayah Hindia Belanda (Lang Contract) tetapi pemerintah­
an tidak dicampuri secara lang.5ung. Tidak ada penempatan per­
sonil pemerintah Hindia Belanda. Tetapi sesudah 1906 apala­
gi setelah ditandatangani Perjanjian Pendek, Belanda secara lang­
sung dengan dukungan tentaranya mencampuri pemerintahan. 
Hal ini tidak dapat diterima begitu saja oleh rakyat utamanya 
golongan elite tradisional. Namun ~elanda berhasil memaksa­
kan kehendaknya. 

3 1 ). Dr. MC. Jongeling, op.cit. 
I ' 
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Pada .sekitar ~ 1930 kesadaran politik se~ara pelan telah me­
rambat masuk , Sulawe~ Te~ggara yang tercetus dalam bebera­
pa organisasi. Gerakan Kebangkitan Nasio!1fil ,ini memuncak 
pada 1935 - 1938. Dengan usaha maksimal Belanda dapat me­
netralisir gerakan yang berorientasi politik k~merdekaan Indone-
sia menjelang pecah Perang Dunia II (1938). ' " · 

Warisan antipati elite tradisional yang menentang kehadir­
an langsung Belanda dalam pemerintahan yang d1susul dengan 
segera oleh gerakan 1politik <lehgan orientasi Indonesia Merde­
ka' mewarnai sikap masyarakat pada sekitar tahun 40-an. De­
ngan kata lain bahwa Belanda tidak disukai. Sikap ini menon­
jol sekali di Muna dimana rilasyarakat setelah pecahnya Perang 
Asia Timur Raya menglfarap dengan segera kehadiran Jepang 
untuk mengusir Belanda dari sana. Bagi rakyat Muna Belanda 
berarti penindasarl: K'arena Manya Belanda maka ada pula pa­
jak yang hamprr-hampir ntak dapat dibayar oleh rakyat. Tidak 
membayar pajak berarti penindasan. 

Dengan dasar itulah maka menjelang kedatangan Jepang 
Belanda curiga akan mudahnya propaganda Jepang termakan 
oleh rakyat, sehingga perlu selebaran-selebaran yang menunjuk­
kan kehebatan Belanda dan tekadnya tidak akan menyerah 
pada Jepang, dibarengi, dengan tindakan-tindakan tegas jika 
diketahui adanya gejala 1 pembangkangaJ,l .. Sampai sepegitu .jauh 
t;dak terjadi hal-hal luar. biasa baik dari rakyat maupun . dari 
pemerintah Belanda, karena ·masing-masing menunggu perkem­
bangan keadaan rsebagai akjbat meletusnya Perang Dunia II khu­
susnya perang A.sia Timur Raya. 

. . 
4. Saat..at terakhir . Pemerintahan Hindia Belanda di S\!la­

wesi Tenggara 
Sulawesi Tenggara'. adalah' wilayah yang dianggap "pelo­

sok" dalam Perherintahan Hindia Belanda. Sampai sebagai jauh 
tidak ada niat danU usaha Belanda un'tuk bertahan dan memper­
tahankan· Sulawesir Tenggara dalam menghadapi Jepang:. Tindak­
an pertama Belanda sesudah meletusnya Perag Asia Timur Raya 
adalah penangkapan orang-orang J epang yang sejak lama ber­
mukim di Sulawesi Tenggara (di Kendari, Raha dan Bau-Bau). 

Menjelang kedatangan Jepang Belanda sudah bersiap un­
tuk meninggalkan Sulawesi Tenggara. Malah tidak lama sebe­
lum pendaratan J epang di Kendari, suatu tim dari Makassar 
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(Ujung Pandang) datang menjemput persc;>pil Belanda. 32
> De­

ngan demikian maka pemerintahan terpusat pada pemerintah­
an Swapraja. Buton dan Muna dikosongkan sama selcali, sedang­
kan di Kendari masih tertinggal sepasukan KNIL dan beberapa 
personil Belanda yang juga selalu bersiap mengundurkan diri 
ke pedalaman dan kalau dapat ,menerobos ke Sulawesi Selat­
an. Dalam kota Kendari hanya terdapat satu peleton (lebih 20 

I I 

orang) tentara KNIL. , 
Dalam keadaan demikian raja-raja (Kepala Swapraja) ti­

dak mengambil suatu langkah politik, tetapi bersifat menung­
gu perkembangan. Pada dasarnya mereka bersapia rakyat ha­
nya menunggu akan kehadiran J epang. 

F. KEDATANGANPASUKANPENDUDUKANJEPANG 

1. Propaganda Jepang 

Tidak didapatkan informasi secara khusus yang menggam­
barkan adanya propaganda Jepang menjelang kedatangannya 
di Sulawesi Tenggara. Propaganda yang sedemikian rupanya 
dianggap tidak perlu karena rupanya dari awal Jepang telah 
menyadari bahwa pendudukan atas Sulawesi Tenggara tidak 
akan mengalami kesulitan baik dari segi militer maupun dari 
segi politik. Sulawesi Tenggara bagi Belanda adalah daerah pe-

' losok yang berpenduduk jarang walaupun mempunyai poten-
si ekonomi yang cukup besar (hasil hutan/pertanian, hasil laut 
dan hasil tambang). 

Dalam perhitungan taktis militer. Belanda yang terpusat 
di J awa dengan andalan pengunduran adalah Australia, menem­
patkan Sulawesi Tenggara di luar jalur pertahanan strategis. 
Sebaliknya bagi Jepang dalam strategi ofensifnya menilai Su­
lawesi Tenggara khususnya Kendari sebagai tempat yang amat 
potensial setelah Morotai di Maluku Utara. Dalam menghada­
pi musuh di Australia - Morotai - Kendari dan Kupang merupa­
kan rangkaian salah satu lini yang bersumber di Pilipina (Mani­
la). Rupanya keadaan ini telah dinilai oleh Jepartg jauh sebe­
lum meletusnya Perang Dunia II khususnya Perang Asia Timur 
Raya. Dan rupanya persiapan ke arah penjajakan medan Sula-

32). Muna 
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wesi Tenggara yang strategis ini telah lama ditelusuri oleh Je­
pang. 

Pada sekitar 1 ~20 di Sulawesi Tenggara telah bennukirn 
beberapa orang Jepang. Di Kendari datang Tomutsu Ohitshi 
(± 1915) dan membuka toko dan onderneming kelapa. Dia ini 
kawin d.engan penduduk setempat (yang bernama Eidja) dan 
mempunyai 3 orang . anak. Tomutsu Ohitshi meninggal pada 
1930 di Kendari dan batu nisannya didatangkan dari J epahg 
karena rupanya dia adalah seorang perwira angkatan laut J e­
pang. 33> Besar dugaan bahwa kedudukannya di Sulawesi Teng­
gara merupakan penugasan dari pemerintah Jepang. Di Buton 
S. Fujita yang berhasil memperoleh hak guna usaha tanah dari 
Pemerintah Belanda pada . 1924. Usahanya adalah penyelam­
an dan pemeliharaan muliara. Di Raha (Muna) tinggal tuan Ta­
ni sebagai pedagang kecil yang meninggal pada kira-kira 1930. 

Kemudian menyusul pula orang-orang Jepang yang da­
tang di sekitar 1930 yaitu: 

a. K. Oda di Bau-Bau ·yang merupakan pedagang hasil 
bumi khususnya hasil laut. 

b. Nobuo Osyidari di Raha yang hidupnya hanya ber­
keliling di pulau Muna dan Buton untuk menembak 
rusa dan sapi. Dia ini terkenal ahli tembak dan ahli 
mesin (perbengkelan). · 

c. Maeda· di Kendari yang membuka pabrik es. 

Menjelang meletusnya Perang Asia Timur Raya beberapa 
kegiatan mereka ini agate luar biasa. K. Oda di Bau-Bau dengan 
Osyidari di Muna amat giat berkeliling pulau Buton dan muna 
mengamati pantai-pantai dan rawa-rawa dengan dalih usaha 
pembelian kayu bakau untuk dirnasak kulitnya (bahan cat). 

Dalam usaha ini mereka membuat peta-peta pantai, rawa, 
teluk yang dalam dan• dangkal, tempat yang ramai penduduk­
nya dan ·yang sunyi (kosong). 34> K. Oda di Bau-Bau juga mem­
beli sebanyak-banyaknya tuba yang dapat diperolehnya. Mae­
da di Kendari menerima kunjungan beberapa orang J epang an-

330. Ny. M. Lakawa Andries B.A (Ny. M. Lakawa Andries adalah anak dari bekas 
istri Tomutsu Ohitshi, suarni kedua B.M. Andries). 

34). Muna 
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taranya ada yang datang dengan pesawat terbang beberapa sa-. 
at sebelum meletusnya perang. J uga Maeda mempunyai seorang 
pembantu bangsa Jepang yang amat dapat diduga sebagai ma­
ta-mata. 35> 

Sesudah meletusnya Perang Asia Timur Raya ketiga me­
reka ini (I\. Oda, Osyidari dan Maeda) ditangkap oleh Pemerin­
tah Belanda. Pada saat itulah baru ketahuan bahwa ketiganya 
adalah intelijen Jepang malah mereka adalah perwira tentara 
yang rupanya sengaja ditempatkan di Sulawesi Tenggara de­
ngan tugas khusus menyelidiki medan dan kekuatan tentara 
Belanda serta situasi sosial dan politik. Dari K. Oda disita oleh 
Beland!i beberapa dokumen antaranya peta pantai pulau Muna 
dan Buton yang lengkap khususnya jika ditilik dari sudut ke­
pentingan pendaratan pasukan. 
Osyidari pada waktu akan menyerahkan diri (ditangkap) me­
ngenakan pakaian militer Jepang yang lengkap. Dia tidak mau 
menyerahkan diri dan dilucuti oleh Kontrolur di Raha dengan 
alasan bahwa pangkatnya lebih tinggi dari Kontrolur. Dapat 
diduga. bahwa pangkat Osyidari dalam ketentaraan Jepang (Ang­
katan Laut?) sekurang-kurangnya Mayor atau Letnan; Kolo­
nel. Dia kemudian menyerahkan diri pada Asisten Residen di 
Bau-Bau. Dalam penangkapan mereka ini semua harta- benda­
nya dirampas walaupun mereka telah kawin dengan l>endu­
duk setempat dan telah mempunyai beberapa orang anak. Pa­
da saat itu dua orang anak Tomitsu Ohitshi (almarhum) di Ken­
dari ikut ditangkap dan ditawan Belanda ke Jawa (diinternir 
di Garut). 36> 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa J epang telah memper­
oleh informasi lengkap tentang Sulawesi Tenggara yang strate­
gis itu sebelum Perang Asia Timur Raya meletus. lnformasinya 

· begitu lengkap utamanya tentan.g keadaan medan yang amat 
dibutuhkan dan keadaan sosial politik tidak serta kekuatan mi­
lit~r Belanda. Dari informasi sosial politik tidak pandang pedu 
untuk propaganda terbuka kepada rakyat. Namun secalia ter­
selubung rupanya propaganda ini juga dijalankan. 

35). Makmur. 

36). Ny. M. Lakawa B.A. 
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2. Kedatangan pasukan Jepang 

Beberapa waktu setelah serangan Jepang atas Pearl Harbour 
yang membuka Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik 
tentara Jepang telah menyerbu ke Selatan. Sasaran pertama 
ditujukan pada Pilipina yangdimulainya pada 10 Desember 1941. 
Pilipina yang dipertahankan kuat oleh tentara Amerika Serikat 
dibawah pimpinan Jendral Mac Arthur merupakan wlayah ke­
pulauan yang amat diperhitungkan oleh jepang. Kota Manila 
dapat direbut Jepang pada 2 Januari 1942 sedangkan Hong­
kong telah direbutnya beberapa hari sebelumnya yaitu 24 De­
sember 1941. Menjelang akhir Maret 1942 tentara Jepang te­
lah menguasai wilayali antara kepulauan Andaman di Barat dan 
Midway di Timur. 37) 

Serangan J epang ke Sela tan berlangsung dengan cepat wa­
laupun sebenarnya pelawanan yang berat masih dihadapinya 
di Pilipina yang bermedan sulit itu yang baru dapat dirampung­
kannya dengan jatuhnya Bataan pada 9 April 1942, Corregidor 
pada 6 Mei 1942 dan Mindanao beberapa hari kemudian. 
Serangan kilat ke Selatan ini yang menjadi tugas dari Armada 
ke.'.2 Selatan dilaksanakan beberapa hari setelah jatuhnya Ma­
nila dengan melalui dua jalur, yaitu jalur Selat Makassar dan ja­
lur Laut Maluku. Tarakan dan Balikpapan di Selat Maka!>sar 
diduduki Jepang masing-masing pada 10 Januari 1942 dan 20 
Januari 1942. 38) Rupanya kedua tempat ini amat penting ba­
gi Jepang karena bahan· bakunya. Jalur Maluku yang dianggap 
penting dalam perhitungan strategis perang dalam jangka pan­
jang, perhatian Jepang terpusat padaMorotai dan Kendari. 

Kendari dapat diduduki Jepang pada 26 Januari 1942. 
Dari cara pendaratan Jepang ini dapat diketahui bahwa Jepang 
sebelumnya telah mendapatkan informasi lengkap tentang Su­
lawesi Tenggara', khususnya medan Kendari. Pendaratan Ang­
katan Laut Jepang ke Kendari dipimpin oleh Nakamura. 39) 

Kota Kendari yang terletak dalam teluk yang indah dengan pin­
tu keluar seakan tertutup dari luar (sempit) didarati tentara 

37). Alfred Vagts, Landing Operations, 1952, hal. 650. 
38). Sartono Kartodirjo, et. al Sejarah Nasional Indonesia VI 1975, 

hal 1. 
39). A.M. Zahari 
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Jepang dari tiga jurusan. Pasukan pertama mendarat di muara 
Sungai Sampara (muara sungai Konaweha) di sebelah utara Ken­
dari. Pasukan kedua mendaraf di Talia di seberang teluk Ken­
dari (di muka pasar Kendari). Pasukan pendarat pertama yang 
mendarat pada subuh hari di muara sungai Sampara segera me­
nuju Kendari dengan penunjuk jalan orang Jepang yang ber­
nama Nagata. 40> 

Pasukan ini mencapai Kendari beberapa saat setelah pasukan 
pendarat kedua (di Talia) dan ketiga {pasar Kendari) selesai 
mendarat (±jam 7 pagi). 

Ketiga pasukan pendaratan ini tidak mengalami perlawan­
an dari . pihak tentara Belanda. di Ponggolaka (km. 9,) mereka 
bertemu dengan rombongan pendeta Zending Gouweloos dengan 
dua orang pembantunya bersama Lasandara Kapita Kerajaan 
Laiwui. 4 0 
Mereka meninggalkan Kendari menuju Wawotobi. Pendeta Gou­
weloos langsung ditembak mati di tempat. Mandor jalan Hama­
la (orang Tolaki) dibunuh di Anggilowu. Di Mandonga (km. 8) 
ditemukan pula Opseter Kehutanan van der Staar yang juga 
menghindari dari Kendari karena adanya pendaratan J epang. 
Van der Staar juga ditembak mati di tempat. 42> Pasukan Je­
pang dari Sampara dalam perjalanannya memasuki Kendari men­
dapat perlawanan dari KNIL di Km. 3. Di sini KNIL telah mem­
buat pertahanan sebelumnya. Terjadilah pertempuran dengan 
perlawanan gigih dari tentara KNIL yang kecil ini, walaupun 
perlawanan itu sia-sia belaka. 
Hampir seluruhnya jadi korban dalam pertempuran, tetapi di 
pihak Jepangjuga jatuh banyak korban. Sesudah menduduki 
kota Kendari tentara Jepang menuju lapangan terbang Kenda­
ridua yang jauhnya lebih 30 Km dari Kendari. Dengan cepat­
nya Kendari diatur dan dibenahi sebagai kota yang memegang 
peranan penting sebagai tempat pertahanan Jepang yang amat 
diperkuat. Kubu-kubu dibangun di Kendari utamanya di seki­
tar lapangan terbang Kendaridua. Kendari disamping basis ko­
mando juga merupakan tempat bengkel dan docking (mainte­
nance) serta gudang perbekalan/peralatan dari tentara Jepang. 

40). Dalami 
41). Dr. MC. Jongeling, op.cit., hal 9. 
42). Abd. Hamid. 
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Daerah lain di Sulawesi T~nggara rupanya tidak terlalu 
menjadi perhatian J epang ditinjau dari segi taktis dan strategi 
perang. Buton dan Muna didatangi Jepang pada bulan Desem­
ber . 1942. 43> hampir setahun sesudah pendaratannya di Ken­
dan, sedangkan Kolaka . d~datangi oleh tentara pendudukan da­
ri Sulawesi Selatan. Dari Kendari Jepang dapat menduduki Am­
bon pada l Pebruari 1942, Makassar (Ujung Pandang) l l Pebrua­
ri 1942 dan kemudian Timor. 44> 

3. Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Be­
landa 

Ekspansi Jepang ke Selatan yang dalam waktu singkat men­
duduki Pilipina, Indo ·Cma, Malaya dan Singapura: serta Indone­
sia bagian Utara · segera terbukti meniencilkan pusat Pemerin­
tah Hindia Belanda di J awa. Keadaan ini telah diperhitungkan 
sebelumnya sehingga sejak semula Belanda telah bersiap un­
titk mundur ke Australia jika keadaan amat mendesak. Terbuk­
ti bahwa Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan sekutu-sekutu­
nya tak dapat membendung· kemajuan tentara Jepang. Persiap­
an untuk mengungsi ke Australia menjadi kenyataan. Daerah-dae­
rah pelosok yang · tak mungkin dipertahankan lagi pagi-pagi te­
lah' dikoson~an. Aparat Pemerintah Hindia Belanda segera di­
tarik. 

Suatu tim dari Makassar · telah datang menjemput semua 
aparat Pemerintah Hindia Belan.da ·untuk diungsikan. Tetapi 
rupanya pengungsian itu belum rampun betul, Jepang telah 
mend\lduki Kendari. Masih· ada beberapa aparat Belanda yang 
tinggal termasuk sepasukan tentara KNIL di Kendari dan para 
pastor di Muna se'rta pendeia Zending di Kendari/Kolaka. 

Pada saat kedataiigan J epailg praktis pemerintahan Belan­
da di Sulawesi Tenggara telah ticiak ada. Yang ada adalah pe­
merintahan Swapraja (Zelfbestuur) yang tetap menjalankan fung­
sinya walaupun dalani keadaan yang amat menegangkan. 

Tentara pendudukan Jepang segera menawan semua pas­
tor/pendeta (orang Belanda) dan siSa-sisa tentara KNIL. Di Ken­
dari dapat ditawan· 6 orang pendeta bangsa Belanda dan tenta-

43), Muna I A.M. Zahari 
44}. M. Yamin, Atlas Sejarah (1956}, hal. 23. 

114 



ra ~NIL yang terdiri dari suku Jawa dan Ambon. Sem~a orang 
Belanda (Kulit Putih) ditawan di kamp Raha (Muna) sedang­
kan tentara KNIL ditempatkan di Wawotobi (64 Km dari Ken­
dari) dengan memisahkan suku Jawa dan Ambon. Juga dita­
wan di Wawotobi beberapa orang Cina yang dianggap pro Be-
landa. · 

. Pada bulan Desember 1942 Sultan Bu.ton bersama para 
pembesar kerajaannya datang di Kendari menemui Panglima 
pendudukan Jepang (Nakamura). Di Keridan Sultan Buton di­
perintahkan untuk menjalankan pemerintahan di Buton seba- . 
gaimana biasa dan diberikan 40 pucuk senjata untuk polisi ke­
rajaan. Demikian p'ijla di Muna dimana pimpinan kerajaan (ti-. 
dak ada fagi Raja · Muna) tetap menjalankan fungsinya dibaw'ah 
koordinator Sultan Buton. 
Di Kendari (Laiwui) Raja Tekaka segeta mengakui kekuasaan 
Jepang dan tetap inenjalankan pemerintahan sebagai Raja I se­
dangkan Kapita La Sandara ditetapkan sebagai Raja II yang ber­
kedudukan di Wawotobi. · 

Tidak lama kemudian pemerintahan sipil Jepang dibentuk 
dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan Belanda 
sebelumnya. Afdeling Buton dan Laiwui dijadikan Ken dengan 
pimpinan Ken Kanrfkan bertempat di Bau-Bau sedangkan· On­
derafde/ing menjadi Bun - Ken dibawah Bun Ken Kanrikan. 
Bun Ken Kolaka tetap didalam wilayah Ken Luwu. Distrik dan

1

' 

Onderdistrik menjadi Gun dibawah Gun-co sedangkan kampung 
atau Son dikepalai oleh Son-co. · ' 

Walaupun struktumya · sebagai pemerintahan Sipil tetapi 
dalam kenyataannya merupakan pemeriiltahan militer yang pe­
nuh ketegasan dengan segala tindakan ditujukan kepada kesuk­
sesan perang sehingga terwujut dal.am suatu pemerintahan fa. 
sis. 

4. Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia 

Pada mula · kehadiran J epang kelihatan bahwa J epang ada 
usaha untuk mengambil hati rakyat dan aparat pemetintahan 
Swapraja. La Sandara yang menjabat Kapita dalam keraj~an 

Laiwui yang tertangkap di Ponggolaka pada hari. pendaratan 
Jepang tidak diapa-apakan malah kemudian diangkat sebagai 
Raja II yang merupakan suatu promosi dalam jabatannya. Tin­
dakan tegas Jepang pada orang Belanda dan Cina, dibarengi de-
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' 
ngan menunjukkan "hati baik" pada penduduk asli. Tetapi 
organisa,si sosial/politik yang ada pada saat itu seluruhnya di­
bu bark an dan dilarang oleh J epang. 

'I 

Penganut agama Kristen amat dicurigai sebagai antek Be-
landa sedangkan gofongan Islam didekati. Orang Kristen amat 
dikekang kegiatannya malah pernah dilarang mengadakan kebak­
tian. Sampai saat kehadiran Jepang semua pendeta Kristen dan 
pastor adalah orang Belanda walatipun agama ini felah mema­
suki Sulawesi T~nggara sejak kedatangan Belanda. 

Semua sekolah Zending dan Misi diambil alih menjadi se­
kolah negeri (pemerintah). Tetapi pemuka-pemuka Islam (go­
longan Muhammadiyah) di Wawotobi diperbolehkan mendi­
rikan sekolah Jamiatul Muslimin, dan beberapa pemuda Islam 
diluaskan untu~ melanjutkan pelajaran di sekolah-sekolah Islam 
di Makassar (Ujung Pandang). 45) 

Pemuda-pemuda diberikan latihan-latihan kepemudaan 
yang tergabung dalam Seinendan. Beberapa di antaranya sem­
pat memasuki p~ndidikan/latihan Heiho. 

Untuk meningkatkan'produksi rakyat diberikan bimbing­
an dalam bidang pertanian.' Penanani.an kapas digiatkan. Lum­
bun~-lumbung desa diadakan. Namun demiki~ keadaan eko­
nomi rakyat sangat merosot karena praktis usaha perdagang­
an mati sama sekali. 

I ' ' Dalam keadaan kegawatan 'itu' muncullah sifat asli f asis da-
ri. Jepang terhadap rakyat. Kesalahan sedikit saja dapat beraki­
bat fatal sekali. Dalam usaha mensukseskan perangn'ya J epang 
amat membutuhkan banyak tenaga sukarela (tanpa dibayar). 
Maka timbullah romusya. · 
Rakyat digilirkan setiap dua bulan bekerja pada Jepang (Romu­
sya) untuk membangun kubu-kubu dan lapangan-lapangan ter­
bang. Juga untuk bekerja (tanpa dibayar) pada pertambangan 
nikel (Pomalaa) dan aspal di Buton. Terasa sekali bahwa tenaga 
rakyat amat dikuras, apalagi Kendari merupakan basis Jepang 
yang harus dibangun dengan segala kebutuhan pertahanan dan 
kepentingan perang. Disamping lapangan terbang Kendaridua 
dibangun pula lapangan terbang yang sifatnya dirahasiakan di 
Muna, Moronene dan Kolaka. 

45). Abd. Hamid Hasan. 
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Pengurasan tenaga rakyat arnat memerosotkan ha8il per­
tanian sedangkan hasil yang · ada sebagian dipool oleh Jepang 
untuk kepentingan perangnya. Di Muna semua hasil dimasukkan 
di lupibung-lumbung · desa y~g kemudian dibagi lagi ( catuh) 
pada setiap penduduk dengan rata. Hasil rakyat tidak boleh 
diperjual-belikan. Kalau kedapatan ada yang menjual maka fa­
tal akibatnya. 46> 

Kesimpulannya bahwa pendudukan J epang di Sulawesi 
Tenggara merupakan masa yang paling pahit bagi rakyat. Ma­
kan tidak cukup, tenaga dikuras, pakaian harnpir tidak punya 
malah penyakit merupakan ancarnan tersendiri. Masa itu dike­
nal sebagai masa ketakutan yang penuh tuma. Setiap kain yang 
dipakai penuh dengan tuma-tuma yang mengisap darah. 

S. Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang 

Zaman pendudukan Jepang merupakan zarnan penuh sik­
sa yaitu zarnan penderitaan yang dibayangi ketakutan dan ka­
dang kadang menonjol dalam bentuk penghinaan atas harkat 
kemanusiaan. Keadaan ini tentunya menusuk-nusuk hati nura­
ni. Tetapi keadaan ini harus diterima dengan penuh pasrah ka­
rena tidak punya daya sama sekali. Namun demikian tidak per­
nah timbul suatu usaha perlawanan terbuka dari rakyat terha­
dap Jepang. Hanya di Wanci (p.p. Tukang Besi, Wawotobi) pada 
1943, rakyat dibawah pimpinan La Ode Maniru dan La Ode Ab­
dulu menyerang Gunco (Kepala Distrik) Wanci yang dikawal 
oleh dua orang polisi. Gunco Iuka sedangkan kedua orang po­
lisinya jadi korban. 
La Ode Maniru dan Pa Ode Abdulu ditangkap Jepang dan dihu­
kum mati dimuka umum di Wanci. 

Di Kolaka Utara Tojabi yang pernah menentang Belanda 
dan tua sekali ditangkap Jepang dan ditawan ke Palopo. Penang­
kapan ini tidak beralasan sama sekali, atau mungkin merupa­
kan gertakan pada rakyat saja. Tojabi adalah penentang Belan­
da yang talc dapat ditangkap dan menduduki tersendiri dalarn 
hati rakyat setempat. Mungkin pula untuk menunjukkan pada 
rakyat bahwa Tojabi yang tak dapat ditangkap Belanda da­
pat dipenjarakan oleh Jepang. Jadi Jepang lebih hebat dari Be­
landa. 

46). Muna 
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. . 
• Kete~ '.dan kekejaman Jepang pada rakyat ini memba­

w~ .. sl:latu. efek ~pmgan y~g bersifat positif di kemudian ha­
ri yfiltu pada· umj:>amanya rakyat terutama para pemuda meng­
agumi :keberanian. dan disiplin . qari ·orang Jepan~. Pengenalan 
akan alat•alat perang m(>dem juga membawa pengaruh khusus 
pada kalangan pemuda, demikian pula akan praktek dan tata 
cara kemiliteran Jepang. Kenyataannya tentara Jepang lebih ra­
pat pada rakyat dari tentara : Belanda sebelumnya. Latihan-la­
tihan tafso-. Seinenqan dan Reiho memberi bekas tersendiri da­
liµn diri para pemuda. 

,, 

'' 
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam Perjanjian Bungaya yang diperbaharui ( 1824) di­
mana diatur adanya Persekutuan Kerajaan-kerajaan di Sulawe­
si selatan dan Tenggara yang kepemimpinannya berada ditang­
an Gubernur Celebes, kerajaan Buton merupakan salah satu 
anggotanya. Pada saat itu hanya kerajaan Buton di Sulawesi 
Tenggara yang dapat dikatakan besar dan kuat. Kerajaan Muna 
yang bersama-sama dengan Tiworo menentang Buton dibawah 
pengaruh Arung Bakung dan Syarif Ali baru saja dikalahkan 
oleh Buton. Yang menjabat Raja Muna pada waktu itu adalah 
Laode Ngkumabusi atas penunjukan Sultan Buton. Arung Ba­
kung yang menguasai politik di Tiworo karena perkawinannya 
dengan putri Raja (Lakina) Tiworo menghindar ke Kendari, 
sedangkan Syarif Ali kembali ke Sulawesi Selatan. 

Kerajaan Laiwui baru saja mulai muncul atas bekas keraja­
an Konawe yang telah terpecah sejak wafatnya Mokole Kona­
we terakhir Lakidende (Sangia Ngginoburu) pada akhir abad 
ke-18. Kemunculan Laiwui bersum ber dari Ranomeeto salah 
satu wilayah bawahan Kerajaan Konawe. Pada saat itu meme­
rintah seorang raja perempuan Maha yang oleh Belanda dise­
but Vorstin van Laiwui. Maho kawin dengan La Sambawa (La­
kina Lapadaku di Tiworo) yaitu anak dari Arung Bakung. Per­
kawinan ini memperbesar ambisi dan aspirasi kerajaan Laiwui 
untuk berkembang dan mempersatukan kembali wilayah-wila­
yah bekas kerajaan Konawe yang saat itu secara kesatuan adat 
masih dipimpin oleh seorang Sulemandara (semacam Perdana 
Menteri) tanpa Mokole (Raja). 

Maho meninggal pada 1858 dan digantikan oleh anak-
nya La Mangu dengan gelar raja Kendari atau Raja Laiwui. La 
Marigu menanda-tangani perjanjian dengan Belanda pada 15 
mei 1858 yaitu Perjanjian Panjang (Lang Contract) yang per­
tama kali ditandatangani oleh seorang raja di Celebes (Sulawesi 
Selatan uan Tenggara). Perjanjian ini juga merupakan perjanji­
an pertama kali dari raja di jazirah Tenggara Sulawesi dengan 
Belanda, sedangkan kerajaan Buton menandatangani perjanji­
an pertamanya pada 1613 dengan voe. 
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Hubungan Laiwui (Kendari) dengan Belanda menempat­
kannya dalam posisi yang kuat untuk menguasai seluruh bekas 
kerajaan Konawe. Perjanjian Panjang ditandatangani Buton pa­
da 1873 sedangkan Luwu yang membawahi Mekongga (Kola­
ka) pada 1861. · 

Sampai pada awal abad ke-20 di Sulawesi Tenggara olen 
Belanda hanya dikenal adanya dua kerajaan yaitu Buton dan 
Laiwui. Kerajaan Muna merupakan wilayah istimewa dari Bu­
ton, walaupun orang Muna , menganggap kerajaannya sebagai 
kerajaan merdeka dan tidak _ berada dibawah Buton. Demiki­
an pula hubungan antara Mekongga terhadap Luwu. Tetapi 
dalam kenyataan politik keluar harus diakui bahwa Muna ada­
lah merupakan wilayah kekuasaan yang _mempunyai otonomi 
dari Buton, demikian pula Mekongga dari Luwu. Muna dan Me­
kongga sepanjang sejarahnya tidak penah menandatangani per­
janjian dengan Belanda. Setiap perjanjian antara Belanda de­
ngan Buton terutama sejak abad ke-19 berarti pula mengikat 
Muna demikian pula perjanjian Luwa Belanda berarti mengikat 
pula wilayah Mekongga. 

Kedudukan Muna terhadap Buton dan Mekongga (Kola­
ka) terhadap Luwu lebih jelas lagi setelah Belanda hadir da­
lam pemerintahan di Sulawesi Tenggara sejak 1906. Oleh Be­
landa hanya diakui adanya dua Swapraja (Zelfbestuur) di Su­
lawesi Tenggara yaitu Buton dan Laiwui. Raja Muna tetap ada 
tapi terikat dalam keperintahan Sultan Buton walaupun otono­
mitasnya (khususny~ dalam bidang keuangan dan pemerintahan 
ke dalam) tetapi diakui dan dihormati. Tetapi Mekongga lebur 
sama sekali sedangkan rajanya (Bokeo) hanya merupakan Kepa­
la Distrik dalam Onderafdeling Kolaka sedangkan pemerintah­
an Zelfbestuur Luwu diwakili oleh seorang Sulewatang di Ko­
laka. 

Kedudukan Muna yang sulit itu dan juga ketidak-relaan 
wilayah-wilayah bekas Konawe menggabung . ke dalam Laiwui 
menjadi krikil tajam dalam kelancaran kekuasaan Pemerintah 
Hindia Belanda di Sulawesi Tenggara. Baru pada 1927 pasifi­
kasi Sulawesi Tenggara . oleh Belanda dapat dirampungkan be­
tul-betul, sedangkan kekuasaannya telah dapat . diwujutkan se­
jak 1917 sesudah usaha pedudukan dimulai pada 1906. Di Mu­
na dan Kendari (Laiwui) pemerintahan militer Belanda dihapus­
kan pada 1928 dan digantikan dengan pemerintahan sipil. 
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Pada 1909 - 1927 Bu ton dan Laiwui dalam sistem · peme­
rintahan Belanda tergabung dalam Bestuur afdeling Oost Cele­
bes yang wilayahnya meliputi pula Bungku, Kolonadale dan 
Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), sedangkan Kolaka terga­
bung kedalam Afdeling Luwu en Onderhoorigheden yang pada 
mulanya meliputi pula Poso dan Bada (Sulawesi Tengah). 

Kemudian dibentuklah Afdeling Euton en Laiwuri dengan · 
Asisten Residen Baretta yang sebelumnya menjabat sebagai Con­
troleur Buton 1) Afdeling Buton dan Laiwui terbagi atas tiga 
Onderafdeling yaitu: 

1. Buton 
2. Muna 
3. Kendari 

Kolaka tetap dalam wilayah Afdeling Luwu. Patut . dica­
tat bahwa Onderafdeling Muna meliputi 7 Distrik, yang 4 di 
antaranya adalah Wilayah kerajaan Mun~ (wilayah otopom . da­
ri Zeljbestuur Buton) sedangkan 3 Distrik lainnya adalah wila­
yah langsung dibawah Sulton Buton. 

Sultan Buton menandatangani Korte Verklaring pada 1912 
sedangkan Laiwui setelah dapat mempersatukan bekas Konawe 
atas bantuan Belanda pada 1917. Sao-Sao dilantik sebagai Sa­
ngia L<;Ziwui pada 1918 dimana dia diakui sebagai Raja Laiwui 
yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Konawe. Sao-Sao ada­
lah anak La Mangu yang naik takhta pada 1871. 

Ada lima tindakan Belanda yang secara langsung memba­
wa perobahan drastis dalam kehidupan masyarakat Sulawesi 
Tenggara: 

1. Pembentukan distrik-distrik sebagai wilayah bawah­
an kerajaan-kerajaan yang menggantikan wilayah tra­
disional yang ada sebelumnya. 

2. Pembuatan jalan-jalan· yang memperlancar hubung-
an sampai pedalaman. 

3. Pengadaan pajak. 

4. Pendirian sekolah-sekolah. 

5. Pemasukan pegawai-pegawai yang multi suku. 

1). A.M. Zahari 
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Sejak kehadiran Belanda secara langsung dalam pemerin­
tahan Sulawesi Tenggara elita tradisional merasa terancam ke­
dudukannya. Banyak di antaranya menentang lebih-lebih sete­
lah pembentukan distrik-distrik dan diadakannya pajak yang 
dianggap amat menekan kehidupan rakyat. Ditambah lagi de­
ngan adanya pendidikan (sekolah) dan kedatangan para pega­
wai dari luar yang menembus batas-batas sistem masyarakat 
tradisional. 

Keadaan ini membawa kegoncangan sendi-sendi kema­
syarakatan tradisional yang merupakan awal dari transformasi 
dan mobilitas sosial menuju masyarakat baru. Kegoncangan so­
sial ini berlangsung sampai menjelang 1920 dimana sesudah­
nya benih-benih modern telah tumbuh dan mempunyai penga­
ruh dalam masyarakat. Maka timbullah golongan elite baru meng­
gantikan elite tradisional yaitu golongan pegawai . (Hindia Be­
landa dan Swapraja). Golongan elite kedua diduduki oleh go­
longan yang menipunyai kedudukan dalam usaha perdagang­
an. 

Kedua golongan elite ini sebagian besar pada mulanya yai­
tu menjelang 1930 diduduki oleh pendatang atau pemukim 
baru. Golongan pegawai merupakan campuran dari segala ma­
cam suku antaranya Jawa, Sumatra / Kalimantan (Melayu), 
Timor/Flores, Ambon, Minahasa/Sangir dan Bugis/Makassar. 
Kaum pendatang kebanyakan terdiri dari orang-orang Bugis 
disamping penduduk setempat. Golongan pegawai dari rakyat 
setempat juga banyak terutama ·pegawai Swapraja tetapi pega­
wai pemerintah lainnya kebanyakan dari luar karena sekolah­
sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara pada saat itu (1930) 
paling tinggi sampai kelas V (Gouvernement 2 de klass). Mun­
culnya Zending (1915) dan Misi yang beroperasi di pedalam­
an membawa pengaruh tersendiri dalam rangka transformasi so­
sial. Wawasan baru kemasyarakatan turut berobah karena giat­
nya Zending dan Misi dalam bidang pendidikan di desa-desa. 

Kedatangan pegawai . dari luar Sulawesi Tenggara yang pe­
losok dan sarang malaria membawa pengaruh .baru yaitu hadir­
nya beberapa organisasi sosial dan politik. Beberapa pegawai yang 
ditempatkan adalah bersifat dipencilkan karena aspirasi dan 
ambisi politiknya di daerah asalnya. Organisasi-organisasi di­
kenal di Sulawesi Tenggara sesudah Sumpah Pemuda ( 1928). 
Yang pertama dikenal adalah Muhammadiyah. Di Buton dipe-
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lopori oleh van der Buiken (Pondzen Daeng Mangawing) dan 
Akhrnad Makkarausu Amansyah Daeng Ngilau, tetapi tidak 
berhasil memperoleh izin pendirian dari pemerintah setempat. 
Namun demikian orang-orang Muhammadiyah di Buton tetap 
mempunyai pengaruh karena ide modernisasi. 

Akhrnad Makkarausu kemudian dipindahkan ke Kendari 
sebagai guru dan disana berhasil mendirikan Muhammadiyah 
pada 1930. Dalam dakwah atau tabligh Muhammadiyah Ken­
dari terutama oleh Sekretarisnya (M. K~im Madualeng) Islam 
diidentikkan dengan kemerdekaan. Dengan kata lain Muhamma­
diyah Kendari mempunyai aspirasi politik sehingga mendapat 
pengawasan ketat malah ancaman-ancaman dari Belanda. Aki­
batnya Akhmad Makkarausu kembali dinyatakan sebagai per­
sona non grata dari Kendari (1934) dan seterusnya Muhamma­
diyah Kendari membekukan diri karena tekanan dan ancam­
an Belanda. 

Di Muna Muhammadiyah disponsori oleh HBA Zainuddin 
Daeng Manrapi dan organisasinya dipimpin oleh Abd. Kadir 
Kepala Kehutanan (1930). Muhammadiyah mendapat peng­
ikut-pengikut yang berani dan konsekwen. Muhammadiyah 
Muna malah mendirikan dua buah sekolah dan dakwahnya 
cenderung untuk menentang Pemerintah Belanda. Pada . 1934 
dua orang Pengurus Muhammadiyah Muna yaitu La Kare dan 
Laode Buntu ditangkap dengan dalih menghasut rakyat un­
tuk membayar pajak dan dituduh menghina seorang Pastor 
yang mendirikan gereja dan sekolah di pedalaman pulau Muna. 
La Kare dipenjara dan diasingkan selama 6¥2 tahun sedangkan 
Laode Buntu dibuang selama 5 tahun. Zainuddin dan Abd. Ka­
dir masing-masing dilepas dari jabatannya. 
Di Kolaka juga berdiri Muhammadiyah yang dipimpin oleh Mat 
Giri seorang guru Gouv. 2 de klass asal Kalimantan. 

Partai politik yang pernah berdiri di Sulawesi Tenggara 
sebelum Perang Dunia II hanya dua yaitu PSII dan distrik Pa­
tampanua (Lasusua) di Kolaka Utara dan PARINDRA di Bau­
Bau. PSII Cabang Lasusua mendapat penilikan keras dari Belan­
da tetapi sampai sebegitu jauh tidak menimbulkan perlawan­
an-perlawanan politik dan tidak ada pengurusnya yang ditang­
kap Belanda. PSII ini dipelopori oleh seorang pensit.man poli­
si yaitu Abd. Rahim Daeng Nompo. PARINDRA di . Bau-Bau 
tidak menunjukkan gerakan-gerakan yang dapat membuat Be-
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Janda memanggil tindakan terhadapnya. 
Masa 1930 - 1938 di Sulawesi Tenggara merupakan ma­

sa timbulnya gerakan-gerakan yang berorientasi politik de­
ngan tujuan Indonesia Merdeka. Yang menonjol dalam gerak­
annya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah Sulawesi Teng­
gara ini mempunyai keunikan karena orientasinya pada ge­
rakan politik walaupun sebenarnya merupakan organisasi so­
sial. Sesudah 1938 aspirasi politik di Sulawesi Tenggara dapat 
dibenamkan oleh Belanda melalui tin_dakan-tindakan tegas (pe­
nangkapan, pembuangan) dan ancaman-ancaman. 

Sesudah pecahnya Perang Asia Timur Raya Sulawesi Teng­
gara dapat dikatakan dikosongkan oleh Belanda sehingga de­
ngan mudahnya tentara Jepang dapat mendarat tanpa perlawan­
an pada 26 Januari 1942. 

Bagi -Jepang Kendari adalah daerah yang paling strategis 
sehingga dijadikan suatu basis pertahanan yang tangguh dan 

. kuat. Dibawah pemerintahan fasisme Jepang rakyat Sulawesi 
Tenggara amat menderita lahir batin. 

l I 
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A 

Abd. Kadir 
Abd. Rahim 

INDEKS 

Abel. Rahim Daeng Nompo 
Abd. Waris 
Af deling Bu ton dan Laiwui 
Afdeling Loewoe dan daerah takluknya 
Afdeling Luwu en Onder hoorigheden 
Ahlusunnah waljamaah 
Aidhil Rahim 
Ajonga inda malusa 
Akhmad Makkarausu 
Alb. C.Kruyt, Dr. 
A. Ligtvoet 
Aliyna 
Anakamia 
Anakia Mom bohanuako 
Anana Bangule 
Anawai Ngguluri 
Antaran 
Araaeta 
Asaki 

B 

Balasari 
Bangkudu 
Barata 
Barata i moeri 
Barata i mohana 
Baretta 
Batara Guru 
Batuangan 
Bestuut Af deling Oost Sele bes 
Beschrijving en Geschiedenis van Boeton 

.. 
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Berdasar Islam bersendi kerakyatan 
Besilutu 
Beteno ne tom bula 
Bevestiging 
Bobato 
Boka 
Bokeo 
Bokeo Bula 
Bokeo I Bio 
Bokeo Mekongga 
Bond genootschap 
Bon to 
Bonto Balano 
Bontoala 
Bonto Ogena 
Bonto Qgena matanayo 
Bonto Ogena Sukanayo 
Bontona Somba marusu 
Bontona Wandailolo 
Buburanda 
Bulo Manurung 
BungKamo 
Bun Ken 
Bun Ken Kanrikan 

c 

C.C. Storm 
Controleur Hekker 
Controleur Selayar 
Controleur van Eys 
cvo 

D 

Daeng Pawata 
Daeng Sirua 
Daerah Moronene 
D.Kok 
De Ruyter 
De Treffers 
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E 

Een en Ander over de Tolaki van Mekongga 
Een gedeelte mtmaakt van Nederlandsch 

Indie en gevolgelijk staat onder de opperheerschappij van 
Nederland 

Een niewe dubbeltjes 
Elu 
Establishment 

F 

Firdaus 
Frits Sarasin 

G 

Gebied van Loewoe 
Gebied van Tiworo 
Gezaghebber 
Goeuweloos 
Ghofa 
Gun 
Gun co 

H 

Halu Oleo 
Haribau 
Heiho 
H. Daeng Marakaa 
Hendrik van Klift 
H.Hasan 
Hervormde Kerk 
H. ldrus 
Heterogen 
Hisbulwathan 
Homogen 

I 

Imam Pase 
Ind<mesia Raya 
Inea Sinumo 
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Inea Sinumo Wuta Mbinotiso 

J 

Jamiatul Muslimin 
J. van Hocht 

K 

Ka bu to 
Kadie 

, 

Kadie Walaka 
Kamboru-mboru talu palena 
Kampua 
Kaneko 
Kanturuna molingkana 
Kaosa 
Kap ere 
Ka pita 
Kapita Anamolepo 
Kapita Bontoala 
Kapitalao 
Kapitalao Matanayo 
Kapitalao Sukanayo 
Kapita Pombili 
Kapten Helleks 
Kapten de Yong 
Karoro 
Kaumu 
Ke Bhinnekaan 
Ken 
Kendari 
Kenepulu 
Ken Kanrikan 
Ke Tunggal Ikaan 
Kinawo 
K.Oda 
Kometer yang ka ampat 
Konawe 
Konggaaha 
Korte verklaring 
Kotubitara 
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Kulidawa 
Kumbewaha 
Kun faya kun 

L 

La Ati 
La Duma 
La Elangi 
La Hia Daeng Gassing 
Laiwui 
La Kampacu 
La Kare 
Lakidende 
Lakilaponto 
Lakin a 
Lakina Agama 
Lakina Baadia 
Lakina Surawolio 
LaMangu 
Lamba-lambase 
Lakina Wuna 
Lambau 
La Manempa 
Landibau 
Land bouw 
Lang Kontrak 
La Ode Akhmad Maktubu 
Laode Amane 
Laode Bulai 
Laode Boha 
Laode Buntu 
Laode Husain Omputo Sangia 
La Ode ljo 
La Ode Mizani 
Laode Ngk.ada 
Laode Ngkumabusi 
Laode Pagora 
Laode Pulu 
Laode Rere 
Laode Saete 
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Laode Safiuddin 
Laode Sambira 
Laode Sijai 
Laode Sumaili 
Lapadaku 
Lapalewo 
La Rumpalangi 
La Sambawa 
La Saamaria H.A. Gani (M. Taata) 
La Sandara 
Lasehao 
La Singga 
Latambaga 
Lato ma 
Latollong 
Leen roege landen van Nederlandsch Indie 
Let. Inf. Palla ck 
Loekata 
LVO 

M 

Mabolu 
Maeda 
Mafu 
Maho 
Makolona Patani 
Mambulo 
Manamang 
Mantigi 
Martabat Tujuh 
Mat Girl 
Mazai 
Mbe-mbetoka 
Mbuokoi 
Mbuowai 
Mbohago 
Mbusehe 
Mb.u Tobu 
Melamba 
Mincara Ngapa 
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Mia Patamiana 
M.J. Gouweloos 
Mohetena i tombula 
Mobetena i Paria 
Modern 
Mokole 
Mokole More i Konawe 
Moluloi 
Morotai 
Muhammadiyah 
M. Sanusi 
Muh. Safei 
Muh. Shalihi 
Muh. Umar 
Murhum 
Munting Hapjuis 

N 

Nagata 
Nakamura 
Najamuddin Daeng Malewa 
Nederlandsch Indische Padvinderij 
Naderlandsch Indische Stoomvaart maatschappij 
Nederlandsche Zending verenigmg 
NIT 
No buo Osyidari 
Normaal leergang 
NV Cultuur Maatschappij Claim Banda, 
NV Cultuur Maatschappij Bungin Tomigan, 
NV Cultuur Maatschappij Tompenan ' ~ 

0 

Omputo nigege 
Onggabo 
Onderwijzer Sport Vereniging 
Onrust vekker 
Opa 

p 

Pabitara 
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Paelangkuta 
Pangalasa 
Panni Orai 
Pastor P.I. Onel 
Parindra 
Pastor Speis 
Paul Sarasin 
Pedoman Ringkas 
Penjaga Pantai 
Penyadar 
Persona non grata 
Pitu Dulabatu 
Pondidaha 
Ponggawa 
Ponggawa Tongauna 
Politik Etis 
Pondzen van der Buiken 
Pondzen Daeng Mangawing 
Posudo 
Puu Tobu 
Puuno Sara 
Putiri Daeng Lolo 
PMI 
PSII 

R 

Raja Walaka 
Ramandalangi 
Residen Brugman 
Reise von der Miengkoka Baai nach Kendari Sudost Gelebes , 
Romusha 
Rupelin 

s 
Sabandara 
Saido Johansyah 
Said Jafar 
Sala-salamata 
Sangia Inato 
Sangia Dowo 
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Sangaji 
Sangia Ndudu 
Sangia Nggiboburu 
Sangia Nibandera 
Sangia Laiwui 
Sanggaria Bajo 
Sara Kadie 
Sara Muna 
Saranani 
Sarana Kaindea 
Sanggona 
Sarana Wolio 
Sara Wonua 
Sarani 
Sara Owoseno Mekongga 
Sara Toono Motuo 
Sao-6ao 
Sawerigading 
Sapati 
Sapatt La Singga 
Sima Assappareng Atuwong 
Seinendan 
Sekolah Anak Bumi Putra 
Sekolah Arab 
Sekolah Landbouw 
Sio Lipuna 
Sio Limbona 
Siwole 
S. Fujita 
Syahbandar 
Syech Abd. Wahid 
Siwole Mbatohuu 
Syarif Ali 
Son 
Son co 
Soga 
Sora Masigi 
Sope 
Soro Pinda 
SugiManuru I I 

1 
( 1.t.l 

T U >u f l 

ol 
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Sttlertiandara n• 
Sufomandara 'Saranani 
Sul~man · IJ 
Sulemandara Konawe .1 

Sult.an Langkariri 
' jj 1.., 

Sulewatang Ngapa 
. l 

Sulewatang 
Sulewata Wawotobi • J • •I 

Sura P9basa.a ' { ' 
StadsW.acht 

~ 

T 

Tamaasi 
Tamalaki <' 
Tambo i losoano Oleo . , 
Tambo i tepuliano Oleo 'J /; I 

Tambo 
Tabligh 
Tadu 
Tampuna Bale . ' 
Taiso '' 
Tana ilandu ,, 
Tani 
Tapi-tapi . ~ 
Tarekat Wujudiyah 
Tebawo 
Te bota tula Nggadi l ' 

Tekaka 
Tobu 
Tobelo 
To indera 

I ff 
Tojabi 
Tolea " ,; . 
To lahianga 
Tomutsu Ohitshi 
Tomanurung 
Toono motuo I~· 

Toono mutuo i Pahanggo 
Toono motuo i Sanggona j r J 

Toono motuo i Tawanga 
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To tongano Wonua 
Tunggu 
Tuma 
Tusa wuta 
Tutuwi Motaha 

u 
Uwikau ambo 

w 
Wakaaka 
Walaka 
Walrawen 
Wati 
Wekoila 
Weribundu 
Weti 
Wihdatul wujud 
Wilayah Inti 
Wilden school ordonantie 
Wutesau 

y 

Yayasan Santo Paulus 

z 
Zainuddin Daeng Manrapi 
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1. Bhurhanuddin B: Jejak Sejarah Tomanurung (Awai Sejarah 
Kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan Tenggara), Yayasan Karya 
Teknika, Kendari, 1977. 

2. DG. Mattata, H.M. Sanusi, Luwu dalam Revolusi. 

3. DG. Patunru, Abd. Razak, Sejarah Gowa, Yayasan Kebu­
dayaan Sulawesi Sdatan dan Tenggara, Makassar (1967). 

4. Kartodirjo, Sartono, et. · al. Sejarah Nasional Indonesia, 
Departemen P dan K, Jakarta, 1975. 

5. Ligtvoet, A. Beschrijving en Geschiedenis van Boeton, Gra­
venhagen, 1877. 

6. Mededeelingen van de Afdeling Bestuur - zaken den der 
Buiten gewesten van het .Qepartement van Binnenlandsch 
Bestuur, Serie A No. 3,0vereen KOmsten met de Zelfbesturen 
in de Buiten gewesten, Landsdrukkerij Weltevreden, 1929. 

7. Monograft Daerah Sulawesi Tenggara, 1974 - 1975, Per­
wakilan Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara, 
Kendari. 

8. Pingak, Ch. 1Jokumenta Ko/aka, Bupati KDH Tingkat II 
Kolaka (1963). 

9. Pingak, Ch. Mekongga, (Aneka ragam kebudayaan Kabupaten 
Kolaka). 

10. Vagts, Alfred, Landing Operations, Military Service Pu­
blishing Company, Harrisburg, Pa, ( 1952). 

11. Yamin, Prof. Muhammad, Atlas Sejarah, Jambatan (1956). 

12. Jongeling, Dr. M.C., Benih yang tumbuh 10, Lembaga Pene­
litian dan studi DGI, Jakarta, (1972). 

13. Zahari, A.M. Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton (Naskah). 

14. Zahari, A.M. Sejarah dan adat ft Darul Butuni (Naskah). 
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B. DAFTAR INFORMAN 

No. Nam a Umur Jabatan/Alamat Keterangan 

1. Abd. Hamid Hasan 47thn Pengawas PMK Kan-
wil. Dep. P dan K 
Prop. Sultra/Kendari 

2. Abd.Hasid l I' I 54thn Ka. Subid PSK Kan-
Wil. Dep. P dan ~ 

jj 

Prop. Sultra/Kendari . l 

3. A.M. Zahari ' l 50 thn ex Sekr. Pribadi Sul-
tan Buton, ex Kep. 

t I 

Distrik/Bau-Bau. 

4. Bunggasi 69thn Pensiunan, ex anggo-
t, 

ta Swapraja Laiwui/ 
Kendari. L 

5. Ch. Pingak tl~ 60thn Pensiunan, ex Ketua · 
DPR Kab. Sulawesi ' ' 

~ . Tenggara, ex Ketua 
DPR Kab. Kolaka, 

,, ' 

J l ' ex Kepala P dan K . 
Kab. Kolaka/Kolaka'. 11 't } 

6. Dalami 60thn Pensiunan PU, 
.. .~ \· I \ ex 

anggota Rode Kreus/ ·1• 
Laosu Samp,ara I ,. 
Kendari. 

7. Ham a 58 thn Tani, exanggotaPen-
jaga Pantai (tukang 
keker )/Kendari. 

8. Husen A. Chalik 59 thn Kabid ' PSK Kanwil. 
Dep. P dan K Prop. 
Sultra/Kendari. .. .. 

9. Konggoasa 60thn Pensiunan ex Sek-
wilda Dati I Sultra/ 
Kendari. 

10. La Bau 63 thn Pensiunan/Bau-Bau. , 

11. LaDoho 58thn PensiunanjWawotobi 

12. La Ero 56 thn Kasubid PSK/Ken-
dari. 
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13. L.M. Shalihi 56 thn Anggota DPRD .Dati Putra Sultan 
I Sultra/ex Kep . . Dis- Buton/Raja Mu­
trik (Muna)7Kendari. Na Syafiuddin. 

14. La Ode Ma~e Bolu 
BA 

15. Makmur Thayeb 

56 thn Kabid PMK Kanwil. 
Dep. P dan K Prop. 
Sulira/Kendari. 

54 thn -Kasubag Urusan Da­
lam Kanwil. Dep. P 
dan K Prop. Sultr.a/ 
Kendari. 

16. M. Kasiin Maddualeng 64 thn Swasta, ex Sekretaris 
Muhanimadiyah/ 
Kendari. 

17. Ny. M. Lakaw:a Anries 39 thn Pengawas PMK Kan-
BA, wil. ·nep. P dan K 

Prop. Sultra/Kendari 

18. M. Saidelempek 60 thn - / Kendari. 

19. Muna (Kelornpok) 
- La0de Hibi · 63 tho Pensiunan, .anggot:a 

Swapraja (neo )/Raha 

- La·Kahalimbona 68 thn ex K-ep. Distrik(Mu-
·na)fRaha. 

- La Kunta 68 thn ex Bonto Balano 
Pembantu Raja Mu­
na)/R.aha. 

- La Wwllw 78 thn ex .apacat Swapraja 
(neo )/Lahia··Raha. 

- l:a Hude 70 thn ex Kepala Distrik 
(Muna)/Raha. 

- Laode Mane-Mane 58 thn Peg. PU/R'3ha. 

- Mateus ~akolu 

- Laode Abu Jalil 

- LaOdelbu 

34 thn Pastor/Riha. 

55 thn Penerangan/Raha. 

Peg. K.andep. P dan 
K Kah. Muna, ex 
Kepala Kebudayaan 
Dati II Muna/Raha. 

Putra Raja 'Mu­
na Laode Rere. 
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- LaKare 65 thn . Imam/ex ~engurus 
Waara. Raha. 

- LaOnda 52 thn Peg. Kehutanan/Ra-
ha . . . 

- Alifm 50thn Pemuka masyarakat/ 
Raha. 

- Laode Hoera 54 thn . Peg. Daerah Muna/ 
Rah a. 

- Laode Kadampi- 71 thn ex Kep. Kampung/ 
Raha. 

- LaKadidaa 46thn Ka Seksi SD Kan-
dep P dan K . Kab. 
Muna/Raha. 

- La Walembaki 61 thn · Kepafa Desa/Raha. 

- Laode Pangudu 40thn Peg. Seksi Kebuda-
yaan Kandep P dan 
& Kab. Muna/Raha. 

- Laode Sahidi 55 thn Peg. Kandep. P dan Putra Raja Mu-
K Kab. Muna/Raha. na Laode Rere. 

20. Opu Tosinilele alm. (1976) ex Pabbicara Keraja-
an I..uwu. 

21. Rambe 45 thn Guru SPG Neg. Ken-
dari/Kendari. (, I 
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